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RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat  Jenderal Mangjernen Pendidikan Dasar dan Menengsh
merupakan  Direkiorat Jenderal pengelola dana terbesar di Jndonesia. Dana
Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam
Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keusngan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daersh, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk
kegiatan non fisik tetapi fakia yang temadi adalah : sebagian besar dipergurakan
untuk kegiatan berbentuk fisik.

Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaii sccara wajar. Sejak pembuatan
Iaporan keuanmgan tahun 2005 sampai 2007 Deparfemen Pendidikan Nasional
mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi vang menghasitkan aset
tetap scbenamya sudahb tidak scsual dengan undang-undang, tetapi akan lebih
bermasalah  lagi jika pengelolaannya tidak menggonakan manajemen aset yang
benar. Pemerintah sebagai pihak cksckutif yang paling berfanggung jawak di dalam
pelaksanasn pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanazn wnsur-unsur good
governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya:
Transparansi, yaitn pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat
mengetahot dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilifas pelaksanaan
kegiatan  pemerintah  maupun  pengetola pemerintaban harus  dapal
di;zerzangguhg;‘awabkan sesuai dengan pnnsip-prinsip yang berlaku secara uwmum

(best practices),
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Sebelum tahun 2004 & bidang akuntansi den pelaporan  keuangan,
pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai
bentuk perfangungjawaban pengelolaan kevangan negara yang transparan dan
akuntabel, vang sesual dengan prinsip-prinsip skuntansi dan pelaporan keuangan
yang berleku umum. Szlah sate bukiinya adalah pemerintzh belum  dapat
menghasilkan nergea, vang berisikan aset, hutang dan ckuitas dapa pemerintah.
Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih mempnhatinkan. Salah satu
bukti kelemahannya manajemen aset fetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan
aset tetap pemerintzh sehingpa banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, diL
Penyebab lemabnya manajemen asel tetap pemerintah antara lain disebabkan belum
adanya laporan kepangan maupun laporan aset tetap pemenntah yang digunakan
untuk manajemen aset tetap vang baik.

SAP merapakan prinsip-prinsip akuntans: sebagail dasar dalam penyusunan
dan pelaporan kevangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga
mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistern Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN} yang menghasilkan seraca dan
laporan-iaporan BMN. Studi ini menganalisis, sejavh manakah manajemen aset fetap
telsh df lakukan pada Pirekiorat Jenderal Mansjemen Pendidikan Dasar dan
Menengah,

Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap
{kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perhndungan aset tedap
{kebifukan-kebijakan dan perlindungan asel {etap organisasi pengendall aset tetap,
catatan-calatan aset tetap, akuntabilifas asel tetap, inventarisast secara periodik dan

asuransi aset tetap), prmelibaraan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap.
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Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa stodi literatur dan studi
lapangan, Studi literatur zkan dilakukan penulis dengan mempelajan buku-buku teks
artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri,
peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan
dengan permasalahan yang ada. Penelitian Japangan dilakukan pada instansi Ditjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan
permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor gerta bagaimana
pelaksanaan manajemen pengelolsun aset tetap dana dekonsentrast sehingga akan
berpengaruh terhadap akuntabililss dan fransparansi keuvangan . Untuk i penulis
melakukan wawancara, pengamatan / penclsahan serta menganalisa data-data terkait
dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah
manajemen aset fetap telah di lakukan, upaya-upaya wyang dilakukan dalam
mevajudan transparansi dao akuntabilifas pengelolaan aset telap, hambatan yang
diglami  didalam mengelola asef, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan
dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah.

Keterbatasan penelitian ini adalah ferkait pada regulasi dan peraturan
perundang-undangan vang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan
belumn duduk bersama dalam ssty forum untuk membuat solusi permasalahan.
Sehinggs vang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnyas sering temjadi

pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

iii
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BAB1
Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merapakan
Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2007
mengelola dana sebesar Rp, 20.134.775.287.000,~ (Rp. 20,13 Triliun) terdiri dan dana
Pusat sebesar Rp. 5.805.477.195,000,- (Rp. 5,80 Triliun), dan dama Dekonsentrasi
sebesar Ry, 14.078.886.404.566,- (Rp. 14,078 Trliun) yang tersebar di 33 Propingi di
Indonesia dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Dagrah (SKPDY. Di dalam Undang-
undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat
dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetap
falcta vang terjadi adalah :

1. Sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.

2. Seringkali gubernur tidak mengetahiui pengadaan fisik yang  bersangkutan.

3. Aset tetap dari kegiatan berbentok fisik tersebut tidak tercatat baik di pemda

maupun di instanst pusat.

4. Jumlah aset tetap tersebut signifikan (irilyunan)
Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonssntrasi tersebut, Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Yang akan berpengaruh pula
kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusal. Sejak pembuatan laporan keuangan tabun

2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat epint Disclaimer. Dana
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dekonsentrasi  menjadi salah sali penyebabnya dikarenskan adanya sefisib antara pelaporan
realisas] anggaran di departernen dengan realisasi angearan dalam APBN . Penggunaan dana
dekonsenirasi yang menghasilkan asel tetap sebenamya sudah tidak sesuai dengan undang-
undang, tefapi akan lebih bermasalah lagi jika pengeiclaannya tidak menggunakan manajeren
aset yang benay,
Tuntutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik {good goversance) di sektor pemerintah
terus meningkat sesuai dengan meningkataya kesadaran akan hak sebagai warga negara.
Penciptasn tata kelola yang baik tersebut menuntut perubahan baik dalam system, ketata
negaraan maupun dalam system manajemen keuangan pemerintah.
Pemerintab sebagai pihak eksekunf yang paling bertanggung jawab di de'am pelaksanaan
pemerintahan  perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-ansur good goverpance §ecara
konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya:
- ‘Transparansi
Yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuks sehingga rakyal dapat
mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah.
- Akuntabilitas

Pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengslola pemerintahan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesual dengan prinsip-prinsip yvang berlaku secara

vmum {(hast? practices)

Berdasar seloruh permasalzhan tersebut di atas, tulisan in berupaya untuk mengetahu
1. Sejaub menakah manajemen aset tetap telah di Jakukan pada Direklorat Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
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. Sejauh manakab upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparanst dan
akuntabilitas pengelolaan aset tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen,
. Sejauh manakah hambatan yang dialami didalam mengelola aset,

. Sejauh manakah peraturan perundangan telah ditkuti dalam mengelola aset tetap.

1.2. Permasalahan Penelitian

Penyebab Disclaimernys laporan kevangan adalah bilamana zuditor tidak dapat
merumuskan atay tidak merumuskan suatw pendapat tentang kewajaran laporan
keuangan sesuat dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, Kondisi aset di
departernen/lembaga dif negara ini kususnya Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah adalah belum dilakukan penilaian oleh lembaga
penilat independen, tidak didukung bukti kepemilikan atau status hukum tidak jelas,
tidak diselenggarakan pencatatan yang memadei, dan belum dilakukan inventarisasi
atas aktiva tetap.

Di Indomesia setiap unit pemerintaban vang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang adalah entitas akunfansi vang wajib menyelenggarakan akuntansi,
dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi
Pemerintahan. Laporan kevangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang
kepada unit yang lebth tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh
entitas pelaporan. (PSAP NO. 11. Laporan Keuvangan Kosselidasi (Lampiran X1Dj
Menteri / pimpinan lembaga / kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna

angparan menvelenggarakan akuntansi atas transaksi keuanpan, aset, utang dan
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ckuitas dana termasuk pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjawabnya.
{Pasal 5T UU NO. | Tahun 2004 }
Standar dan sistern akuntansi aset tetap pemerintah Indonesia menghadapi masalah
seputar,
a. Pendefinisian aset tetap dan konsep pengakuannya
b. Penilaian aset tetap
¢. Pendekatan penilaian kembali aset tetap melalui penghapusan dan merevaluvasi aset
tetap
d. Pedoman pencatuan depresiasi
e. Penyaiian dan pengungkapan
Dengan adanya pengertian dan permaselahan tersebut, penulis ingin mengidentifikasi
permasalaban terkait dengan,
1. Sejauh manakah manajemen aset tefap telah i lakukan pads Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
2. Seiauh manakah epaya-upaya yang dilaknkan dalam mewujudsn transparanst dan
akuniabiiitas,
3. Secjavh manakah hambatan yang dialami didalam mengelola aset,

4. Sejsuh manakah peratoran perundangan telah diikuti dalam mengelola aset tetap.

Permasalahan pengelolzan barang milik negarsfaset tidak tenads apabila  pengelola barang
memperhatikan ketika pengadaan/perolehan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan
pameliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan  penatausabaan mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor @ & fshun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

{BMN). Pemanfaatan Jaringan teknologl informast vang ada yeity Jardiknas di dalam
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manajemen aset dana dekonsentrasi berimplikasi terhadap terlaksananya akuntabilitas den

transparansi keuangan di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah .

1.3, Tujuan dan manfaat penelitan

Tujuan dari penelitian ini adalah

frd

Mengetahui pelaksanaan manaiemen aset tstap pada Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan
akuniahilitas,

Mengetahui hambalan yang dislam didalam mengelola aset,

Mengetahui sejsuh mana peraturan perundangan telah ditkuti dalam mengelola aset

tetap.

Manlaat dari penehitian ini adalaln

I

Mendapat cars yang batk  pelaksanasn manajemen aset fefap pada Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Mendapaikan upaya dan cara yang bepar dalam mewujedan ransparansi dan
aiuntabilitas,

Bisa memecahkan hambatan vang dialam didalam mengelola aset,

Bisa menjalankan peraturan perundangan  dalam mengelola aset tetap.

1.4, Metodologi Penelifian

Penelitian Kepustakaan
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Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh pemshaman yang memadahl mengenai
konsep, teori dan landasan hukum pelaksanzan, yang terkait dengan permasalahan
dalam penulisan ini. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku, literatur,
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirien, dan
peraturan pendukung lainnya untvk kemudian di hubungkan dengan permasalahan
yang ada.
2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditien Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah dan instansi lain  yang terkait dengan permasalahan agar memperoieh
gambaran mengenai kondisi kantor  serta bagaimana pelaksanaan manafemen
pengelolaan aset telap dapna dekonsentrasi sehingpa akan berpengaruh terhadap
akontabilitas dan transparanst kewvangan . Uniuk itu penulis akan melskukan
wawancata, pengamatan / penelashan serfa menganalisa data-data terkait dengan
pokok bahasan. Kemudian akan melakukan penehtian untuk mendapatkan solusi
terbaik bagi permasalahan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi guna
untuk mendorong ferselenggaranya akuntabilitas dan transparansi keuangan berbasis

teknologi informasi

1.5. Sistematika Pembahasan
Penulisan karya akhir inf terdiri daci ima bab dengan sestematika  sebagai berikut
BAB] PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, pembahasan topik, nijuan dan manfaat

peneiitian.
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BAB It LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan konsepst manajemen aset sghtor pemerinieh landasan
teoritis pelaporan aset,

BAB I LATAR BELAKANG ORGANISASIE
Bab ini akan menguraikan stuktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi
pengelola manajemen aset tetap dana dekonsentrasi di Diveklorat Jenderal
Mandikdasmen yang mencakep pemeitharaan, proteksi dan penilaian resiko,
pengadaan/perolchan; penggunaan;  pemanfaatan; pengamanan  dan
pemelibaraan; pendlaian; penghapusan; pemindahtanganan; dae penatausahaan
dalam  kerangka kebiyakan akuntansi pemerintah Indonesta sesuai Sistem
Ajuntanst Pemenntahan {SAP) dan  Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN
Bab it akan menganalisis pelaksanzan manajemen: aset, nventarisasi asef,
peniiaian aset, optimalisasi asel, pengawasan dan penpendaiian aset dar dana
dekonsentrasi  dan  keferkaitan anfara  pelaksanaan dengan  peraturan
perundangan mengenai Sistemn Informasi Mapajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK- BMN), mengetahui hambatan-hambatan meanajenien
aset serta sejauh mana sistem akuntansi dan pelaporan pemeriniah mendakung
pelaksanaan  akuntabililas dan  rasparansi  keuangan berbasis  teknologi

mformast.
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BAB V KESIMPULAN
Bab ini akan menjelaskan Kesimpulan karya akhir ini yaite berupa keselarasan
kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah yang dapat mendukung manajemen
aset tetap vang baik sehingga menghasilikan akuntabilitas dan transparanss
kenangan. Penulis juga akan memaparkan rekomendasi atau saran untuok
meningkatkan peranan kebijakan dan Sistems Informasi Manajemen dan
Akuniansi Barang Milik Negara {SIMAK-BMN) dalam  meningkatkan
manafernen Asel Tetap Pemerintsh dengan memaksimaikan penggunaan

teknologi informasi agar mendapatkan data base yang akurat.
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2.1

BABH

LANDASAN TEORI

Mangjemen Aset Tetap
A. Definisi aser

Di dalam pemcrintahasn Aset Tetap merupakan investasi yang memiliki
nilaj sangat besar. Aset Tetap pemeriniah terutama digunakan dalam operasional
pemerintah juge digunakan oleh masyarakat untuk memenohi kebutuhaonya.
Karena memiki nilai yang sangat besar dan kegunaannya sangat penting maka aset
tetap perncrintah tersebut perlu dikelola secara efektif dan efisien. Tujuannya
adalah untuk memasttkan adanya nilai tambah cukup besar yang dapat diterima
dari investasi aset tetap yang cukup material tersebut.

Asct tetap pemerintah digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah
kepada wmasyarakat, Pemerintah harus memasiikan bahwa aset felap terschut
miemberikan nilal maksimal, ofeh schab itu pengelola aset tetap harus melakukan
perlindungan aset tetap dari kehilangan, juga harus memelihara don menggunakan
asei fetap pemeriniah tersebut secara efeckiif. Unfuk mencapai tujuan tersebut
maka pamerintah perlu melakukan mansjemen aset tetap pernerintah secara efekdif’
dan efisien.

Di beberapa entites atau referenst akunfanst yang laim, aset telap umumnya
direferensikan sebagal property, plant dan equipment yang meliputi tanah, gedung
kantor, gedung pabrik, peralatsn, dan lain-lain. Karakteristik uiama darf aset tetap
adalah :

1. Aset tetap diperoleh untuk digunakan dalam proses operasional, Aset

tetap tidak dimaksedkan untuk dijual.

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB Ul, 2008



2. Secara umum, aset tefap memiliki masa mantaat vang lama (beberapa
tahun} dan oleh karenanya didepresissikan selama masz manfaat tersebut

3. Asettetap secars fisik dapat dilihat wujudnya
Dalam buku dxuntansi Pemerintohan { Nordiavan Dedds, Iswehyudi Sondi Putra
& Madidoh Rabmawati, 2008 ) Aset tetap dilingkungan akuntansi komersial
dapat didefinisikan sebagai aset berwujud yang dipesoleh dalam bentuk siap pakai
atau dibangun terlebih dahulu yang dipunakan dalam kegiatan operasiona! sehari-
sehari, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normalpervsahasn
dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, Aset tetap di lingkungan
akuntansi pemerintshan di Indonesia didefiniskan sebagai aset berwujud yang
memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan atau dimanfaatkan ofeh masyarakat umum, Yang termasuk dalam
aset tetap menurut delinisi akuntansi pemeriniahan adalah

1. Aset tetap yang dimiliki entitas pelaporan namun dimanfaatkan olch
entitas lain, misalnya dalam sektor pendidikan adalah universitas
2. Hak atas tanah

Selanjuinys menurnt buku Akumtansi Pemerintchon { Nordiawan Deddi,
Iswahyudi Sondi Futra & Maulidoh Rohriawati, 2008 Y asel tetap dalam akuntansi
komersial diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama vaitu ;
I, Tarah {{and, vang termasuk dalam kategori ini adalah hak pakai atas tanah

serta kapitalisasi atas bisya-biaya veng dikeluarkan dalam rangka menyiapkan

tanah terssbut menjadi siap pakai

10
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2. Gedung {(buiding), yang meliputi gedung kantoy, gedung pabrik serta pedung
lzinnya. Kapitalisesi biays yang dikeluarkan dalam rangka perolehan gedung
ini juga dicatat schagai aset tetap

3. Peralatan {(eguipment), yang meliputi peralatan kantor seperti fumniture maupun
yang digunakan di pabrik seperti mesin.

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, tidak ada perbedaan veng signifikan
dalam pengklasifikasian aget tetap. Berdasarkan Peraturan Pemeriniah Nomor 24
Tahur 28035 dan PSAF 7, paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan
kesamasn dalam sifat atau fungsinya dalarn aktivitas operasional entitas
akuntansi, Kilasifikasi asel tetap tersebut adakah
l. Tansh, termasuk diantaranya fanah vang diperoleh dengan maksse untuk

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondis? siap pakai S
2. Peralatan dan mesin, fermasuk  diamtaranya pesin-mesin dan  kendaraan

bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya

vang nilainya signifikan dan masa manfaatnya febih dari 12 {dua belas) bulan

dan dalar: kondisi siap pakai
3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

denpan maksud untuk dipakal dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap pakai
4, Jalan, irigasi dan jaringan, mencakup falan, irigasi, dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dimifiki dan / atau dikvasai oleh pemerintah dan dalam

kendisi siap pakai

il
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5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperofeh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondis! siap pakal,

6. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai selurnhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperiuan operasional pemerintah tidak

memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai

tercatatnya.
B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Terkait dengan pengakuan dan peagukutan aset tetap, didalam bube Akwnansi

Pemerintaharn { Nordiawan Deddi, Iswahyudy Sondi Puira & Maulidah Rubmaoveati,

2008  dan PSAP NoO7, paragraf 16 mengungkapkan, Basis akuntansi akrual

mengharuskan aset diakai ketika ;

1. Besar kemungkinan bahwa manfsat keekonomian di masa vang akan datang
vang berkaitan dengan aset fersebut akan mengalir ke dalam perusahsan

2. Biaya perciehan dapat diukur secara andal

Dari penielasan tersebut, titik utama pengakuan aset ketap adalah ketika manfaar

keskonomian dan biaya peroiehan sudah tersedis, Maka ketika suatu entitas

melakukan pembelian kendaraan secara kredit, pembelizn tersebut sudah harus
diperhitungkan scbagai perolehan aset tetap. Kendarsan yang dibeli sudah dapat
memberikan manfaal keckonomian dan biaya pembelian sudah dapat dikstahul

dengan pasti.

i2
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Dalam gkuntansi pemerintaban di Indonesia vang menggunakan basis cash
toward acerual, pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut merupakan aset
berwujud dan memenuhi kriteria

a. memiliki masa manfaat lebih daci 12 bulan

b. biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal

¢. tidek dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

d, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bulti bahwa telah terjadi
perpindaban bak kepemilikan / atau penguasasn secara hukum, misalnya sertifikat tanah
dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (PSAP No.07, pavagraf 21)
Dalam praktiknya di lingkungan pemerintahan, aset tetap diskui ketika beritz acara
penerimaan barang atau penyelesalan pekerjaan telah ditandatangani oleh pihak yang
terkait
Baik dalam akuntansi komerssal maupun skuntansi pemerintahan di indonesia,
pengukuran aset (telap dapal terjadi melalul dua cars, yaitu menggunakan biaya
perolehan (historical cost) dan biaya wajar pada saat perolehan (fair value).
Pengakuan aset tetap menggunakan biaya perolehan digunakan apabila aset fetap
tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atay dibangun sendiri, Biaya
perolehan terdiri atas harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan yang tidak
dapat direstitusikan, dan seliap biaya vang dapat diatribusikan ke aset fersebut utuk
membuat aset dalam kondisi siap digunakan. Contoh biays vang dapat diatribusiken
aduiah :

-  Biaya persiapan tempat

- Bilaya pengiriman gwal
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- Biaya pemasangan

- Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
Pengakuan ase! fetap menggunakan biava wajar pada saat perolehan (fair value)
digunakan apabila informasi mengenai bisya perclehan tidak fersedia. Hal ini
disehabkan karena aset tersebut tidak diperoleh dengsn cara dibeli dari pihak ketiga
ataupun dibangun sendirl, Contoh dari penggunaan wajar adalah apabila aset tersebut
merupakan aset donagi, aset pertukaran, aset rampasan dan lain-lain.

€. Komporen Biaya Aset Tetap

Didalam buku dkuntansi Pemerisgahan ( Nordivovan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra &
Moydidah Rehmawar), 2008 ) dan PSAP No. 87, paragraf 31 sd 35 diungkapkan
mengenal perincian bizya pere lehan untuk setiap kategori klasifikasi aset telap :

&. Tanah; biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya
pembebasan  tanah, biays  yang dikelvarkan dalam  rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan
biaya lainnya vang dikelvarkan sampai tansh terschut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilal bangunan tus vang terletak pada anah
yang dibeli tersebut jika bangunan iua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan,

b. Peralatan dan mesin; biaya perolehan meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, sertz biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan,

¢. Gedung dan bangunan; biaya perolchan meliputi biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pedung dan bangunan sampai siap

14

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB Ul, 2008



pakai. Biaya ini termasuk di antaranya adalah harga pembelian atau
biaya konstruksi, biaya pengurusgan IMB, notaris dan pajak.

d. Jalan, irigasi dan jaringan; biaya perolehan meliputi sehiruh biaya
yang dikehuarkan untuk memperoieh jalan, irigasi, dan jaringan siap
pakai, Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biava konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan
tersebut siap pakai.

e, Aset letap leinnya; biaya peroleban meliputi biaye pembayaran
konstruksi dalam pengerjaan; biava perolehan meliputi biayz yang
dikeluarkan entuk memperolah aset tersehut sampai siap pakat,

Konstruksi  dalam psngerjaan; biaya perolenan meliputi  biaya

pembayaran per termin atau pengelearan dana sesuar dengan kemajuan

{progress) pembangunan. Sctelah konstruksi terschut selesa), nilai vang

tercantum di konsiruksi dalam pengerjaan akan dimasukkan sebagal aset

Pengeluaran Seielah Perolehan

Didalam buku Akwutansi Pemeristehan ( Nordiawan Deddi, Iswabyudi

Sondi Patra & Muaulidah Rehmeawati, 2008 § dan PSAP No. 07, paragraf

30, Pengeluaran yang ferkait dengan aset tetap (setelah perolehan aset tefap

-subsequent expediture) dapat diklasifikasikan menjadi dus, yaitu :

i{. Pengeluaran uptuk pemeliharaan aset telap

2. Pengeluaran yang bersifat memperpaniang masa manfaat atau memberi
manfaat keekonomian i mass yang akan datang dalam benfuk
peninghkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar

kineria.
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Baik skuntansi berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di
fndonesia mempunyai perlakuen yang sama terhadap transaksi tersebut.
Untuk kategori yang pertama, perlakuan akuntansi adalah dengan
membebankan semua pengeluaran  yang terjadi  sebagai  belania
pemelikarazn. Alasannya adalah  pengeluaran fersebut tidsk menambah
masa kezkonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut
hanya bersifat agar aset tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan
dalam proses operasional entitas,
Untuk pengeluaran-pengeltuaran yang termasuk dalam kategorl kedua,
pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi {ditambahkan ke aset vang
hersangkutan} schingpa nilai buku dari aset fersebut skan bertambah.
Alasannya adalah pongeluaran yang dilakekan menambah seasa manfaat atu
masa keekonomian dari aset tersebut, schingga biaya yang dikeluarkan
seharusaya menjadi penambah nilai aset tetap vang bersangkutan.
. Perolehan Asef Secara Gabungan
Didalam buku Akumtansi Pemerintahan ( Nordiowan Deddi, Iswahyudi
Sondi Putra & Maulidah Rahmawati, 2008 3 dan PSAP No. @7, paragraf 42
disehutkan, perolehan aset secara gsbungan adalab kondisi dimana entitas
memperoleh beberapa aset tetap dengan melakokan satu pembayaran untuk
seluruh aset yang diterirna. Dengan kondisi ini, biays perolghan dari seluruh
aset harus dapat didistribusikan dengan jelas ke seluruh aset tetap yang
diperoich.
Basis akuntansi akrual maupun akustanst pemerintahan di indonesia

mengatur penggunaan nilai wajar dari masing-masing aset sebagai dasar
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alokasi biaya perolehan. Entitas harus melakukan perbandingan dari nilai
wajar masing-masing asel untuk mengalokasikan biaya perolehan.
E. Korstruksi dalam Pengerjaan
Peroiehan aset tetap tidak hanya melalui pembelizn aset secara langsung dari
pihak ketiga tetapi dapat juga diperoleh melalui pernbangunan, baik yang
dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontrak kontruksi maupun dilakukan
secara swakelolr, Aset tetap yang sedang dalam proses penyelesaian im
dikenal dengan istilah akuntasi sebagai konfrukst dalam pengerisan.
Konstruksi <aiam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, frigast dan jaringan, dan asel tetap lainnya, Cirl utama
dari konstruksi dalam pengerjaan adalah perolehannya memerlukan sejumiah
waktu tertentu. Periode wakiu tersebut bisa kurang atay Iebih dari saty
periode akuntansi,
Untak akuntansi pemerintahan di indonesia, konstruksi dalam pengeriaan diakui
Jjika :
2. Besar kemungkinan babwa manfaat ekopomi masa yang akan datang
berkaitan dengun aset tersebut akan diperoloh
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal
<. Aset tersebut masih dalam proses pengeriaan
Nilai vang dapat diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan bergantung pada
proses  pengerjaannya.  Apabila  dikerizkan gecara swakelola oleh  umit
pemertntahan biaya yang boleh diakui meliputi
I. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan pengerjaan konstruksi

dalam pengerjean tersebut meliputi : biaya pekerjaan lapangan, biaya
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beban, biaya penyewaan pesalatan, biaya pemindahan peralatan, biaya
rancangan, dan bentuan teknis vang berhubungen dengan proses
konstruksi

Biaya yang lain yang dapat distribusikan ke dalam  kepiatan
pembangunan, meliputi asuransi, biaya perjalanan dinas, blaya rapat,

biaya ATK, dan lain-lain.

. Biaya pinjaman apabila pembangunan fersebut dibiaysi dengan dapa

pinkman
Biaye iain vang secara Khusus dibayarkan sehubungan konstruksi vang

bersangkutan

Nilai ya1p dapat diakul sebagal konsteuksi dalam pengerjaan apabiia dikerjakan

oleh pihak ketiga adalah

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor terkait tingkat
penyelesaian pekerjaan

Kewajiban yang masih harus dibayarken kepada kontraktor terkait
pekerjaan yang sudah diterima namun belum dilskukan pembayarcan
pada tanggal peiaporan

Pembavaran Kz kepada kontrakior atan plhek  keliga  terkailt
nelaksanaan kontrak kontruksi

Biava pinjamapn apabila pembangunan tersebut dibiayei denpan dana

pinjamar

Pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai

dengan tujuan perolehannva, nilai yang tercaist dalam konstruksi harus

dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan.
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Pengungkspan dalam catatan atas laporan kewangan mengenal informasi
konstruksi dalam pengerjaan mighiputi
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerfkazn  berikut  tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
- Nilal kontrak kontruksi dan sumber pemblayaarnya
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan
- Uang muka kerja yang diberikan
- Retensi
F. Permyusulan Aset Tetap
Dsfinist  penyusutan di  lingkungan akuntansi swasta adalah  afokasi
sistematik jumiah yang dapat disusutian dari suatis aset sepanjang masa
manfast, Salah satn konsep dusar yang mendasari penyusutan adalah
perbandingan biaye dan pendapatan (motching cost against revenuel.
Dengae demikian aset fetap yang memberikan manfaat selama periode
tertentu harus disusutkan nileinya sepanjang periode tersebut. Metode
penyusutan tersebut dapat berupa :
a. Maetode garis [urus {straight line method)
b. Metode penyusutan diperoepat (decreasing charge method)
~  Jurstlah tahun penyesutan {sum of the vears digit)
«  Penyusutan berganda {declining balance method)
¢, Metode unit produksi (unit of production method)
d. Metode depresiasi khusus {special depreciation method)

- Metode depresiasi kelompok (group and compaosite methods)
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Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana memperlakukan depresiasi untuk
Ningkungan pemeritnaban. Mengingat pemerintah bukanlah organisast yang
bertujuan mencari keuntungan konsep matching cost against revenue tidakiah
relevan untuk digunakan.
Berdasarkan Peraturan Pemerinich Nomor 24 tahun 2005 dan PSAP Ne .07,
poragraf 56 , diztur bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila teriadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kemhali, aset tetap disajikan dengan penyesualan pada akun tetap dan
diinvestasikan pada aset tetap.
Metode vang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2003 adalah ¢

1. Metode garis lurus (straight ine meihod)

2. Mstode saldo menurun ganda (double declining balarce method)

3. Metode unit produksi (st of production method)
Daolam Manajermen aset yang balk  agar bise maksimal haus mencakup

beberapa hal yaitu

211 Kineria Aset (Asset Performance}

Aset tetap pemerintah  ditujukan tidak untuk mempercleh pendapatan,
untuk kimetja aset tetap pemerintah divkur berdasarkan tercapaianya tujuan dari
institusi pemerintahan tersebut dalam melayani masyarakat. Agar tujuan tersebut
bisz lebih maksimal pemeriniah harus mengelola kinerja aset tetap tersebut |
Oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan techadap pengelela aset

tetap yang kinerjanya burok.
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Aset tetap harus dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pada saat
aset tetap terssbut kurang digueakan (under arlities), pemerintah dapat
mempertimbangkan untuk menyewakan ase! tetap fersebut kepada pihak fain.
Pendapatan sewa akan menambah pendapatan pemerintah dan mengurangi blaya
pemeliharaan yang selama ini harus menjadi beban pemerintali. Aset telap
pemerintah yang mempunvai nilal pengpunaan atau manfaat vang sangat
minimal pemerintzh  dapat juga menjual asset tetsp tersebul, schingga
memperoish pendapatan atas harga jual aset dan akan mengurangi biava
pemeliharaan aset juga.

Untuk meningkatan kinerja aset tetap pemerintah  dapat dengan cara
pemeliliaraan  yang yaug terarah dan  berkesinambungan schingga dapat
meningkatkan kualitas dan koentitas output dard aset tetap tersebut. Selain itu,
dapat jugs dilakokan dengan membagl kepemilikan (sharing ownershipy stas
aset tersebut, dengan cara melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dan pengadaan sualy asel iotap. Kesja sama ini akan mengakibatkan
pengurangan biaya pembelian, biaya financisl (misal biaya atas pinjaman} dan
biaya pemeliharaan atas ayef tetap tersebul, Selain itu pemakaian bersarna atas
aset fetap tersebut jups altan mengurangi wakiu senpgang {idle rime) darl aset
tetap teeschut, Jenis kerja sama ini akan berimplikasi pada terjadinya penurunan
biaya dan kenaikan tingkat penggunaan asct tetap {dengan kata lain peningkatan
produkiivitas dan kineria aset tetap tersebut). Untuk mieyakini bahwa aset wiap
beroperasi sesual dengan tujuan pengadaan aset tersebut, maka pemerintah harus
mengembaﬁgéan dan mengimplementasikan  suatu  pengukuran  Kinerda.

Pemerinah harus mengembangkan peagukuran terbaik sesuai dengan kebutuhan,
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Dalam melakukan pengukuran  kinerja aset tetap pemerintah harus

memperhatikan

Pengukurannya berdasarkan pada tujuan;

Melakukan monitoring terhadap pengukuran dan hasilnya digunakan
dalam proses pengambilan keputusan;

Hasil pengukuran dapat diandalkan, valid, dapat diverifikasi dan dapat
dipahami;

Melaporkan hasil pengukuran secara internal maupun eksternal;
Menghasitkan ukuran berupa tingkat efekiivitas, efisiensi dan kualitas
pelzyanan publik;

Bisa mengokur hasil-hasil program;

Menghasitkan cara yang terbaik dan efision dalzm mengkaji tingkat
efektivitas, efisiens] dan kualitas pelayanan publik;

Menvediakan dasar untuk perbandingan

Adanya Pezraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan

kinega instansi pemerintah, mengharuskan instansi pemerintah wajib membuat

laporan kinerjanya,

Secara khusus untuk aset tetap pemerintah jenis modal atsy invesiasi

pemerintah dapat digunskan untuk meagukur Kinerja kewsngan  dengan

menelusuri kemampuan asel tetap ferscbut, didalam mengembalikan investasi

dan menckan biaya-biaya operasional, biaya psmeliharaan dan biaya per unit

vang dihasilkan. Sedangkan untuk aset tetap jenis persediazn, pengukuran

dilakukan dengan membandingkan penggunaannya pada para pemakai aset tetap
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tersebut schingga pengujian-pengujian yang memadal dapat diaplikasikan,
Dengan demikian pengelola akan memperoleh data yang dapat dipakai uniuk
mengujl sejavh mana penggunaannya felah memadal, jumlahnya telah cukup,
dan jumishnya telah berubah dari waktu ke waktu, Pengukuran dan pengujian
int akan memberikan keyakinan bahwa persediaan digunakan sesuai dengan

fujuan.

242  Pemeliharaan Asel (dset Mointenance)

Pemeliharaan aset merupakan akiifitas vang memeriskan penanganan
yang khusus. Sesudah perolehan asel tetap pemerintah harus mengorbankan
waktu dan vang untuk meme’ihara aset tetap pemerintah, Perlunya pemeliharaan
aset tetap tersebut  untuk memberi kepastian bshwa nilal dan efekiivitas
pemanfaatan aset tetap masih terjaga,

Kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset
tefap, dengan cara menyelenggarakan pencatalan atas biaya penelibaraan
tersebut. Pencatatan afas blaya permeliharaan {prainfenance costs) asct tetap atas
pengmbahan dan perbaikan harus dibebankan kedalam beban pemeliharaan
{maintenance expensg) yaity perbaikan kecil. Biaya pemelibaraan yang bersifat
menambah atzu perbaikan akan meningkatkan fungsi aset tetap tersebut atau
menambah masa manfaatnya.

Pencatatan ates pemeliharaan aset tetap pemeriniah merupakan informasi
yang berguna dalam pengambilan keputosan yang berkaitan dengan
pengendalian angparan belanja pemerintah. Pencatatan yang tertib  akan

membuat nilai aset tetap yang tercatat lebib tinggi dibanding dengan pencatatan
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yang tidsk tertib, sehingga pada saat penjualan aset tetap akan diperoleh hargs
Jusl yang lebih tinggl pula.

Pencatatan atas pemeliharaan aset tetap pemerintah yang rapi dan rinci
akan memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintab dalam merencanakan
Jadual perbaikan serta pemeliharaan dan untuk merencanskan anggaran
pengeluaran pemerintah atas biaya pemeliharaan aset ietap tersebui, serfn
perencanaan penggantian/perluasanfekspansi di mass yang akan datang lebih

riil.

2.1.3  Perlindungan Aset (Asset Protection)
2.1.3.1 Kebijakan

Pemerintah membuat aturan dan kebijakan terkait Aset tetap
pemevintah  schinggs  terlindungi  dari kehilangan, pemborosan  dan
penvalahgunaan aset tetap yang komprehentif, dan  juga  kebijakan
pemelihzraan dan kinerja aset tstap tersebut. Kebijakan terufis atas penugasan,
pencatatan, dan prosedur umum untuk melindungi aset tetap pemerintah dapat
digunakan sebagal acuan uniuk tujuan pelaporan dan pertanpgung jawaban

pemerintah kepada entifas penerima laporan dan pertanggungizwaban.
2.1.3.2 Penugasan periindungan aset teiap
Aset tetap harus dalam pengawasan orang atau bagian yang ditugaskan dan

bertanggung jawsb atas keberadaan aset tetap tersebut dan keakuratan serta

kegunaan pencatatannya. Prosedur tertulis ini skan memastikan pencatatan
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vang akurat dan pertanggung jawaban vaag memadal darl aset tetap

pemerintah,

2.1.3.3 Pencaiatan asel letap

Pencatatan yang berkuaiitas salah satu cara peclindungan aset tetap.
Pencataian aset tetap secara wmum harus detail mencakup jenis aset tetap,
harga, nilai taksiran, unit kerja yang menggunskan, dan fokast aset tetap itu
perada.

Pencatatan vang benar skan berguna di dalam membuat faporan
pertanpgung  jawaban dan pengendaijan seffa pengamanan aset ftefap
pemerintah. Keakuratan don kelengkapan pencatatan ini jups harus dijalankan
aatuk unsur-unsur biaya lainnya, seperti asuransi, pergantiap dan lain

sehagainva,

2.1.3.4 Pertanggung jowaban
HMal yang harus diperhatikan di dalam  mempertanggungjawabankan aset retap
pemerintah dimulai dari adanya pencatatan yang akurat, kemudian diperlukan
adanya inventarisasi fisik secara periodik yang harus ditakukan tujuannya agar
keakuratan penmcatatan dapat terjamin. Apabila teriadi ketidaksesuaian antara
hasil inventarisasi fisik dan pencatatannya harus di tindak lanjuti dengan Stok
opnume. Hasil dari stok opname alas perbedaan ini akan ditindaklanjuti
dengan mefakukannya review dan modifikas: atas kebijakan pengendalian
internal yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan ketidak sesuaian

tersebut.
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2.1.3.5 Pengeamanan Aset Tetap
Pemerintah harus membuat s@andar prossdur pengamanan aset tetap
pemerintah yang memadat dengan mempertimbangkan restko-resiko yang
berkaitan dengan sifat/karakteristik aset tetap tersebut.  Aset istap vang
memiliki resiko lebih besar memerlukan prosedur pengamanan yaug lebib
khusus dibandingkan dengan aset tetap yang resikonya keeil.

Penpamanan tambahan yvang dapat dilakukan antara fain ;

- Menbuat ldentifikasi Penomoran dan Pemberian Tanda khusus. Setiap
aset tetap pemerintah diberi identifikasi penomeoran dan tanda ihusus
vang difempelkan pada aset tetap tersebul, Identifikasi aset tetap
diperiulian  pomerintah untuk  twjuan  pengendalian  internal  dan
memudahkan proses audit.

- Melekukan pembatasan Akses terhadap aset tetap pemevintah. Dengan
adanya pembatasan akses akan bisa mengakibatkan adanya
pertanggungiawaban individual kepada orang-orang yang diberi
wewenang mengelola asei tetap pemeriatah, Dengan cara pembatasan
akses masuk jokast penyimpanan aset tetap secara fisik dan pembatagan
akses dengan menggunaksn program khusus (dengen menggunakan
kuncl atau passwourd dalam sistem pencatatan tersebut). Prosedur ind
lebiih efektif bila dibandingkan dengan prosedur lainnya missinya sistem
pemisahan wewenang. Dimana pihak yang bertanggungiawab atas fisik

aset tetap harus berbeda dengan pihak yang melakukan pencatatan aktiva
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tetap tersebut. Sistem ini masih memungkinkan terjadinya kehilangan
aset tetap pemerintah.

- Menyelengparakan Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual.
Metode ini memungkinkan pemerintah uniuk melakukan pengendalian
dan pemeliharaan aset fetapnya. Metode Pencatatan Perpetual persediaan
mengharugkan pencatatan dilakukan secara detil atas penambahan dan
pengurangan asel tetap secars berkelanjutan, sehingga sistem ini hisa

menyediakan informasi yang andal atas aset tetap pemerintah,

2.1.3.6 Asuransi

2.14

Ag-r pemerintah fidak rerlaly besar menanggung kerugian apabila
aset fetap tessebut hilang dan mengelvarkan biaya perbaikan yang besar
apabila asat tetap mengalami kerusakan, Olch karena itu aset tetap pemerintah
perlu diasuransikan. Pencatatann yang handal dan akerat terhadap aset tetap
pemerintah dapat dijadikan dasar dalam penentuan nilal pertanggungae
asuransi sehingga nilal pertanggungan tersebut tidak torlalu tinggi vang akan
menjadi biaya bagi pemerintab, atau terfalu rendsh yang ariinya beresiko fidak

tertuiup semua,

Penilatan Resiko Aset Tetap (Risk Aszessment)

Pemeriniah harus memutaskan cara terbaik umtuk mengantisipasi pengaruh
dari resiko yang mungkin terjadi pada aset tetap pemerintah denpan letap
mempertimbangkan cost dan besefit.  Sejumiah aset tetap pemerintah

mengandung sejumiah resiko yang harus diberl perhatian,
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Oleh schab ity, pemerintab harus mengindentifikasi resiko-resiko vang terkait
dengan aset tetap pemerintah terscbut, setelah itv mengembangkan strategi
untuk mengelola resiko tersebut schingga aset telap pemerintah  bisa
terlindung: secara wajar. Aset telap pemerintzh mempunyai resike keusangan,
dimana resiko fersebu! melekat pada karakteristit aset yang bersangkutan,
misainya komputer resike keusangan tinggi. Pemerinteh harus mengkajl
pengarch dan kemuagkinan semua resiko yang bisa merugikan aset tetap
pemerintah, Pengarub yang dikaji mehputi kerugian cupizh vang akan teradi,
kerugian operasional dan persepsi publik, Adanya kemungkinan teriadinya
resiko tersebut harus ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat/karakteristik

dan fungsi dari masing-masing aset tetap pemer.stah.

2.2 Landasan Teori Pelaporan Aset Tetap

221 Definisi Aset Tetap dan Klafifikasi Aset Tetap
2.2.1.1 Definist Aset Tetap
Tujuan dari pelaporan aset fetep pemerintah adalah menghasitkan
pelaporan keuangan yang harus bisa moemberikan informasi mengenai
sumber dzya fisik yaitu aset tetap pemerintah maupun aset non keuangan
lainnya yang dimiliki pemerintah vang mempunyai masa manfaat jangka
panjang dan juga informasi yang dapat digumakan unfuk mengkaji
manfaat potensial dari sumber-sumber daya tersebut. Informasi ini barus
disajikan untuk membantu para pengguns lsporan kevangan mengkaji
kebutuhan modal (capital) jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan pemyatsan diatas, maka entitas pemerintah diharuskan
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untuk menysjikan aset tetap dalam laporan kesangan untuk menyajikan
aset tetap dalam laporan keuangan, ada dua kriteria yang harus dipenulis

talam pengakuan aset tetap :

. Masalah item yang akan disajikan harus memenuhi definisi aset
tetap pemerintah.

2. ftem tersebut harus memenuhi keiteria pengukuran aset tetap
pemerintah.

Sebelum memasukkan suatu ftemn ke Aset Tetap, perlu dipahamit apakah
item tersebut memenuhi definisi aset tetap. Aset menupakan sumber daya
vang dikuasai oleh enfitas scbagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
adanya manfaat ekopomi di masa depan yang diharapkan akan diperolch,
Pengertian manfasl ckonomi dari suatu aset adalah potensi aset frsebut
untuk memberikan sumbengan baik langsusg mavpun tidak langsung
terhadap penambahan manfaat arus kas dun setara kas kepada organisasi.
Potensi tersebut dapat berbentuk sesuata yang produk(if dan merupakan
bagian dari aktivitas operasional organisasi. tiga sifat dasar yang dimiliki
oleh suatu aset yaitu: (1) kemungkinan adanyzs manfaat ekonomi untuk
masa yang akan datang ;
(2) aset tersebut dikendalikan oleh kesatuan
ekonomi; dan
{3} merupakan akibat peristisva masa lampau,
Dari ketiga karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Aktiva penyimpanan kemungkinan manfaat ckonomi masa yang akan

datang. Secara sendirbsendiri maupun secara kombinasi/gabungan
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G

i

dengan aset lalnnya. Datam aset tersebat harus ada hak yang spesifik
atag manfaat atsu potensi jasa di masa yang akan datang. Hak yang
sudah kadaluarsa dan/atau mempunyai suanfaat negatif tidak dapat
dimasukkan sebagai aset.

Unit organisast tidak dapat memperoleh manfuat tersebut dan
mengendalikan akses pihak lain atas aget itu.

Transaksi, kejadian atau peristiwa yang menimbulkan hak atau
kendali atas manfat tersebut sudal terjadi. Aset tidak boleh
mencakup manfaat yang tidak berada dalam kendali unit organisasi

yang bersangkutan.

Selaniutnya berdasarkan definisi aset vang dikeluarkan oleh Financial

Avcounting Standart Bourd (FASB), Vernom Kam (1986) memberikan

empat kriteria aset :

@)

(i)

(i)

Andal secara hukum. Pengakuan aset sangal ditentukan oleh konsep
legal dari aset tersebut. Kriteria ini berhubusgan erat dengan
informasi akuntansi yang relevan dan andal.

Penggunaan prinsip konservatif. Prinsip ini mensyaratkan umiuk
memegang pringip konservatif dan pengakuan aset.

Makna ekonomi suatu transzksi. Apabila makna ekonomi suatm
transaksi telah terjadi atas aset tetap, maka aset tersebut sudah dapat
dilaporkan dalam laporan keuangan, tanpa perlu memperhatikan

bentuk formainya (substance over form}
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{iv} Kemampuan mengukur nilai aset. Apsbila ada kesubitan dalam

pengukuran nilai aset, maka aset tidak boleh dicatat.

2.2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap
Klasifikasi  aset  diperiukan  untuk  peselaahan  dan
mengkomunikasikan informasi-informasi  yang relevan kepada para
pengguna laporan keuangan. Penggolongan sumber daya-sumber dayz ke
dalam kategori vang tepat diperlukan apar dapat menyajikan ikhtisar
informasi akuntansi yeng dapat dipahami dan dianalisis oleh para
pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Sccara historis, kategori
utama darn subklasifikast aset yang digunakan sampai sekarang didasarkan
praktek-prakiek tradisional, yang pada awalnyn dirancang untuk kebutuhan
yang dianggap perlu yang mungkin sekarang tidak begitu relevan lagi.
Tuijuan utama kiasifikasi aget adalah uniuk menysiikan ikhtisar
data kewangan yang bermanfaat, Pengelompokkan aset-asel sgjenis
dipergunakan guna memungkinkan para pengguna laporan keungan untuk
{i} Memperoleh pemahaman yang baik teniang posisi keuangan entitas
(i) Memperbandingkan laporan keuangan secars  periodik  dan
perbandingan dergan entitas sejenis

{iii} Membantu merumuskan arus kas entitas

Jika tidak ada klasifikasi aset yang baku, maka para pengguna laporan
keungan akan membuat ikhtisar sendiri. Dengan adanya klasifikasi aset

yang baku, maka para pengguna laporan keungan dapat memilih informasi
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apa yang dianggap penting bagi masing-masing para pengguna eksternal

laporan keuvangan yang mempunyal tujuan atau latar belakang pengetahuan

vang berbeda tentang perusahaan, maka pengikhtisaran dan penggolongen

aset dapat menghilangkan ketidakseimbangan informasi (Assimetry

Information}

Dalam  teori akuntansi, klasifikasi dapat didasarken pada

beberapa klasifikasi (Herdriksen, 1982} vaitu

)

(i)

Menurut Sofvency Aset

Tujuan pokok yang paling awal dari klasifikasi adalah
menyaitkan kepada kreditur informasi yang menunjukkan posisi
keamanan relatif piutaranyza pada entitas. Peoguiian yang ulama atas
keamanan piutang tersebut adaiah hkuiditas aset dan ketersedisan
dana eatitas untuk membayar etang-wWangnya. Pengelompokkan asel
berdasarkan pada likeiditas aset dan cara pembayaran uiang
dikarenakan kurangnya dala operasiens! lainnya, dan kebutuhan
untuk melindongt kreditur kKarena kreditur merupakan pengguna
utama informasi kevangan, Untuk mencapai tujuan tersebuf maka
aset dikeiompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar.
Menurut Struktur Akuntansi

Sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis, tujuan pelaporan
keuangan telah meluas bukan hanya lagi menekankan pada
kepentingan para kreditur semata. Disamping itu, laporan posist

keuangan yang bersikan aset hanya satu dari beberapa bentuk Jzporan
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C.

keuangan. Oleh sebab itu, pengelompokkan aset divasakan tidak
cukup hanya berdasarkan likuiditas dari aset itu sendiri.
Pengelompokkan aset berdasarkan struktur akuntansi bertujuan untuk
memudahkan proses akuntansi. Misainya, kiasifikasi beban yang
ditangguhkan sering sekali digunakan sebagai pos untuk menampung
beban yang belum terelokasi. Kiasifikasi aset berdasarkan strukter
akuntansi juga borguna entuk memberikan penegasan ferhadap pos-
pos yang akan dihapus menjadi pendapatan / belenja dalam faporan
operasional.
(i) Menurut Metode Penilaian
Tujuan utamea pengklarifikasian berdasarkan metode penilaian
aset adalah untuk menghsilkan interpretasi vang Iebih baik atas
neraca dan berhubungan dengan laporan keuangan operasional dan
taporan avus kas,
Klasifikasi aset menurut beberapa konsep penilatan akan mencakup
a, Kas dan pengrimaan kas yang diharapkan
b. Aset yang diniiai berdasarkan harga jual vang berlaku afau harga jual
vang diharapkan (dengan keluaran)
Aset yang dinilai berdssarkan harga perciehan berlaku (harga kelvaran}
Pengelompokkan aset-aset lancar den tidak lancar didsarkan kepada
likuviditas dari aset. Aset fancar merupakan asst vang diharapkan dapat
direalisasikan dalam satu tabun pericde akuntansi, Sementara aset non lancar

merupakan aset yang pemanfaatannya lebih dart satu pericde gkuntansi.
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Komponen aset non lanear terdiri dari aset berwejud dan tidak berwujud. Aset
tetap merupakan aset berwuijud,

Disamping pengelompokkan aset diatas, para akuntan jegs sering
melakukan pengelimpokkan aset menjadi aset monster dan aset non moneter.
Pengelompokkan aset moneter dan non moneter tidak boleh dikacaukan dengan
pengelompokkan aser lancar dan aget non lancar. Pengelompokkan aset lancar
dan non lancar didasarkan pada tingkat Hkuiditas aset. Sementara aset moneter
den non moncter pada potensi jass yang melekat pada aset yang bersangkutan,
yaitu, apakah potensi jasa yang bersangkutan berupa aliran kas atau potensi jasa
fisik {non kas).

Aset moneter adalab klaim menerima sejumlah rupiah di masa yang akan
datang. Tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Dengan kata lain aset
moneter adalah aset yang besarnya ditentukan oleh konteak sehingga besarnya
tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang, akan tetapi daya beli klaim vaitu
nilat fukar atau kemampuan klaim untuk ditukarkan dengan potensi jasa lain
akan berubah. Beberapa contoh aset moneter adalah kas, deposito, plutang
usaha, vang muka,

Aset non moneter adalah aset vang besarmya terpengarub oleh perolehan
nilai uang artinya aset non moneter mengandung jumlah nilai uang yang berubah-
ubah dengan berjalannya wakiu, Dengan perkatasn lain, aset non moneter adalah
aset yang mempunyal kiaim untuk menerima potensi jasa vang daya belinya

konstan. Aset non monster vaita © persediaan, aset tetap, goodiwill, dil

2.2.2 Pengakuan Asel Tetap
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Pengakuan zset tetap merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi
definisi aset serta kriteria pengskuan aset. Pengakuan dilakekan dengan
menyertakan pos aset baik dalam kata-kata maupun jumlah dalam neraca.
Kelalaian untuk mengakai pos aset peraca tidak dapat diralat meslalui
peagungkapan kebijakan skuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau
materi penjclasannya,
Pengakuan aset dalam neraca dilakukan kaiau besar kemungkinss manfaat
ckonominya &1 masa vang akan datang diperolch entifas dan aset tersebut
mempunyai nilai atay biaya yang dapat diukur dengan handal, Manfaat ekenomi
tersehut mungkin {orohable) akan diperoleh. Perkataan mungkin berarti tidak
pastt, karena segala sesuatu yang menyangkut masz yang skan datang terschbut
secara bukti-bukti vang tersedia.
Untuk askentansi sektor publik, kriteria penpakuan aktiva tetap memenuhi
persyaratan yaitu

- asel tersebut mempunyai manfaat ekonomi 4 mass yaog akan datang

(PSAP No. 07, paragraf 16)
» entitas pemeriniah mempunyal kendali afas manfaat ekonomi aset
tersebut;

- adanya transakai atau kejadian untuk memperoleh sset;

- nilui aset tersebut dapat diukur dengan andal (PS4P No. 67, paragraf 16}

- batasan minimal nilai kapitalisasi/pengakuan;

- belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi;

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (PSAP

No. 87, paragraf 16} dan
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-

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan (PSA7 No.

@7, paragraf 16)

Manfaat ekonomi di masa yang akan datang

Untuk sektor pemerintab, pengertian manfaat ekonomi bukan delam rangka

menghasilkan pendapatan, fetapt dilubungkan dengan kemampuan asel tersebut

dalerm memberikan jasa kepada entitas yanp mengendalikan aset . Aser tetap

tersebut harus dapat mendukung cntitas dalam mencapal tujuan output entitas

pemerintah,

Sebagal sumber daya ckanomi aset menggambarkan potensi jasa atau hak atas

maniast yang muegkin, Penckansn ini menghasitkan definisi aset yang

menyeluruh, dimana sifat-sifst berikut ini sangat hakiki dalam aset menurat

Hendriksen {1982) schagst berikut

-

Harus ada hak khusus atas manfaat mendatang atau potensi jasa. Hak
atay potensi jasa yang kadaluarsa tidak dapat di masukkan sebagai aset
demikian pula manfaat yang telah nol maupun yang negatif, Jika nilai
Jjasa suatu gedung telah habis dan jika biava pembongkaran sama dengan
nilal sisa bahan bangonan gedung, meks bangunan gedung tersebut
bukan asef. Walaupun demikian, jika nilai suatu hak atau potensi jasa
itka pasti bukan berarti menghapukannya dari  definisi  aset.
Ketidakpastian mempengaruhi penilajan dan akan mengubah sifat barang
tersebut. Haya jika ketidakpastian terlalu besar schinggga manfaat

mendatang yang diharapkan adalah nol atau negatif.
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Hak tersebut haras dimiliki oleh individu atau organisasi, YUJ BIRI
{The Fonndation of Accounting Munagement, 1967} sangat menekankan
kriteria pengendalian aset dalam definisi sset, yakni aset merupakan
sumberdaya vang dikendalikan oleh suatu kesatuan entitas, akan tetapi
pengendalian tidsk dapat ditafsirkan cukup luas schingga mencakup
kemampuan entitas untuk melaksankaan haknya.

Harus terdapat klaim yang dapat dipaksakan secara hukum atas hak atau
jasa atau bukti fainnya yang menunjukkan bahwa pencrimaan manfaat di
masa yang akan datang adalah mungkin., Jasa yang dapat ditarik
sewaktu-waktu dengan semaunya oleh pihak lain @anpa ganti g tidak
boleh dimasukksn scbagai aset. Tentu bukan borarti bahwa entitas hatus
membiki hak resmi menuwrut hukum uniek mengakel aset. Dalam
kenyataan entitas harus mendasarkan kepentingan nyata dari pada
Izgalitas hak secara baku.

Manfaat ekonomi harusiah merupakan akibat dari transaksi atau
peristiwa di masa lalu. Asst tidak boleh mencakup manfaat yang akan
timby!l di masa depan yang belum ada atau tidak dikendaiikan kesatuan
usaha pada saat inl, Aset tidak diakui dalani neraca kalau pengeluarannya
telah terjadi dan manfaat ekenominya dipandang tidak mungkin mengalir
ke entitas. Sebagai alternatif pengeluaran seperti itu di masukkan dalam
biaya yang akan dilaporkan dalam laporan operasional. Demikian juga
sesuatu yang sudah tidak mempunyai manfaat lagi di masa vang akan
datang dikelompokkan sebagal expired cost atay biaya vang dilaporkan

di faporan rugi laba.
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Pengendalian Asct
Pengendalian aset merupakan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan aset
atau membatasi / mengatur akses pihak lain terhadap manfaat aset tersebut.
Institusi — institusi pemetintah merupakan entitas hukum yang tidak ferpisah
satz sama lain dan institusi tersebut tidak mempunyai kepemilikan aset tetap
tetapi miengendalikan asct yang digunakan wuntuk mencapai tujuannya.
Pengendalian organisast tersebut dibuktikan dengan kemampuan instansi
pemerintah untuk :

- menggunakan asef untuk mencapai tujuannya

- memperoieh keuntungan dari penjualan aset

- menerima imbalan atas penggunaan aset

- membatasi pengpunaan aset oleh pihak fain
Untuk mengakei aset di neraca, fostitusi pemerintah harus mengendalikan aset
sehingpa institusi pemerintah kemongkinan besar akan memperoleh maniaat
ckonemi yang akan datang yang melekat terhadap aset tersebut,
. Transaksi atau kejadian

Sebelum aset dapat diskui daiam laporan keuangan, transaksvkejadian yang
timbul dalam rangks pengendalian manfaat ekonomi di masa yang akan datang
dari aset harus telah {crjadi. Aset diskui jika telsh teriadi perpindahuan atas
pengendalian aset schingga institusi pemerintah dapat memperoleh dan
mengendalikan manfaat dari aset terschut,
. Pengukuran yang andal freliable measurement)
Suatu asset diakui di neraca oleh institusi pemerintab jika nilal asset terschut

dapat diukur dengan undal. Keandalan disini tergantung pada asumsi
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pengukuran yang digunakan, dibutubkan pertimbangan professional yang hati-
hati (carefid professional fudgement) dalam pengukuran nilaj assei kasus per
kasus. Pergungkapan asumsi yang digunakan aken membantu para penggina
memahami penilaian dan dikendulikan pengukuran yang digunakan. Penilaian
asset yang komprehensif seharusnya dilaksankaan oleh ahl yang independent,
professional dan mempunyai kualifikast tinggi.

. Batassn minimal pengakusn recogrition threshold)

Asel tetap yang diakui di peraca merupakan asset fetap vang melebihi nilal
batasan minimal kapitalisasi agset tetap, Penetapan batasan minimal asset untuk
setiap Negara ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan. Tingkat pengakuan
minimal asset tetap dapat berbeda untuk menetapkan batasan minimal asset
adaleh sebagal beriket :

- untuk institusi kecii dengan ailai dan jumish assel yang sedikit batasan
yang sesuai tentunyz lebih rendah dibandingkan dengan entites yang
memiliki asset dengan nilai dan jumlah yang banyak.

~ Jika batasan ditetapkan terlalu rendah, biaya akuntansi/pencatatan untek
ienis asset bemilat rendah vang banyak jumlahnya akas melebihi
manfaat darf informasi yang dihasilkan ates pencatatan tersebul.
Sebaliknya, bila batasan ditctapkan terlalu tinggi, data tidak akan
lengkap dan kualitas informasi akan dipertanyakan.

Batasan minimal pengakuvan asset harus divngkapkan di dalam kebijakan
akuntansi di calatan atas laporan kcuangan, demikian juga perubahan batasan
minimal pengakuan bersama dengean efek komulatif yang timbul dari perubahan

tersebut,
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£ Pemeliharasn asset
Pengeluaran sesudah perolehan asset tetap harus dikapitalisasi jika pengeluaran
tersebut mengakibatkan kondisi asset meningkat dari kondisi sebelumnya.
Peningkatan kondisi tersebut terjadi jika :
- peningkatan kinerja berups peningkatan manfaat, kapasifas dan
produktivitas
- atau peningkatan masa manfaat aset tersebut
Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria diatas harus diakui sebagai biaya
pemeliharasn,
FASB {daiam Statement of Financial Accounting Coneept No.3 {SFAC No. 3)
menet.pkan 4 kriteria dasar pengakuan, yaibu ;
(i) Definist
frem yang dilaporkan dalam veracs apabila item tersbut memenuhi definisi
elemen faporan keuangan
(i)  Keterukuran ( Measurability )
Suatu item dapat dilaporkan dalam neraca jika tersebut dapat diukur
dengan vang dengan diangkat keandalan vang cukup
{iity  Relevansi
Relevansi maksudnya bahwa informasi yang terkandung dalam
kejadian atau pos tersebut mempunyai relevansi dengan kebutuhan
para penggunz laporan keuangen. Pos tersebut dapat digunmakan
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan {feed back) oleh para
pengguna laporan keuangan

(iv)  Keandalan (reliability)
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Keandalan maksudnya adalah informasi vang terkait dengan asct
menggambarkan keadaan aset yang sebenarnys secara tepat, teruji
dan netral. Bila dihubungkan dengan kriteria pengakuan diatas, maka
aset yang sudah diakei akan nampak dalam neracs, yang
penyajiannya dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi fertentu
dan dasar pengukuran atau penilai yang sesuai. Mungkin dalam
praktek ada beberapa pos yang memenuhi definisi aset tetapi belum
ada kesepakatan untuk dicatat dalam struktur akustansi. Misainya
sumber daya manusia, penyebabnya adalah faktor katerukuran aset

tersebut belum memadai.

2.2.3 Pengricuran Aset Tetap

Peagukuran aset tetap adalah proses penetapan jumslzh vang aset teiap

yang mengakui dan memasukkan aset ietap ke dalam neraca Rerangha dasar

pengokuan dan penvajian lupores kewangan, FSAK), Setelah aset tetap

memenuhi definisi aset tetap, kriteria pengukuran selanjuinya adalah aset tetap

harus mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Pemasukan nilai aset tctap dalam laporan keuangan pemerintah akan

menyediakan beberapa kebutuhan (HOPE, 1999, diantaranya sebagai berikut :

-

Kebutuhan terhadap informast yang berguaa bagi keputusan perolehan,
pemeliharaan dan penggantiag aset;

Penyediaan informasi yang tepat bagi pemakai laporan keuangan,
Penguksran kinerja entitas pemerintah;

Pentvediaan informasi untuk acuan informal dan eksternal ; dan
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- Kebptuhaninformast yang memadai untuk pengambilan  keputusan

penstapan harga.

Salah satu fujvan laporan keuangan adalsh menilal efistensi dan
efektifitas dalamt penggunaan aset. Penilaian tersebut memerhukan informast
mengenai scimus aset yeng dikendalikan oleh suatu entitas dalam pencapaian
tujuan, Dalam pralkieknys, penilaian efisiensi dalam penggunaan asct seringkall
didasarkan pada ukuran yang mengindikasikan pengelolaan zset vang cfektfl
{(ROWLES, 992}

Ada scjumiah dasar pengukuran yaoy berbeda digunakan dalam derajat
kombinasi yang berbeda dalam laporan kevangan. Pengukuran dalam akunteasi
atas aset didasarkan pada nilai-nilai  pertskaran dan nilei  perubahan
{HENDRIKSEN, 1982;.

Exchange velue atau nilal pertukaran adalah nilsi vang berlaku di pasar
karena adanya transaks] jual beli. Conversion Value atau nilai-nilai perubahan
adalah nilai-nilai yang terbentuk karena faktor-faktor produksi. Karena barang
dan jasa vmurunya dipertukarkao dengan ukuran uang meaka wajarlah jika harga
pertikarannys dipakai uriiuk pelaporan ckstemal,

Ada beberapa dasar peagukuran aset vang lazim digunakan yait ¢
a. Biaya Historis (Histerical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas {setara kas) vang dibayar atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang dibarikan untuk memperoleh asel tersebut
pada sast perolehan. Pada prakicknya pebcatatan aset dengan biaye historis

tazim dilaksanskan secara Juss, Pade umumnya dengan dasar pengukuran biaya
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historis dapat diverifikasi sehinppa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam
pengelugran untuk memperoleh asct tetap,

Walaupun  demikian penilaian  aset  berdasarkan  biaya  historis
mempunyail kelemahan. Biaya historis akuntansl mencerminkan biaya ekonomi
karena perubahan harga umum dan tingkst harpa khusus yang disebutkan oleh
perubahan kelangkaan relatif.

b Biaya Kini Current Cost)

Aset dicatat scbesar jumlah kas (setara kas) yang scbenamya dibayar
bila aset vang sama atau sefara diperoleh sekarang, Biaya kini sering juga
disebut biaya penggantian {replacement cost)
¢, Nilai Pasar {Market Volue)

Aset dicatat sebesar nilal jumiah kas {setara kas) apabila aset tersebut
dijual. Dalam penentuan nilat pasar suatu aset, periu dipertimbangkan untuk
memilih harga pasar mana yang heaar-benar mencerminkan biaya ckonomis
sumber daya. Pengguma nilai pasar sangat mendukung kebutuhan para
pengpuns laporan Kevangan dalam pengambilan Keputusan, Tafapl dalam
proses akunfansi entitas sering mengaiami kendals dalam menentukan nilai
pasar vang akan dipakat dan pertimbangan cost dan beoefit dalam penyajian
nilai pasar.

4, Nilai Sekarang (Present Valug}

Aset dicatat sebesar nilaj arus kas masuk bersih di masa depan yang
didiskontokan ke nilai sckarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan
hasil dalam pelaksanaan kegiatan normal.

e, Nilai Kehilangan LDeprival Value)
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Metode penilaian ini merupakan konsep legal vang beckaitan dengan
nilai aset tujuan kompensasi asuransi. Tujuan penilaian deprival nilai aset
untuk mengokur biaya pemulihan pemilik aset untuk posisi yang dinikmati
sebelum kerugian aset tegjadi. Metode int konsisten dengan penentuan biaya
skonomis. Darl semua metode penilaian vang divraikan di atas, metode
deprival value merupakan metode yang memuaskan untuk mengukur biaya
ekonomis, Tetapi perlu dipikirkan, bahwa nilai ckonomis sebenamya juga

mencakup nilai penggunaan aktual aset, nilal potensi penggunasn suafu opsi.

2.2.4 Penyusutar

Di dalam buku manajemen aset (Siregar Doli D, 2004), Pallos herpendapat |
penyusutan merupakan konsep vang tidak relevan dengan sektor pemerintah
dengan slasan . periamaz, sektor pomerintsh  tidak mengenut konsep
pengukuran  laba. Konsep ini menuptut penandingan anfara  seluruh
pendapatan dan seluruh bizya, Kedua, kewajiban mempertahankan modal
secara terus-menerus dengan mengakui penyusutan bertentangan dengan ide
supremast supremasi parlemen dalam pengendalian dan arahan sumber
keuangan publik. Ketiga, akumulasi dana dari peayusuatan dalam organisasi
sebelum ada kebutuhan untuk mengganti modal mengurangi pengendalian
masyarakat terhadap maﬂajemen keuangan publik. Keempat, penyusutan
merupakan suatu yang arbiter, artinya penvusutan sangat subyektif.

Oleh sebab itu penyusutan di pemerintahan sering dipandang sebagai strategi

pendansan sejumliah tertentu untuk mendanail perolehan aset bukan sebagai
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ukuran peaggunaan aset fetap. Dengan demikian, penvusuian relevan di
pemerintah jika aset tetap tersebut diganti (ROWLES, 1992)
Ada dua metode sebagai altermatif akuntansi peoyusutan untuk mesgukur
biaya konsurmsi polensi jasa aset yaitu
o Akentansi Pembaharuan Reneval Accounting}
Aset dengan reneval accounting disajikan pada nersca dengan jumiah tetap,
dan perbaikan atau pemeliharaan yang berkaitan dengan aset tetap tersebut
dibebankan sebagai belanja. Hanya jika terjadi ekspansi permanen atau
pengurangan aset, jumlah aset dalam neraca akan berubah.
b, Pemeliharaan Tertunda (Differal Maintenance)
Pifferal moimtenance aemeriukan pencatatan estimasi jumiah pengeluaran
yang dipergonakan untuk memperbaiki aset tetap untuk setiap pelaporan.
Dalam reneval accounting, beban pengpunaan aset tetap ditentukan coleh
Jumiah yang dikeluarkan pada pembaharuan aset. Sedangkan dalam deffered
mainienance beban penggunaan aset tetap ditentukan oleh reverensi entitas
sehesar berapa yang sclayaknya pengelvaran sntuk mempertahankan aset
tetap. Kedua alternatif diatas berbeda dengan konsep penyusutan dimana
beban ditentukan oleh estimasi potensi manfaat ekonomi yang dikonsumsi.
2.2.5 Pelaporan
2.2.5.1 Penyafian
Penyajian aset non lancar di neraca bierdsarkan klasifikasi asset berwujud
flangible assey) dan non berwujud {(fmfangible asset). Aset ietap
dikategorikan sebagai tangible aset. Aset telap tersebut disajikan di neraca

bersamaan dengan akumulast penyusutannys,
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2.2.5.2 Pengungkapan

Untuk meningkatkan pemahaman yang Komprehensi§ atas  Iaporan

keuangan, pemerintsh perlu  mengungkapkan informasi  {ambshan,

Informasi tambahan vang perlu diungkapkan dalam laporan Keuangan

mencakup

- basis penilaian yang diambil untuk setiap klasifikasi aset

- depresiasi, vaitu masa manfaat aset, tarif penyusutan, metade
penyusutan yang digunakan dan biaya penyusutan

- penilaian kembali aset (revaluasi aset) mencakup nilai revaluasi
bersih untuk sctiap kiasifikasi darl zset non lancar, tanggal revaluasi
yang komprehensif dilakukan, apakah revaluasi tersebut dilaicukan oleh
pibak mternal atau pihak eksternal yang independen, metode dan asumisi
yang mendasari rovaluasi, dan rincian dari dasar revaluasi interim
dilakukan.

&.2.6 Kensep Biaya don hubunganmya dengan Aser Tetap

Biaya merupakan konsep arus kes menggambarkan perubahan yang tidak
menguntungkan sumber dava perusahaan (Hendriksen, 1987) Tetapi
tidak semua perubahan yang tidak menguntungkan tersebut dapat
dimasukkan sebagai beban. D1 konsep bisnis, beban dikaitkan langsung
dengan pendapatan sehingga definisi beban menjadi penggunaan atau
pemakaian barang dan fasa di dalam proses mendapatkan pendapatas,
Di sekior pemeriniaban, biaya yang dikeluarkan tidak bisa dikaitkan
langsung dengan pendapatan yang dipungut pemerintah, Sebaliknya juga

pendapatan utama pemerintah tidek terkait dengan jumlah biaya yang
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dikeluarkan oleh pemerintah. Sesuai dengan karakteristiknya, tujuan
pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, Tujuan pemerintah
tersenut harus tergambar dalam pengeluaran pemerintah,
2.2.7 Belanja aperasional dan Belurga Model,

Basis akanntansi akrual modiftkasi {modified acorual basis), pengeluaran
pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar vaitu
belanja operasional {expense) dan belanja modal {expenditure). (AMichagt
H, Guarngff, 2001} Expenditure adalah peaurunan dalam sumber sumber
daya keuangan bersih (net financial resources). Sedangksn expenses
adalah pengurangan dalam aset bersih keselurvhan, Expenditures
umumnya diakui ketika sumber daya diperoleh sedangkan expenses
diakwl pada saat terfadi konsumsi atas sumber daya pemerintah.
Sebaliknya basis accrual penuh istilsh expenditures adalah experses
artinya dalam basis akrual fidak ada istilah expenditures atau berbeda
antara di pemerintahan dengan sector komerisal. Di sector pemerintah
expenditures Sangay dipengaruhi oleh penganggaran pemerintah, Dalam
anggaran pemerintah expenditures tersebut Sangat terkait dengan cash
Jlow dari pada aliran sumber daya ekonomi lainnya (aset tetap). Oleh
sebab  ity,  pomerintah harus  memasukkan 4 anggarannya.
Konsekwesinya aset tetap pemeriniah  dicatat  sewsktu  terjadi
pengeluaran kas untuk memperoleh aset fersebut bukan pada saat aset

akan digunakan,

23 Laporan kenangan sebagai alat Transparans! dan Akuntabilitas
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2.3.1 Pexanan Pelaporan Keuangan

Laporan  keuangan disusun  untuk menyediakan informasi yvang relevan
mengenai posisi keuangan dan solurah transeksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan unfuk membandingkan realisasi pendapatan, belanjs, transfer, dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mentilai kondisi kevangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisienst suatu entitas pelaporan, dan membanty
meneatukan ketastannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam KSAP pada Kevangha Ronseptual Akuntansi Peserintohan, paragraf 22
menyatakan Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upsya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapat dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:

{a} Akuntabiiitas

{b} Manajemen

(¢} Transparansi

{d) Keseimbangan Antargencrasi {infergenerational equily)
Keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan syarat dati keakuratan
faporan keuangan,

2.3.1.1 Transparansi {(Transparcucy}

Menurut Acuan Umum Penerapan Good Governance Pada Sektor Publik

yang diterbitikan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jakarta 2005 mendefinisikan, memberikan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepads masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
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masyarakat memiliki hak wotuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercavakan kepadanya dan ketastannya pada
peraturan perundang-undangan artinya pelaksanaan pemerintahan yang
terbuke sehingga rakyat dapat mengetehui dengan jelas peluksanaan

pemeriniah.

2.3.1.1.1 Prinsip Dasar Transparansi

Untuk menjaga obyekiivitas dalam menialankan tugas pemerintah harus
menvediakan informasi vang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses don dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemeriniah
harus menpambil inisiati!f untuk mengungkapkan tidak hanya masalah
yang disvaratkan oleh peraturan perundang-undangan, fetapi jugs hal

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat.

2.3.1.1.2 Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi

Menurut asas Good Governance vang dikeluarkan Bappenas, pedomarn

pokok pelaksanaan transparanst mclipati

a. Pomeriniah harus menyedizkan informasi secara fepat wakiy, memadal,

b.

jelas, alkumt dan dapat diperbandingkan seta mudab diskses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
visi, misi, sasaran usaha dan strategi pemerintah, kondisi laporan
keuangan

Prinsip keterbukaan vang dianut oleh pemerintah tidak miengursngi

kewajiban untok menjalankan peraturan perundangundangan,

49

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB Ul, 2008



d.

2.3.1.2

Kebijakan pemerintah  harus  tertulis  dan secars  proporsional
dikomunikasikan kepada masysrakat,

Akuntabilitas (Accountability)
Menurat Acuan Umuom Penerapan Good Governance Pada Sektor Publik
yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jakarta 20035 mendefinisikan Mempertanggungiawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik. Jadi pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola
pemerintahan harus dapat dipetanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang berlaku secara umum (best practices)

2.3.1.2.1 Prinsip Dasar Akuniabilitas

Pemerintah harug dapat mempertanggungjawabkan kinerjanys secara
fransparan dan wajac. Untuk itu pemerintab harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengen kepentingan pemerintah  dengan  tetap
memperhitungkan kepentingan rakyat, Karena Akuntabilitas merupakan
prasyarat vang diperivkan  unfuk  mencapai kinerja  yang

berkesinambungan.,

231,12 Pedomun Pokok FPelaksangan Akuntabifitas

Menurut zsas Good Goverance yang dikeluarkan Bappenas, pedoman

pokok pelaksanaan akuntabilitas meliputi @
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2.3.2

Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing
departemen dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,

sasaran uzaha dan sirategt pemerintah,

. Pemerintah harus meyakini bahwa semua departemen dan semua karyawan

mempunyai kemampuan sesual dengan tugas, tanggung jawab, dan perannyz
dalarn pelaksanaan tupoksi.
Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang

efekiif dalam pengelolaan negars.

. Pemerintah harus memiliki vkuran kinerja untuk semua level jabatan yang

konsisten sesuai tupoksi, serta memiliki sistern penghargaan dan sanksi (reward

ard punishment sysienr).

Dalaty mclaksanakan tugas dan tanggung inwabnys, plinpioan dan semua

karyawan haras berpegang pada aturan dan pedoman perilaku {cade of conduct)

yang telah disepakati.

Tujuan Pelaperan Keuangan

Dalam K54P pada Kerangka Konseptua! Akuntansi Pemerivtahan, paragraf 33,

pelaporan  keuvangan pemérinzab seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi pare pengguna dalam menilal skuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

{) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.

{b} Menyediskan informasi mengensi kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan

perundang-undangan.
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{c} Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ckonomi vang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporen scrta hasil-hasil yang telah
dicapai.

(d) Menyediokan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanal
seluruh keglatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

{e} Menyedinkan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sursber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman,

() Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi kewangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atan penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,

Untuk memenuhi tujuan-tujuan  tersebut, laporan keuangan menyediaken

informast mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan,

asel, kewajiban, chuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan,

2.4 Feraturan ganyg terkail dengan Manajemen Aset dan Laporan Kenangan dang
Dekonsentrast
Dekonsentrasi adalan pelimpzhen wewenang pelaksanan kegiatan pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah terfentu dengan kewajiban melaporkar dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada pemerintsh pusat, Dasar Hukum vang terkait pelaksanaan
Dekonsentrast antara lain,

« UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
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»  UU No. 172004 tentang Perbendaharaan

+  UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

« LU No., 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

» UL No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah

»  TJUJ No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

« PP No, 20 /2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

+ PP No. 21 72004 tentang Penyusunae Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

s PP N¢.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Peamerintah, Pemerintzhan Dserah Provinsi, dan Pemeriniahar Daerah
Kabupaten/Kota.

Dan peraturan pemerintab yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

241 Peratwro Dang Dekonsentrasi
Manajemen pengelolaan aset ietap dana dekonsentrasi, saat ini adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 feniang dana Dekonsentrasi;
namun  schelumnyas vang dipunakan sebagal dasar pelaksansan dana
dekonsentrasi adalsh Peraturan Pemerintzh No. 39 tahun 2001 teniang
Penyelenggarsan  Dekonsentrast.  Selanjulnya  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dckonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang di dalamnya mencakup aspek:
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2.4.1.1 Penyelenggaraan Dekonsenrtrasi
Penyeienggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerianflembags.
2.4.1.2 Pelimpaban Urusan Pemerintahan.

Pelimpahan sebagian urusan pemerinizban dapat dilakukan kepada gubernur.

Dalam penyelenggarzan urusan pemerintahan vang dilimpahksn kepada

gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteris, dan  kebijakan

éﬁmerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran peleksansan bigas

pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain dilimpahkan kepada pubernur,

sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: instansi vertical,

dan pejabat Pemerintah di dacich. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan

sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, dapat melampagi satu wilayah

administrasi pemerintahan provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

dikoordinasikan kepada gubernur masing-masing wilayah. Instansi vertikal yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota wajib:

a. berkoordinasi demgan gubernur atau bupati/walikota dan instansi terkait
dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesual
dengan norma, siandar, pedoman, arahan, dan kebiiakan pemerintah yang
disclaraskan dengan perencanaan tafa ruang dan program pembangunan
dacrah serta kebijakan pemerintah daersh lainnva: dan

b. memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan pubernur alau
bupati‘walikota berkenaan dengan penvelenggarsan urusan pamerintahan

vang dilimpahkan.
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Urusan pemerintahan vang menjadl wewenang Pemerintah adalah  bidang
poiitik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,
serfa agama, urusan yang didekonsentrasikan, diselenggarakan ofeh instansi
vertikal di dacrah. Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan
sesuai demgan peraturan perundengundangan. Urosan pemerintahan yaog
menjadi wewenang Pemerintah vang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat
di daerah, diselengparakan sendiri melalul instansi vertikal tertentu di daerah.
Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari Pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah merupakan sebagian urusan pemerintzhan yang
menuruf peraturan perundangundangan ditetapkan sebagal wrusan Pemerintah.
Tata cara penyelenggaraan Urusan pemerintahan dilaksanakan se.ual dengan
Peraturan Pemerintah. Urusan yang dapat dilimpahkan dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudab ditetapkan dalam
Rencana Keria Kementerian/Lembaga (Renja- KL} yang mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP}. Urusan yang dapat dilimpahkan wajib memperhatikan
kriteria eksternalitas, akuntabiiitas, dan efisiensi, serta kescrasian hubungan
antar susunan pemerintahan.
2.4.1.3 Tata Cara Pelimpuaban

Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanasn pembangunan nasional, Perencanaan
program dan kegiatan dekonsentrasi harus memperhatikan aspek kewenangan,
efisiensiefektifitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara
rencana kegiatan dekonsentrasi dengen rencana kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrast dilakukan sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan. Setelah ditetapkannys pagu indikatif,
kementerian/lembaga memprakarsai  dan  merumoskan  sebagian  urugan
pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
di dacrah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran
berikutnya, Rumusan tentang scbagian urusan pemerintahan vang  akan
dilimpahkan kepada gubernur dituangkan dalam rancangan Rencanz Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan disampaikan kepada menteri yang
membidangl perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi
dalam Musyawarah Perencanaan Pembanpunan Nasional (Musrenbangnas).
Menteri yamg roembidangi perencanmaan pembangunss  pasional  bersama
menteri/pimpinan lembaga melakukan penelashan rancangan Renja-KI yang
memuat rumasan fentang sebagian wrusan pemerintahan yang akan dilimpahkan,
dan hasiinya akan digunaken sebsgal bahan penvusunan Rencana Kera
Kementertan/t.embaga {Reaja-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah {RKP}.
Rementerian/iembaga moemberitahukan kepada gubernur mengenal lingkup
urssan petnerintahan yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan bulan
Juni wnivk tahun anggaran berikutnya setelsh ditetapkannya pagu sementara.
Lingkup urusan pemerintahan vang akan dillmpabkan ditetapkan dalam bentuk
Peraturan MenterifPimpinan Lembags. Peraturan Meater/Pimpinan Lembaga
disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,
Menterl Keuangan, dan menteri yang membidangl perencansan pembangunan
nasional paling iambat minggu pertama bulan Desember untuk tshun anggaran
berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat.
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2.4.1.4 Tata Cara Penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang dilimpahkan  oleh
Pemerintah, gubernur sebagal wakil Pemerintah melakukan:

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan wrusan pemerintahan daerah;

b. penyiapan perangkat daersh yang akan melaksanakan program dan

kegiatan dekonsentrasi; dan

e. koordinasi, pengendalian, pembingen, pengawasan dan pelaporan.
Gubernur  membentuk tim koordinasi yang ditctapkan dengan  Persturan
Gubemur vang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negerl. Berkaitan
dengan penyelenggaraan urusan pemerintaban, Gubernur memberitahukan

kepada DPRD yang berhubungan dengan penvelenggaraan urusan pemeriniahan,

2.4.1.5 Tata Cara Penarikan Pelimpahan

Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakuken apabila:
a. urusan pemerintaban tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah
kebijakan; danfatau
c. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejafan dengan kelentuan
peraturan perumndang-undangan.
Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui penctapan Peraturan
Menteri/Punpinan Lembaga, vang tembusannva disampaikan Kepada Mentert
Dialam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri vang membidangl perencanaan
pembangunan sasional. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembage digunakan oleh
Menteri Keunangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan

penphentian pencairan dana dekonsentrast.

57

Pengaruh Manajemen..., Catur Budi Santosa, FEB Ul, 2008



2.4.2  Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

2.4.2.1 Prinsip Pendanaan
Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur didanai dari
APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendanaan dalam rangka
dekonsentrasi  dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari
Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah di daerah.
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kégiatan yang bersifat
non-fisik.

2.4.2.2 Perencanaan dan Penganggaran
Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harus
sesuai dengan Renja-KI. dan RKP. Rencana lokasi dan anggaran untuk program
dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan
kebutuhan pembangunan daerah.
Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi APBN. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam
penyusunan RKA-KL. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam
pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di
DPR. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan
kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan
pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan RKA-KL

ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). RKA-KL yang
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telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga,
akan menjadi dasar dalam penyusunan DIPA, yang akan digunakan oleh
Menteri  Kevangan scbagai bahan pemantauan dan  evalvasi  dana
dekonsentrasi, seria perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi
SAPSK kepada gubermnur. Kemudian oleh gubernur diberitahukan kepada
DPRD provinsl pada saat pembabasan Rencana Anggaran Pendapaian dan
Belanja Dacrah (RAPBD). Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan
Kussa Peagpguna Anggaran, Pejebat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji
Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran
serfa . menyampaikannyas kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan, Taia cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, Taia cara penyusunan DIPA serta
penetapan/pengesshannya mengacu pada kelentuan peraturan perundang-
unidangan,
Gambar 2,1

Proses Perencanaan Kegiaten Dekon
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Keterangan gambar :

1.

Kementerian/Lembaga  sebelum  menyusun  anggaran  kegiatan
memberitahukan  lingkup  urusan  pemerintahan  yang  akan
dilimpahkan/ditugaskan  dalam  rangka  sinkronisasi  kegiatan
Dekonsentrasi dengan kegiatan pembangunan daerah (paling lambat
pertengahan bulan Juni setelah ditetapkannya pagu sementara
Gubernur/Bupalt/Walikota menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
{SKPD} vang akan melaksanakan kegiatan dan memberitahukan kepada
Kementerian/l.embaga.

Hasil  penviapan  SKPD  setelash diteliti  diserahkan ke

Kementerian/Lembaga

Gambar2.2
Proses Penganggaran Dana dekon
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2.4.2.3 Penyaluran dan Pelahksanaan
Penysluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahars Umum Negara atau
kuoasanya melalul Rekening Kas Umusm Negara. Tata cara penyaluran dana
dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratursn perundeng-
undangan. Penerimaan scbagai akibat pelaksanzan dekonsentrasi merupakan
penerimazn negars dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun
anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara,
2.4.2.4 Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekonsenirasi,

Sen.aa barang yang dibeli atae diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi
merupakan barang milik negara. Barang tersebut digunakan sebagai penunjang
pelaksanaan kegiutan dekonsentrasiSatuan Kerja Peranghkat Daerah (SKPD)
melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Barang tersebul dapar dihibahkan kepada
dagrah. Dalsm hal barang dihibahkan kepada daerzh, penatausahaan,
pengpunaan dan pemaniaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi sebagai barang milik daerah. Penghibahan, peniatausahaan, penggunaan
dan pemanfaatan barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan barang milik negara/dacrah. Tata cara pengelolaan barang milik
negara serta pengendatian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan

katentusn peratiran perundangundangan,
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Gambar 2.3 Status Barang Hasit Dang Dekon
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24.3 Pertanggungiavaban dan Pelaporan Dekonsentrasi
Perlanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek  manajerial
dan aspek skuontabilitas. Aspek manaierial terdiri dari perkembangan realisasi
penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dibadapi, dan saran
tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,

calatan atas [aporan keuangan, dan laporan barang.

Gambar 2.4
Aspek Pertanggungiawaban dan Pelaporan Dekon
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2.4.3.1 Fewnyelenggaraon
Kepala SKPD  provinst  bertanggungjawab  atas  pelaporan  kegiatan
dekonsentrasi. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi
dilakukan dengan tahapan;

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrast menyusun
dan menyampaikan laporan kegiatan setiap friwelan dan setiap
berakhirnya tshun  anggaran kepada gubernur, melalui SKPD wang
membidangi perencanasn dan kepada kementerian/lembaga pemberi

dann dekonsentrast.
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b. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk
menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun
anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
Penyampaian laboran digunakan sebagai bahan perencanaan,
pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. Bentuk dan isi laporan
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
2.4.3.2 Pengelolaan Dana
Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi
bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang. Penatausahaan keuangan dan barang
dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan
keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan
desentralisasi. Penatausahaan keuangan dan barang diselenggarakan oleh SKPD
provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyusunan dan
penyampaian laboran pertanggungjawaban kevangan dan barang dilakukan
dengan tahapan:
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama
gubernur, menyusun dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang settap triwulan dan setiap
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berakhirnya tahun anggarsn kepada menteri/pimpinan lembaga
pemberi dana dekongentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

b, Gubemur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuvangan
dan  barang atas pelaksanaan dana  dekonsentrasi  dan
menyampaikannya setisp triwulan dan setiap berakhimya tahun
anggaran kepads Menter] Keuangan;

¢. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi
menyampaiken faporan perianggungiawaban keuangan dan barang
setiap berakhimya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri
Kenangan, Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keusngan
dan barang berpedoman pada ketenluan peraturan perundang-
undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan
alas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Penyampaian lampiran dapat dilakukan secara bersama-sama atau

terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

{ambar 2.5
Pembukwan Aset Tetap
ASET TETAP
DEKONSENTRAS]
; 1 .
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2.4.4  Pembinoun dan pengawasan

2.4.4.1 Pembinaan dan Pengowvasan Dekonsentrasi
Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yseg dilimpahkan kepada gubernur.
Gubemur sclaku penerima pelimpaban urusan pemerintahan darl Pemerintah
melakukan pembinaan  dan  pengewasan kegiatan dekonsentrasi  yang
dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. Pembinaan oleh Menteri/pimpinan lembaga
meliputi : pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi. Pembinaan
tersebut dilakukan dalam rangks peningkatan kineria, transparansi, dan
akuntabtlitas penyelengg..raan dekonsentrasi,
Menteri Kevangan iuga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan dana dekonsentrash, Pembinaannya meliputt koordinasi, pemberian
pedoman, fasilitas! dan bimbingan teknis, serta pemantavan dan evaluasi atas
pengelalaan dana dekonsenirasi, Pembinaan ini dilakukan juga dalam ranpka
peningkatan  kinerja, transparansi, den akuntabilitas  pengelolaan  dana
dekonsenirasi. Selain ity pengawasan Menteri Keuvangan dilaksanakan dalam

rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi,

Gambar 2.6
Bagan Alur Pertanggunjawaban Organisasi Dana Dekonsentrasi
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2.4.4.2 Kopwdinasi Pembinaan den Pengawasan Dekonsentrasi
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan dana
dekonsentrasi, menteripimpinan lembaga melakukan koordinasi bersama
dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan. Hasil pembinaan dan pengawssan digunakan
sebagai bahas perumusan kebijakan dekonsentrasi. Pembinaan dan pongawasan
dalam  penyeclenpgaraan kegiatan dan  pengelolean dana  dekonsentrasi,

dilaksanakan sesuai dengan peratoran perundang-undangan.

Gambar 2.7
Aspek Pembinaan dan Pengawasan
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2.4.5 Pemeriksaan Dekonsentrasi
Pemeriksaan dekonsentrasi  meliputi  pemeriksaan  kevangan, pemeriksaan
Kinerya, dan pemerikszan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa
pemeriksaan alas laporan keuangsn. Pemeriksazn kinerja berupz pemeriksaan
atas pengelolaan Keuangan negars yang terdint dari pemerikssan atas aspek
ckonomi dan efisicnsi serta aspek efekfivitas. Pemeriksaan dengan fujuan
tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan
investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.
Pemeriksaan  dekonsentrasi  dilakukan oleh wunit  pameriksa  internal

kementerian/lembags dan/atau unit pemeriksa eksternal Pemerintah.

2.4,6 Sanksi Terkait dengan Dekonsenirasi
SKPD) yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan
dekonsentrast dapat dikenakan sanksi berupa:

a. penundsan pencairan dana dekonsentrast untuk triwulan
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benkutnya; atau

b, penghentian alokas] dana dekonsentras) untuk tahun

anggaran berikutoya,

Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dart kewajiban menyampaikan

faporan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenat fata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

24.7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasiondal Nomer [6 taknm 2008

Tentang peraturan  vyang memperfegas pelaksanaan Peraturan Menterl

Keuangan Nomer 171 tahun 2007 di Departemen Pendidikan Nasional,

1} Penegasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab unit-umt di

Depdiknas dalam pelaksanaan Permenkeu 171, 2007, antara lain:

2.

b.

Mengenat Jaringan Komunikasi sistem

Mengenai Perangkat Keras dan Lunak.

Mengenai pelaksanaan pelaporan berjenjang,

Mengenai Jadwal pelaksanaan pelaporan berienjang dan rekonsiliasi data
antar subsisten.

Mengenal reward and punishment terkait pelaksansan Permenkeu 171,

2007,
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2} Menuju menyusuo strategi menuju opini BPK Waar Tanpa Pengecualian

pada tahun 2008
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BAB I

LATAR BELAKANG ORGANISASI

3.1, Dana Dekonsentrasi di Derektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasor dan
Menengah
3.1.1 Diasar Hukum Pelaksanaan Tugas
3.1.1.1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun
2005, tentang Organisasi dan tata kerja Digcktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional pada Bab 1,
Bagian Ketiga, pasal 7 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan
organisasi Sekretariat Dircktorat Jenderal menerangkan bahwa Sekretariat
Prireltorat Jenderal terdint atas:
2. Bagian Perencanaan;
b, Bagian Keuangan;
¢. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum,
e. Kelompok Jabatan Fungsional,
Dari ke {ima bagian tersebut menurut pasal 22 Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaba;
b. Subbagian Rumah Tangga;
¢. Subbagian Perlengkapan.
Tugas ke tiga subbag tersebut menurut Pasal 23 diterangkan :
(1} Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan erusan keprotokolan,

kerumahtanggasn, paneliharasn dan pengaturan penggunaan sarana dan
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prasarana di Hingkungan Direktorat Jenderal,

{2} Subbagian Perlengkapan mempunyal tugas melakukan urusan pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Dirckiorat
Jenderal. Dasar hukum yang linnya,

3.1.1.2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indresia nomor 25 tahun 2006
Tentang Rincian fugas unit kerja di lingkungan Direkioat Jenderal Manajermen
Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 13 mengatur mengenai Rincian tugas
Bagian Umaum adalah sebagai berikut;

a. melaksanskan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pesyimpanan,
pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal;

b. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan
perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal;

c. melaksanakan inventarisasi dan usid penghapusan barang milik negara di
fingkungan Diirektorat Jenderal:

d. melaksanakan pengaturan pengpunaan sarana dan prasaranz di lingkungan

Direktorat Jendersal;

Untuk rincian tugas Subbagian Rumah Tanpga diatur pada pasal {5 sebagai

berikut:

a, melakukan urusan pengaturan penpgunazn peralatan kantor, kendaraan dinas,
gedung kantor, rumah jabatan, dan wisma serta sarana dan prasarana lainnya di
fingkungan Direkiorat Jenderal;

b. melakukan urusan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di

lingkungan Direktorat Jenderal;
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Untuk rincisn tugas Subbagian Perlengkapan diatur dalam pasal 16 sebagai

berikut:

a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penyimpanan sarana
dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal;

b. melakukan wrusan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana dan
prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal;

c. melakukan urusan inveotarisasi barang milik negars di Engkungan Direktorat
Jendersl;

d. melakukan penylapan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal;

Gambar 3.1
Struktur Organisast Ditlen Mandiknas Sesual Persturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 14 Tahun 2005

Ditdest.
Manajemen
Dikdasmen
Direitoral |, | pirekiorat & | Dirgkiorat Hivektoral
Pembinaa [§ | Pembinean [ | Pembinaan Pombinean |
TK&SD | SMP L[| SMA SMK
YA F Y oy EEREPRPTERY TSR T o RN AL JE PR s T
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Bagan 3.2
Struktur Organisasi Penanggung Jawab SAI (S§AK dan SIMAK BMN)

SEXKRETARIAY

DIREKTURAT
JERDERAL
MANDIKDASMER
| ) , l , .
Kehap Kabag Babag Keabsg Uram
Feseneangan Keuangan Tamisksana dan
Kzpezawaian
# %,

3 & ~ .
Kasobag Kasubag Kesitmg Kusubag Fasubag Kasubag
Evaluagt ANggaan Parbendah Perlengkan Ramuth Taix

Peinksanzm dan ity an tmags {isahu

Anggaran Pembinyasn

o A v \,

Keterangan gambar

Bagan diatas menunjukkan struktur pengelola SAL yang bertangpung jawab berjalannyz
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian kevangan Setditien Mandikdasmen,
dibawah tupoksi subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, sedangkan untuk Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN } menjadi
tanggung jawab Bagian Umum Setditien Mandikdasmen, dibawah fupoksi subbag

Perlengkapan dan subbag rumah tangpa.
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“"\
Bagan 3.3
Kerangka Ulmum 541
S5AT
Sizshrr Ahurvtanet Kocuangar Sﬁm‘;\wﬁn’fm:;:ﬂ;x:\amm
EAL) £ SIREAK BMN)
A

Keterangan gambar :

Sistem Akuntansi Instansi {(SAl), didalamnya terdapat Sistem Akuntansi Keuangan (

SAK ) yang dijafankan oleh Bagian Keuangan 3eiditien Mandikdasmen dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN ( SIMAK-BMNO yang dislankan oleh

Bagian Umum Setditien Mandikdasmen

g Bagan 3.4 N

Hubungan Unif Akuntansi Kauangan daengen Ualt Akuntaost Barang pada

Stukfur Oraanizasi Kementerdon Negerattambaga

TINGKAT SATUAN KERJA

Kepala Kantor
KasabaeTLY / Kaschag Mooatipgas 7
Pelabat yang menangant Barang Pejubar yang monangind Keuvangan
Ststm Akusntenst Kayangan Lo Init;t::;f?g;j;mc“ dam
{SARS
{ SIVMAR BMM)
. vy
Keterangan Gambar :

Kalau di Setditjen Mandikdasmen, kepala kantornya Sekretaris Direktorat Jenderal,

sedang di daerah kepala kantornya adalsh kepala dinas.
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BAB 1V

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan mapajemen asel lefap padie Direkiorat Jenderal Mandikdasmen

i}imkmrar. Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengesh  merupakan
Dirckiorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Pada Tahun Anggaran
2007 mengeiola dana sebesar Rp. 20.134.775.287.000,- (Rp. 20,13 Triliun) terdiri
dari dana Pusat sebesac Rp. 5.805.477.195.600,- {Rp. 5,80 Triliun), dan dana
Diekonsentrasi sebesar Rp, 14.078.886.404.566,~ (Rp. 14,078 Triliun) vang tersebar
di 33 Propinsi di Indonesia dikelola sleh Satuan Kegja Perangkat Daerah (SKPLDY).
Mengacu kepada Peraturan Menterl Kevangan Nomor @ S9%PMK 0672008 yang
diperbatiarui dengan Peraturan Menieri Keuangan Nomor 171/PME.85/2007
tentang Sistern Akuntansi <an Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pienpinan
Eselon 1 scbagai Penanggung Jawsk Unll Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran (UAPPA). Direktur Jenderal Mansjemen Pendidikan Dasar daw
Menengah sebagai Eselon I mempunyal tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan kevangan Bselon I berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Calatan atas Laporan Keguangan, Penyusunan dae penyajian laporan
Eselon | ini merupakan perwuiudan fanggung jawad atag penggunaan anggaran
dan/atan barang pada Eselon 1.

Laporan Kewangan Eselon | tahun 2007 penvusunannya monggunakan Iaporan

keuangan seluruh wilaysh dan satker dena dekonsentrast telah disajikan sesuai
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan {(SAP) hal ini bisa dilihat dari hasilnya berupa tersusunnya :

4.1.1 Realisusi befanja Direktorat Jenderal Mandikdasnen yang sudak tersusun

secarg rinci

Untwk periode yang berakhir 3§

19.373.174.429 .463,~ atau mencapai 96,22 % terdiri dari:

Tabe! dan GrafikRealisasi Belanja Esslon | Mandikdasmen

Gambar 4.1

Anggaran e
No SATEER i T Realisasi Persen
H{Kantor Pusal 5.540.322 378 000 SR AIT 600 S04 2885248877 ,19%
HOans Dekonsendrasl | 4314 188082 000 A2 Z0R 0020001 1407888544585 | 28.4%
S AH 19054820 420,000 |  20.134.775207.000 | 18373.174420463% 96,22%

Desember 2007 realisasinya sebesar Rp

HREATISAS BREL ARNGA EBELON 1| MANINKDASRMEN

o i

= DANS  DFCOGRSENTIRA SI
1% JLRAL A4

W RANTOR FUSAT ‘l

Realisast belanja Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang berdasarkan jenis

belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 sebagai berikut

Gambar 4.2

Tabei dan Grafik Realisasi Belanja Eselon 1 per jenis belanda.
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!n FECAWAL I BARANG O MUOAL 13 BANTLAN S0OSIAL

wm.AH!

MO | JENIS KEGIATAN ANGGARAN REALISAS PERSEN|
{Rp} {Rpl
i [Pegawal 141,993.867 000 120,650.764.702 § 31,.21%
2lBarang 1420184620000 1  1.247.064.310805 | 87.281%
IMaodal T0637 574.000 §6.714.248.304 | 94.45%
4]83fziuan Sosial 15501958 8480001 17.920.745.105.852 | 96,91%
JUMLAH 20.434.775.287.000 1 1937317442948 ; 96, 2%
REALISAS] BELANJA ESELONT
PER JENIS BELANJA

4.1.2 Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi menuarat jenis kegiatannya
Ringian untuk realisasi anggaran dana dekosentrasi dari 33 propinsi berdasarkan

jenis belanja untuk periode vang berakhie 31 Desember 2007 sebagai berikut

Gambar 4.3

Tabel dan Crafik Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi

MO | JENES KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERGEN
iRp) By

1 1Pegawai §1.431 386 400 48,746,102 300 | 90 893

2| Barang £51,586.281,000 440685907018 | B1.81%

BiMndal 1.593.000.000 ZBEE0.784 | 4448%

4‘8&:3&“&1 Bosial 13,724,607 AAE 000 |  13.504,746 434 404 | 98.98%

Jdusmiah 16,329298.082 000 1 1A 0TR5H6.404 506 | 98 25%
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Restisasi Bolanja Dass Dekonsentrasi

|u%gawamaaxang O Modal £ Bantuan Sosial & Joriah |

Di Direkiorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sering terjadi
selisih antara jumiak belanja modal dengan penambahan asetnya, Padabal konsep
yang semestinya dipahami adalah : Jumiah belanja modal seharusnya sama dengan
penambahan aset tetap, Jika konsep ind dipahami dan dilaksanakan dengan benar
maka selisih belanja modal dengan peningkatan aset tetap tidak periu terjadi.

Kalau difihat dari prosentase belanja dana Dekonsentrasi di Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Belanio Pegawai = 0.36%, Belenja Barang = 3.85%, Belanja Modal = 0.01%, dan
Belanja Sosial = 95.78%, sangat jauh perbedaannys. Kebijakan yang mendasar
alokasi belanja sosial saagat besar adalah mamajemen peningkatan mutu
pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atou dalam
nuansa vang lebih bersifat pembangunan (developmentald) disebut School Based
Quality Improvement. Konsep yang menawarkan kerjasama vang erai antara
sckolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing
ini, berkembang didasarkan kepads suaty keinginan pemberian kemandirian

kepada sckolah untuk thuf terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses
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peningkatan . Kemudian diemplementasikan dalam program yang berwujud Block
Grand, Bantuan Operasional Sekolah {(BOS), Bantuan Manajemen Operasional (
BOM ). Karena program tersebut dianggap jangseng menyentuh ke akar
permasalahan pengembangan pendidikan, oleh Departemen Keuangan juga di
respon positip, terbukti saat penyusunan RKAKL di Dircktorat Jenderal Anggaran,
ketika Departemen Pendidikan Nasional mengajukan kegiatan yang arahnya ke

belania sosial disetufs,

4.1.3 Realisusi Belanfa dawn Pengembalian Dang Dekonsenirasi yang disusun
mgnprut satuast keria
Pengembalian belanja merupakan dampak diterapkannya konsep ¢ cost dalam
pelakasanaan anggaran schingga berimplikast feriadinya efisensi pads belania
barang perjalanan dan belanja bantuan sosial vang seharusnya sudah disalurkan
tetapl belum terserap. Berikut ini rekapitulasi belanja beserta pengenbalian dana

dekonsentrasi.
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Tabeld.4

Realisasi Belanjs dan Pengembalian

Ng | Satues Kerja Asnggrran Reelisgsi (Cross) | Penpepbalian Realisasi (et %
Sntker Witavabh
llmp, Dl fskans £39.572.038000 497036 839513 447.026 H30.8788 Y127
2fPmp. Jawn Bara 2.138.575.453.0000 2,119.047.013 £33 515,470,560 2,118,531, 543 1321 9905
IPron. Jnwva Tenpdh 1.753.647, 158 000 1.699.450,472.833 1.509,748 $63 1.588A440,425.073] 96881
4111 Yogyekang 123 L6 G 1B 362 104855 314 367 234.055] 98 83}
$ifrop. fxwg Timvur § 862 811,001000] 438486417358 : $35 963 6581 1654.811.127 500] 665
slFrep NAD 337906300000 377N 95.946 23,348 557 307,050.145.480¢ 96.79]
Scmamers Liaarn 424065.014.000] 929337478 500 922,327.176.850F 99.81
8JSumptees Bt ITLIST.ISLOWE | ISL1IETaS 454 4371473368 382 B3B.56Z,G88] 9176
FIEN I58.570.718.000F 354,168 3544381 354,188,334 438] 3858]
i8t%emn, Tambi 213514 2600001 205.170.805.81 1900,000 Z00.275.705 811] 8634
1iifron. § n Sel AT3ITH.826.0001 364272425560 24,585 600 484 177 145, 560] onas
1{Prop. Lasgunn 474.53.560000] 456881 £17.978 16471800 465 838 250 076] 98,4
13|Kafimanten Barst 318201692.000] 314189832650 414,162,852.600) 92,13
14[Kalimanian Teageh 175288.370.000]  {10.753.698.096 7 165,300 170.785.711.496] 9142
15| Kalimantan Seisten 228 360268500 2M8981 513137 17,700,255 J16.938.302 8771 2757
16}3 plimnnian Tirur 253.316.035.0000 24785 637136 20,610,000 247,365 047 138| 5165
i’?Fsﬁm Utara 195973 529.000;  194.536.915056 154 576.918,050] 9936
L§FSulswesi Tengal 21009k 005,008 208.585.264 339 #3171 454 435 264,173,507 904 9905
191 Sedawesi Selaten 574950, 170,000] 563579853 306) 566 978.552.305] 9837
20| Sulmwes! Tenggrn 55453 RE3.000] 104 798 384430 44,357,000 194 750,217,430 9952
21{Prop. Maluke AR II3.883.000 | 177.616.973.904 177,618.6728741 507
22{Frop, Hah 24 1.645.754.0080 119366226197 68,138 694 230.719.2B7.5611 v3 79
Z3i¥op. NT.B IEOFOBATHLOH 280,477 244 743 280.477.244.747] %531
248iProg. NTE 368.5713 6300008 364431 493 510 43691 800 m_sa?,wtmﬂ U8 86
F3iPrup. Pagua 215406, 4870080 203.424,400. 770 150000000 208 804 400 770 94,57
2ikPeag, Begaly SS15.704.000] 199534068315 195,063 149,630,975 182 #137
27Hop. Mstols Lrs ie3asestone] 167260 597 900 162,060.505.000! 9o.88
281Prop. Basiles 50300400508  Se6877618450 660 877 818450 9151
25 Bangka Belinny 06,55, 220.00% 93105 418,383 $1.267,54% 92.702.150.7581 9585
39, Prap. Gomntulo HO.097. 758 055 107.079 520 568 14616213 $07.084.504.7641 283
31} $emulsmna Yiau $57.633.558 0061 100,123 602 761 $00 722 407 262] 0357
32|Forme Bame 839037679 06 83343 443110 83,845 448.100] 9434
33 |Snlmwest Bars IBGHAAIS000] | 05173340988 1936 9] 88.182.976.415] 90,08
Jumiah Sathker Heknn HITFIROIEO00] 14085 TIRGIORISE  10.5STI8G 445 14078586304 56561 23,25
Tabei d.8
Rincian Pengembalian Berdasarkan fenis Belanja
i wo | URAIAN JIMLAH
iA, PUSAT
Belania Pegawat 35 5T
ZtBulania Ba §71 512 888
SHETOTAL 545,822,442
B, DEROSER T RaS)
1] Betania Pagavat 297 857 825
2| Betanjs Basmoy £.505 455 391
3| Belan|a hodst 868138698
4| Balanja Banfiaa Seosial 7881 837 397
SUE TOIAL 10583 28€ 745
TOTAL 14,604 908 531
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4.14 Komdisi Aset Telap Direktorat Jenderal Mandikdasmen yanyg ferlaporkan
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomifsostal di
masa depan diharspkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat, serta dapat divker dalam satuen uang, termasuk sumber daya
nonkevangan yang diperlukan uniuk penyediaan jasa bagi masyarakat wmum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tdak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaen di
dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakul pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikannya berpindah.

4.1.4.1 Aset Tetap Pda Direkioral Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengals yang disusun mensrut daftar asel tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebik dari 12

bulan untuk digunskan dalam kegiatan pemerintzhan atau dimantzatkan oleh

masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember tahun 2007 sebesar
Rp.663.845.080.3435,- dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 4.6
Dafiar Aset Tetap
$AL B0 BUTAS] SALDO
ASET TETAg AwAL TN RURANG AR
Yanah 620,775.014 620773014
Gedung don Bangunan 399596304387 | 2752384500 402, 268 BB 84T
Gedung dan Banguran Yang
Belum Disesudkan 6.015.160.562 5.049,190,862
Peralaian dan Mesin 156,204.135.734 | 47.438.858:982 205842 84,716
Forsiaian dan Hosin Yang
Betum Disesuaikan 778887704 FI6.6E7.784
JALAN IRIGASI 8 JARINGAN A.690.867.006 4,690,967 198
ASEY TETAP LAINKYA 40924256926 2873.535.300 43797 700226 |
TOTAL 803906443967 ] 89.862837.138 £63.843.688.305
83
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Mutasi tambah aset tetap berasal dari  Pembelian sebesar Rp.

38.862.637.138,- Saldo awal aset tetap pada tanggal ! Jaeuari 2007 merupakan
hasil inventarisasi yang dihasilkan oleh ADK Pemutakhiran data antara
pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan petugas pencatat Laporan Sistem
Akuntansi keuangan. Pencatatan hasil laporan invenfarisasi barang milik negara
Sekretaris  Jenderal  Depdiknas  Nomor

ini  berdasarkan  surat

6303/A AJKUZ007 tertanggal 23 Pebruari 2007 tentang nilai saldo awal asst

tetap.
Tabel 4.7
Daftar barang milik negam untuk kantor susat
Sutaanlara |
5 Sedkien | Dw TN (i SLE D i | WA @ D SMK N
s 38959830 R T 7625258
Frrakain dae ot PSS e 1102040 10 EATIESAN (7IGATME it 12120507858
Pegiaian dirs b Sebelu Dinsinilort PR e R ITE | P T
Gedurg o Bargrass e R M [ B R I e L
i Baogenan Ssteien Scesuaiion 200 T2 e b e
Lok, i sl ol Javig o 2 Bs g ZBABEL08
aaar, gas Gn ity T Claveen i E)
A Tl L anena ZIZEMHE  FATEABIN 57000008 4 agsrmd  srasase  BI6S1EAN

Aset tetap yang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki oleh Dircktorat
Jenderat Mandikdasmen setelah dilaksanakannya reorganisasi pada Departemen
Pendidikan Nastonal, Dalam reorganisasi tersebut, terjadi pemisahan Direkiorat

Jenderal PMPTK dart Dircktorat Jenders! Mandikdasmen.

4.14.2 Aset Tetnp Pada Direklarat Jenderal Manajemen Peundidikan Dasar dan
Menengah yang diseralikan kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTE) telal tercatat dengan rapi
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Akibat pemisahan antara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah dengan direktorat fenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Repeadidikan, harus dilakukan pemisahan aset dimana proses administratif
pemisahan aset ini belum sepenuhnya selesai. Data aktiva tetap yang diserahkan

terdiri dari:

MNo. Unit Kerja Jumlah
1 iDirektorat Tenaga Kependidikan 4,927 835,337
2 PPRG 3.873.472.220.845
3 jiPap 3.098.502.894.59%
Jurndah 6.976.897 950,781

v Kecuzli Unit kerja LPMP  propinsi Naagroe Acch Darussalani, Sumatera

barat, Banten, Nusa Tenggara Barat masih dalam proses validasi nilai aset.
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Asct Tetap Pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Tabel 4.8

Menengah yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal PMPTE

MO SATUAN KTRIA AIMLAH
Dirextorat Tenaga Kependidikan 12005 4,922.835.337,00
1|PPPG Bahasa Jakarta 20085 _90.055.8%4.448,00
2|PPPG Keyurpan Jakarta 2005 327. 186 728.088.00
3[PPRG o Keguruan Jakarta 2005 185.493 611.728,00
n POPG Te Teknolog Bandung 2005 217.633.0603.342,00
S1PPPG Tertulis Bandung 2005 330.845.995.277 G0
GIPPPG 1PA Bandung 2005 43.833.591,695 00
JIPPPG 1PS5 dan PMP Malang 2005 768,861 .476.540,00
81PPPG Teknoloai Medan 2005 419,873.457 758,00
81PPPG Teknoiogi Malang 2005 672.601.174,144,00
1G1PPPG Matematik Yogyakarta 2005 244.473.948.744.00
111PPPG Perfanian Claniur 2005 3%1.253.333‘42?,62}
12]PPPG Kesenlan Yogvakarta 2805 &7{,308.874,268,00
SUB TOTAL 3.873.472.220.846.00
1ILPME Fran. Sumatera Utara 2005 214.780,218.624,00
2ILPMP Pron, Riau 2005 106.600.640.768,00
3LPMP Prop. Jambi 2005 35.413.752. 720,00
wﬁ; LEMP Prop. Swgnaters Selatan 2005 a3 217.337.241,00
SILPMP Prop. Bangka-Belitung 2605 $2.128.189 836,00
BILPME Pron, Bengkuiy 2065 73.584.920.640,00
71LPMP Frop, Lampung 2005 49.536.?52*9?9,00
BliPMF Pros. DKI Jakarts 2005 515.296.635.410,00
AlLPMP Prop. Jaws Barat 2005 82.558.740.460,00
1GILPMP Prop. Jawes Tengah 2005 286.706.317.216 00
111LPMP Prop. DI Yoayakarta 2905 156 172 257, 36{} 64
1Z2ILEMP Prop. Jawa fimur 2005 282.667,492,376,00
1 31LEMP Pron, Bali 20405 10R.165,569,791 040
14iLPMP Prog, NTT 2005 59.172.483.195,00
151LPMP Prop, Kalbar 2005 114,482 .285.410.00
16{LPMP Prop. Kallim 2005 54, 200.105.288,00
17ILPMP Prop. Kaisel 2005 83.412.443,347 040
18 LPMP Prop. l{ait&ng 2005 16&966.835@81,68
ISHLPMP Prop, Suiawest Utara 20035 #6.257.489.044,00
201 LPME trop, Sulawel Tenggara 2005 1.391.521.747,00
2111PMP Prop. Sulawesi Tengah 20805 73.167.911.460,00
 221{LPMP Prop. Sidawesi Selatan 2005 104,479,776. 525,00
Z3{LPMP Prop. Gorontalo 2005 4.2.110,084.450.00
241 PMP Prop, Maluke 2005 76.407.743. 506,00
Z251LPMP Brop, Maluke Utera 2205 1131.554.882, Sﬁﬁ,t}{}
2BILPME Prap, Papusg 2005 165.078.4906,6 74,00
27 |LPMP Prop. NAD Froses Valivias/
2B{LPMP Prop. Sumaters Barat Proses Validasi
291LPMP Prop. Banten Proses Validasi
30ILPMP Progp. MNuga Teng gara Barat Proses Validasi

SUB YOTAL

3.088.502.894.5499.00

TOTAL

6.976.897.950.782,00
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4,143 Aset Tetap Pada Direktoral Jenderal Manajemen Peadidikan Dasar dan
Menengal yang berada di propinsi yang sudah dirinci berdasarkan jenis aset
Berikut ini adalah daftar kepemilikan aset telap Propinsi berdasarkan jenis-jenis aktiva

letap yang dimiliki

Tabel 4.9
Rincian aset Tetap
Peralzlas dan Mesia s
Pasin Tanah ot mm I J"‘“‘Jﬁgﬁm Asel lolap [3ney2 Tont
DK Jakaria 41525 500 £1.525.000
Lo Bated 151 340000 151 8000
o Tengah 41 830,000 44,850 000
Yogyakarala 44.850.000 $4350.000 |
Javea Tz £4.200.000 £4.300.000
Aceh 580 FO0H iy A
Somatera iera 45,000 060 4% 000 000
Bamatens baral 114853529981  6077.741718 2842937551 L 21407 502.208
}x_&w 6201358 152935
Sy 5785 805 500 £Ti5505 5 :
[Sumztecs Seistan Fa kR T I S T 1504195541 2621L459BA0 | 150638025051 .
Lamotnyg 4372 731 083 2B A0 774 (1 0864
Halmartan Harat 2eanan 145,000,020 44 128,000 2 1B8.025.060
Kahmania Tengah 44, 900060 44,900,000
istinanian Sehaten 222 425,001 B41.008.364 5 460 1.0 A 825
{Kalimarian Temsr 355 MY 578 0757 578
Hidawnsi Lhars A4, B0 44 55000
{S@west Tengah @530t 182412208550 | 11636208265 115457018 20405795871 175.056.010.160
Suiawesi Selilon 44,559,000 41960 D00
Buiewes Teanan 5175 459,440 11516007 307781048
Wizlgh) 55000 45,000,000
B3 Z5RRSMB MY | zymsnien 560000 Tine] 57BN 783
NrE 067 564,143 1067 854,111
ey 600,000 3 800,000
[ B70.750.061 $146 259,991 6.625 613 1282 BAANS
{Benghdy B850 334 A7%, 100
Ditaluies Utars 45 XD 00 45,0008
Batten ASEI ER03BT  ANIABOT.ATE TARNEE  LIZAEIT3B T aorieR U
B 64593507361 13462 700,171 A B EET T AAAMENMT B 245434.060
Goroeriaie 45,500,000 £3000.000
, Figu SRET452900 ] 70845100 3200000 | 24S708ERI|  \5AS1OMEIIE
Pasua Baral 153606512 113605018
Suizwesi Baril 4455 008 44.550,000
womat] J0NMINLET | 80522.47.081 2406000 TMEGEROVT!  SA2IZ6LIR6 ] SVARLNIA]

Secara ringkas pelaporan BMN Ditien Mandikdasmen Tahun 2007 dari Dana

Dekonsenirasi adalah
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Tabei 4,10

pelaporan BMN Ditien Mandikdasmen Tahurs 2067 dari Dana Dekonsentrasi

Mg, Nama Satker JuralzhiRe}
k| Dinas Pendidican Prop. DKI Jakarta 41.525.000
i Dinas Pendidian Prop. Jawa Barat 151.840.000
3 __ {Dings Pendidikan Piop. Jawa Tengah 44,880 080
4 __|Dinas Pendidikan Prop. D Yegyakarta A4 953,000
5 tDinag Pendidikan Prop. Jaws Timur 44,990.000
6 iDines Pendidikan Prop. Nanggroe Aceh Darussalam §40.700.011
7___IDinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara 43.000.000
8 _ |Dinas Peraiidian Prop. Sumatera Barat 21.407.582.305
g ilinas Pendidikan Prog. Riau 762.013.33]
10 itinas Pendidikan Prop. Jambi 8.716.805.600
11__|Ginas Perdidikan Prop. Symatera Selatan 150.038.025.061
12 IDinss Pendidikan Prop, Lampung 774.081.084
13 iDinag Pendidikan Prop. Kalimanign Bacat 2.184,925.000
14 iUinas Pendidikan Prop. Katimanien Tengah 44,300,000
15 iDinas Peaidikan Prop, Kalimantan Selate" 1.034.338.625
6 |Dinas Penditikan Prop. Katimsntan Timur 310.767.578
17 {Dinas Pendidiian Piop, Sulawesi Uiara 44,465,000
18 Dinas Pendiditan Prop. Sulawesi Tengah 175%.866.010.180
18 |Dinas Peandidikan Prop. Sufawesi Selatan 44.968.000
20 iDinas Pendigikan Prop. Sulawesi Tenggara 3.027.281.040
2% iDinas Pendidikan Prep. Maluku 48600 000
22 IDinas Pendidikan Prop. Bali 5280218753
23 _|Dinas Pendidian Prop. Nusa Tengoara Barat 1.087.864.111
24 |Dinas Pendidiken Prop. Nusa Tenggara Timur 44.800.000
28 jDinas Pendidikan Prop. Papua 1.282.845 409
26 1Dinas Perafidikan Prop. Beagkulu 334,825 400
27 _IDinss Pendidikan Prop. Malvke Wiara 45 000.000
28 {Dinas Pendigkan Prop. Banten 48.827.592.979
29 | jbinas Peodidikan Prop. Bangka Beiiturg 81,448 434 500
30 IDinas Pendidikan Prop. Sarontalo 45.000.060
21 |Dinas Pondidikan Prop, Kepulauan Risy 15.451 284772
32 _ iDinag Pendidikan Prop. Papua Baral 113.600.018
33 iDinas Pendidikan Prop, Sulawesi Barat 43,650.000
TOTAL 547.1802.032.124
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4.2 Optimalisasi Manajemen Asef pada Direktorar Jenderal Mandikdasmen

4.2. 1 Kebijahan lerhiadup Aset Tetup pada Direktorat Jenderal Mandikdusmen

Dalam melindungl aset, pemerintah periu menetapkan kebijakan-kebijakan meliputt

sistem dan prosedus dalam melindungi aset. Beberapa kebijakan yang penting

tertang pengamanan aset tetap pemerintah tertuang dalam UU Ne. | tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara & Peraturan Pemerintah Nomor § tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan-peraturan teknis

yang dikeluarkan olch menteri keuangan sebagai berikut

a, Perencanasn Pengadasn Barang Pemerintah disusun dalam rencana keria dan

anggaran kementrian/lembags seiclah memperhatikan ketersediaan barang milik
negara vang ada. Pengguna barang dalam hal ini menteri/pimpinan lembaga
menghimpun semua usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa
pengguna barang vang berada di pawah lingkungannya. Pengguna baraog vang
menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang kepada pengelola barang
dalam hal ini menteri keuangen. Pengguna barang don pengelola barang
menibahas usulan barang tersebut dengan memperhatikan data barang pada
pengpuna  barang  atay  pengeiola  barang. Pada  Dircktorat  Jenderal
Marxiikdasmen untuk satker pusat memperhatikan ketersediaan barang, sedang

untuk satker dana dekonsentrasi di daerah belum ada laporan.

. Pemanfastan

Instansi pemerintah sebagai pengguna barang melaperkan barang milik negara
yang diterimanya kepada pengelola barang disetai usulan penggunaan, pengeloia

barang akan menetapkan status penggunaan barang tersebut sesudah menchits
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taporan dari pengguna barang. Barang milik negara ditetapkan status
penggunaannya  untuk  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi
kementerian/lombaga yang bersangkutan, Pengguna barang/kuasa pengguna
barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk
tujuan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungst kementerian / lembaga kepada
pengelola barang. Pengeiola barang dapat memanfaatkan tanah/bangunan yang
disershkan oleh pengguns barang dengan prinsip menguntungkan negara /
mengutamakan kepentingan negara, dengan fonmal / fegal / kontrak / perjanjian
don transparan misalnya dengan fender. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang
milik negara dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfasian dap
bangun guna serah atau bangun serah guna. Pada Direktorat Jenderal
Mandikdasmen untuk satker pusat memperhatikan kesesusian dengan fugas
pokok dan Bmgsinya, sedang untuk satker dans dekonsentrasi 4i daerah belum

ada faporan,

. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengeioala barang dan pengguna barang wajib melakukan pengamanan dan
pemeliharaan terhadap aset tetap milik negara, Penpgamanan dan pemeliharaan
yang dimaksed mencakup pengamanan administrast pengamanan fisik dan
pengamanan hukum, Barang milik negara berupa tanah, bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah
Republik indonesia dan bukii kepemilikan tersebut harus disimpan dengan aman

gieh pengguna bavang,
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Pengguna barangfkuasa penpguna barang bertanggungjawah atas pemeliharaan
barang milik negara yang ada dibawah penguasaannya dan membuat daflar hasil
pemeltharaan baraug yang ada dalam kewenangannya serta melaporkan kepada
unit yang iebih tinggi. Pada Dircktorat Jenderal Mandikdasmen sntuk satker
pusat memperhatikan pengamanan penmieliharaan  yang  terkait  dengan
administrasi, fisik, dan segi hukum sedang untuk satker dana dekonsentrasi di

daerah belum ada laporan,

. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Penghapusan barang milik negara meliputi penghapusan dari daflar barang
pengguna / kuasa pengguna barang dan penghapusan dari daflar barang milik
negara, Penghapusan barang milik negara dari daftar barang pengguna / kuasa
pengguna barang dilakukan dalam hal barang tersebut sudah berada dalam
penguasaan pengguna barang/kuasa pengpuna barang. Penghapusan wasebut
dilakukan demgan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna
barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang, Pelaksanaan
penghapusan hatus dilaporkan kepadz pengelola barang. Penphapusan basang
milik negara darl daftar barang milik negara difakokan dalam hal barang tersebut
sudah beralih kepemilikannys, tedadi pemusnahan, atau sebab-sebab lain.
Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pengelolaan barang
milik negara.

Barang milik negara bisa saja dipindahtanganan kepada pihak ketiga, bentuk-

bentuk pemindahtangan (ersebut sebagal tindak fanjut atas penghapusan barang
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milik negara meliputi penjualan, tukar-menukar, hibab dan penvertaan mogdal
pemerintah, Ketentuan pemindahtanganan barang miliK negara sebagal berikut @
Pemindabtanganan barang milik negara berupa tanak / bangunan, dan selain
fanzh dan bangunan yang bernilai lebih dari 100 milyar dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari DPR

Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah / bangunan yang bernilai
diatas 1Q milyar difakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan
presiden

Pemindahtanganan fanzh / bangunan yang bernilai sempai dengan I0 milyar
dilakukan oleh pengelola barang

Pemindahtanganan fanah / bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR apabila
sudah tidak sesval dongan tsfa ruang penataan kota harus dihapuskan kKarena
anggaran untsk bangunan pengganti sudah disediakan diperuntukkan bagi
pegawai negeri, diperuntukkan bagl kepentingan umum  dikuasai negara
berdasarkan keputusan pengadilan vang telah memiliki kuasa hukons tetap, Pada
Direkiorat Jenderal Mandikdasmen sntuk satker pusat sudah menjalankan sesuai
ketemtuan yang terkait dengan prosedur penghapusan dan pemindahbtanganan,

sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerab belum ada laporan.

. Penatansshaan

Penatausahaan dimaksud mencakup pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan.
Pengelols barang, pengguna barang /7 kuasa pengguna barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara menurut penggolongan dan
kodefikasi barang. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik

negara sekurang-kuranpnya sekali dalam 3 tahurn,
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Terkait dengan pelaporan barang milik negara, maka setiap instansi pemerintah
wajib melaporkan pengelofaan barang milik negara yang dibawah penguasaannya
secara berienjang :

- Kuasa pengpuna barang harus menyusan laporan barang semester dan tahunan
untuk disampaikan kepada pengguna barang,

- Pengguria barang menyusun laporan barsng semester dan tahunan dan
menyampaikan kepada pengelofa barang,

- Pengelofa barang menvusun laporan barang milik negara berupa tanab dan
banpunan semesteran dan tahunan,

- Pengeloia barang menyusun laporan barang milik negara tabunan berdasarkan
himpunan keporan barang dari pengguna anggaran.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pu.at sudah menialankan

pembakuan, inventarisasi, pelaporan, melakukan pencatatan menurut penggolongan

dan kodefikasi, dan melaksanakan pelaporan secara berjenjang setiap semester dan

tzhunan sedang untuk satker dana dekonsenirast di daerah sudah menjalankan

pembukaan, inventarisasi, pelaporan, melekukan pencatatan menurut penggoiongan

dan kodefikasi, dan melaksanakan pelaporan gecara berienjong setisp semester dan

tahunan hal ini bisa diffhat pada pembustan SIMAK-BMN,

4.2.2 Kinerja Asef Tetap pada Divektorat Fenderal Mandikdasmen
Aset tetap pemerintah diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat atau urtuk digunakan masyaeskat, dalam mencapai tujuan instansi
pemerintah, contohnya gedung kantor ontuk tempat bekeria, kendaraan

bermotor, computer, dil. Kinerja aset tetap pemerintah dapat divkur dari
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Kemampuan asel fetap fersebut dalam membentu  pemerintah  melayaei
masyarakal. Pemerintah seharusnya sudah bisa menilai kinerja aset tetap
pemerintah, tetapi untuk saat ini permerintah belum bisa mengukur kinerja aset
tetap pemerintah dikarenakan pemerintab masih konseatrasi untuk melakokan
penatausshaan pemeriniahan,

Aget tetap tidak dimaksudkan untuk memperoleh Kinerja keuangan.
DOengan  begity aset (otap dapat dikaitkan denpan pencapaian  Kinerja
program/kegiatan. Akan tetapi, menilsi kinerja aset tetap dari pencapaian
kinerfa/program/kegiatan  masth  sulit  Walaupun  pelaporan kinerja
program/ikegiatan sudah dimulai denpgan penvusunan LAKIP ( Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Inpres Mo, 7 th. 1999 tidak
bisa dibandingkan denmgan nilai aset ietap. Hal iei tampak dart format
Pencapaian Program Susaran (PPS) pada peayusunan LAKIP

Tabel 4.11

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 20.. Formulir RKT
Gasaran fegiatan
et
Eondiicatoe
Liratan Giverje
i Z & 7 -3 $
Yogtatan 1 Tagnst
Owrttoenn
Dutsomae
Fegiaton #  { Trgut
Liarbourk
Dreteome
bt

&
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Keterangan gambar ¢
» Departemen membuat rengana Kigeria tabunan di dalam formulic pengisian
seperti tercantum pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT}
» Formulir (RKT) Rencana Kinerja Tshunan harus sesuai dengan RS { Rencana
Sasdaran)

»  Formulir PK ( Pencapaian Kineria) merupakan tolak ukur peacapaian Kineria
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Pari format diatas komponen belanja ada pada indikator input. Akan tetapi
komponen ini tidak membedakan foput belanja per proses dan kebutuhannya, LAKIP
tidak dapat dijadikan alat pelaporan yang menyediakan informasi tentang efektivitas
penggunann ase! tetap didalam pencapaian kinerja program.. Dengan format Peraturan
Pemerintah ini, kinerja program/kegiatan langsung dikaitkan dengan realisasi belanja
termasuk belanja modal, yang merupakan cikal bakal aset tetap,

Kineris aset tetap yang paling nyata tampak dari hasil audit BPK yaite kurang
dimanfaatkannya ase! tetap, hal ini menunjukkan masih adanya kesalalwn dalam
pemanfaatannya. Selama ini telah ada sinyalemen bahwa pemerintah tidak maksimal
dalam memanfaatklan sumber daya yang dimiliki dalam melayani masyarakat termasuk
memanfaatkan aset tetap pemerintah. Kinerja aset tetap pemerintah dapat juga dinilai
dari kondisi a.et tetap pemerintah. Secara umum Kondisi aset pemerinth dibawah
kondisi aset tetap sejenis yang dimiliki olek pihak lain. Misal : mobil dinas pemerintah
mempunyai kondisi yang lebih buruk dibanding dengan mobil sejenis yang dimiliki
oleh orang pribadi atau organisasi komersil. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya
kualitas pemelibaraan aset tetap pemerintah, Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen
LAKIP bary sekedar mengisi formatoys saja dalam pelaksansannys belum optimal
untuk Satker yang ada di pusaet sedang satker pengelola dana dekonsentrasi di daerah
belum ada pelaporannya. Sedangkan usfuk pemanfaatan asetnya sudah Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya untuk satker yang ada di pusat, tetapi untuk satker di daerah

yang mengelola dana deken tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.3 Cara pemncliharaan aset tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasimen
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Pemeliharaan aset telap pemerintah sangat diperlukan | Selama ini ada kesan
bahwa aset pemerintah sangat memprihatinken kondisinya. Salsh sate penyebabnya
adalah pemeliharaan  aset ietap pemcrintsh  belum optimal. Tanggung jawab
pemeshibaraan aset telap pemerintah merupakan tanggung jawab pengguna barang/kuasa
pengguna barang. Pemeliharaan aset tetap pemerintah untuk gedung dan bangunan
dilakukan oleh institusi‘kantor. Sementara itu pemeliharaan untuk barang bergerak
khususnya vang dikuasai oleh peogaweifpeiabat pemerintaly  dilakuken oleh
pejabat/pegawal yang bersangkutan walaupun anggaran pemelibaraan dibebankan ke
anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tetntang pengelolaan barang milik negara
f daerah, mensyatatkan agar setiap pengguna barang/kuasa pengguna barang membuat
daflar kebutuhan pemeliharaan barang {DKPB) schagai pedoman untuk pemetiharaan
aset tetap dilingkup kerjanya, Disamping itu jika pengguna/kuasa pengguna barang
wajib membuat daftar hasi! pemeliharaan barang. Daftar hesil pemeliharaan aset tetap
tersebut akan digunakan oleh pengguna barang untuk melakukan evalvasi efisiensi
pemeiiharaan yang dilakukan cleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Data yang
terkait dengan pemeliharaan sangat dibuluhkan yaitu untuk mengetahut berapa aset
tetap yang perlu diganti atau dihapuskan,

Pemcliharaan asef fetap pemerintab sangat perlu sekali dalam mempermpanjang
umur dan kinerja aset. Pemeliharaan aset tetap di Indonesia masih menghadapi berbagai
permasalshan, Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk Satker yang ada di pusat
pemeliharaan aset letapnyva sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi sedang satker
pengelola dana dekonsentrasi di daersh belum ada pelaporannya. Sedangkan untuk

pembugtan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang { DKPB ) Satker pusat sudah
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berjalan, sedangkan satker penpeloia dana dekonsentrasi di daerah belum ada
pelaporannya. Kalay pembuatan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang { DHPB ) pada
satker pusat sudah berjalan sedang satker pengelola dana dekonsentrasi di deerah belum
ada peiaporan. Untuk pemeliharaan aset tetap di satker pusat di bawah tanggung jawab
bagian umum pada subbag rumah tangga. Sedang untuk satker dana dekonsentrasi di

daerah belum ada pelaporan.

4.2.4 Proteksi 7 Perlindungan Aset Tetap puda Direktoratl Jenderal Mandikdasmen
Salah satu aspek terpenting dari pengeiolaan aset adalah perlindungan / proteksi
terhadap aset terscbut. Schubunpan dengan perlindungan aset tersebul Instansi
pemerintzh terendah sampsi tingkat kementerian / lembaga telah meneciapkan suatu
sistem perlindungan aset yang meliputi kebijakan, organisasi pengendalian asct,
catatan-catatan asel, pertanggunglawaban aset, inventarisasi periodik aset, dan
asuransi asef. Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat felah
menyelengparakan proteksiy periindungan yang meliputi kebijakan, wrganisasi
pengendalian aset, calatan-cataton aset, pertanggungjewaban aset, inventarisast
pericdik aset, dan asuransi aset, sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah

helum ada laporan,

4.2.5 Organisasi Pengendali Aset Tetap Pada Direkioral Jenderal Mandikdasmen
Organisasi pengelola barang milik negara oieliputi kegiatan :

a. Penpelola Barang Milik Negara
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Menteri Keuangan sebhagal Bendshara umum negara sebagai pengelola barang milik

negara, mempuayai wewenang dan langgung jawab :

Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan barang
milik negara

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara

Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara
Mengajukan usulan pemindahtanganan barang millk negara berups barang dan
bangunan vang meameriukan persetujuan DPR

Memberikan keputusan atas usul pemindahtangan barang milik negara berupa
tanah dan banguran vanyg tidak memertukan persetujvan DPR sepanjang dalam
batas wowenang menters keuangan

Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtangan barang milik
negara berupa lanzh dan bangunan yang tidek memerlukan persetujuan DPR
sepaniang dalam batas wewenang presiden

Memberikan keputusan atas usul pemnindabtasganan dan penghapusan barang
milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas Remampuanoya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang inilik nepara
serta menghimpun hasi] inveniarisasi

Melakukan pengawasan dan pengendalisn atas pengelolaan barang milik nogara

Menyusun dan menyampaikan laporan barang milik nogara kepada presiden

Untuk saat ini kewenangan pengeiolasn barang milik pegara milik negara dilaksanakan

Direkiorat Jenderal Perbendaharaan dalam Bal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

b. Pengguna Barsng
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Pengguna barang merupakan pejabal pemegang kewenangan penggunaan barang

milik negara. Pengguna barang ini melekat pads menterifpimpinan lembaga.

Pengguna barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

mengajukan rencana fanggung iawab dan penganggaren barang milik nepara
untuk kementrian/lembaga yang dipimpinnya

inelaksanakan pengadaan barang millk negara sesuzi dengan undang-undang
vang berlaku

mengajukan permohonan  peostapan  status  tanah  dan bangunan  untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik negara yaog diperoleh dari beban
APBN dan peroichan lain yang sah

menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya uniuk
kepenfingan penyclenggaraan fugas pokok dan fungsi kementrian / lembaga.
Mengamankan dar memelihara barang millk nepars vang ada dalam
PENgUSAANINYaE

Mengajukan osul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negars
selsin tanah dan bangunan

Mengajukan usul pemindabtanganan dengan tindak ianjut tukar menukar berupa
tanah dan bangunan vang masth dipergunakan untuk penyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan fsfa ruang wilaysh atau penataan
kota

Mengaivkan usul pemindahtanganan barang tindak lanjut penyertasn modal
pemerintah atau hibah vang dari awal pengadaannya sesual peruntukan yang

tercantun dalam dokumen penganggaran
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Menyerahkan fanah dan bangunan yang idak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementrian/lembaga yang dipimpinnya
kepada pengelola barang

Melakukan pengawasan dan pengendalian atss penggunaan barang yang ada
dalam pengawasannya

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik nepara yang berada dalam
pengawasanrya

Menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada

pihak pengeicia harang

Wewenang pengguna barang diatas dilaksanakan oleh sekretaris jenderal/sekeetarls

utama kementrian/lembaga dalam hal ini kepala biro perlengkapanfumuim.

¢. Kuasa Pengguna Barang

Kuasa peagguna barang merupakan kepals satuan Kerja atau paiabal yang ditonjuk

oleh pengguma barang untuk menggunakan barang milik negara yang ada dalam

penguasaannya dengan sebaik-sebaiknya, Pengguna barang ini melekat pada

menteri/pimpinan  lembaga. Kuasa pengguna barang di [Direktorat Jendeeal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melekat pada Pejabat Eselon I yaitu

Direktur Jenderal yang mempunyal wewenang dan anggung jawab :

Mengajukan repcana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk
kantor yang dipimpinaya kepada penggusna barang

Mengajkan permohonan penciepan status untuk penguasazn dan penggunaan
barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan faia yang

sah kepada pengguna barang
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- Menggunakan barang milik negara vang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya
- Mengamankan dan memelihara barang milik negarz yang ads  dalam
penguasaannya
- Mengajukan usul pemindahtanganan bamang milik negara berupa tansh dan
bangunan yang tidak menentukan persetujuan DPR dan lembaga milik negara
selain tantah kepada penpguna barang
- Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidek dimanfaatken untuk kepentingan
penyesienggaraan tugas pokok dan fungst kantor yang dipimpinaya kepada
pengguna barang
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada
dalam penguasaannva
- Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya
~  Manyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada
pengguna barang
Kewsnangan kuasa pengguna barang distas dilaksanakan ofeh bagian umum, pada
Direktorat Jenderal Mandikdasmen Kewenangan kuasa pengguna barang dilaksanakan
oleh bagian uvmum juga yang didelegasikan kepada subbagian perlengkapan dan rumah
tanggs. Bagian Umum menjalankan kewenangannya untuk
- Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk
kantor yang dipimpinnys kepada pengguna barang, vang dilaksanakan setiap

awal tahun setelah DIPA keluar,
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Mengajukan permohanan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik negara yang diperoich dari beban APBN dan perolehan lain yang
sah kepada pengguna barang hal ini bisa dilihat ketika pengajuan asulan Unit
Sekolah Baru,

Menggunakan barang milik negara yang berads dalam penguasaannya unfuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya
bagian umum menjatankan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mengamankan dan memclibara barang milik negara yang ada dalam
penguasaannya dengan membuat standar operasional prosedur pengamanan dan
pemeliharaan,

Mengajukan gsul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan
bangunas yanp tidak meminta  persetujuan DPR dan lembags milik negara
selain tanah kepada pengguna barang

Menyerahkan tanah dan bangunan vaog tidak dimanizatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan fugas pokok dam fungsi kantor vang dipimpinaya kepads
pengguna barang .

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengpunaan barang yang ada
dalam penguasaannya dengan menjalankan gvaluasi dan moniforing rutin,
Melakukan pencatatan dan inventarisasi harang mililc negara yang berada dalam
penguasaannya secara manual dan komputerisasi.

Menyuson dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada
pengpuna barang dengan Sistem [nformasi Manaiemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK-BMN)
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Untuk memudahkan koordinasi dengan satker dekonsentrasi di daerah dibentuk
Pemepgang Uang Muka ( PUM } PPD ( Pengendalian Perencanaan Dikdasmen }
di dinas pendidikan propinsi yang bertugas sebagal pengkoordinasi pelaporan
SAK dan Sistern Intormasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

{(SIMAK-BMN} semua PUM vang didanai dari dana dekonsentrasi di daerah.

Bagan 4.12

Organisasi Pelaporan
fana Dekonsentrask Mandikdasman

&S,
Mandiknas

L3
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Dinay Fend Prop

t

" Satker &
£FD Marmitkdagmen @r

i
H 1 H I 1
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KIS Sup SHA BMR SLE

+*

sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah penggunaan kewenangan kuasa
pengguna barang belum ada laporsn, yong sudabh sampal ke pusat adafab
penyusunan dan penyampaian laporan barang semesteran dan tahunan kepada

pengguna barang dengan sistem SIMAK-BMN
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Bagan 4.13

Organisasi Pelapotran
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4.2.6 Pencatetan Aset Tetap Pada Direktoraf Jenderal Mandikdasnen
Pencatatan vang balk dan rapt  bisa menunjang pedindungan aset tetap
pemerintah, karena biss mendamin tersedianya catatan-catatan atau laporan yang
memadal. Lintuk tingkat pengelols barang dilekukan oleh Dcktorat Pengelola
Barang Milik Kekayaan Nogara, untuk kuasa pengguna barang eselon satu
dilakukan pada bagian umum Kkbususaya subbagian perlengkapan. Catatan-
catatan asef ietap yang ada saat ini adalah berupa laporan barang milik negam
sermesteran dan laporan tahunan barang milik negara. Kedua laporan terscbut
berisikan informasi jumlah, rincian, mutasi (penambshan ateu pengurangan)
barang milik negara yang dikelola oleh kementrian / lembaga.
Untuk tingkat pengguna barang dan kessa pengguns barang catatan-catatan /
laporan-laporan vang tersedia meliputi

- Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

- Kartu Inventaris Barang

- Dafiar Inventaris Lainoya
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Laporan Kondisi Barang

Catatan muutasi / perubahan

Buku inventaris Inrakomtable

Buku Inventaris Ekstrakomptable

Laporan Barang Milik Negars

Pada Direktorat Jenderal Maadikdasmen untuk satker pusat sudab menjalankan

pencatatan-catatan / laporan-laporan vang tersedia meliputi :

-

Daftar inventaris Ruangan (DIR),

Karty Inventarls Barang, Daftar Inventaris Lainnya,
Laporan Kondisi Barang, Catatan muiasi / perubahan,
Buku inventaris Intrakomiable,

Buky Inveataris Ekstrakomplable,

Leporan Barang Milik Negara.

Sedang untuk satker dana dekonsentrasi di daerah juga sudah menjalankan

pencatatan-catatan / laporan-iaporan yang tersedia malipwi :

Daflar lnventaris Ruangan (DIR),

kartu Inventaris Barang,Daflar Inventaris Lainnya,
Laporan Kondisi Barang, Catatan smutasi / perubahan,
Buku inventaris Intzakomtable,

Buku Inventaris Ekstrakomptabie,

Laporan Barang Milik Negara hal ini bisa dilihat pada pembuatan pelaporan

SIMAK-BMHN.

4.2.7 Inventarisasi Secarn Periodik Pengetolaan Aset Tetap Fada Dirchiorat

Jenderal Mandildasmen
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Untuk memastikan bahwa catatan aset fetap sesuai dengan faktanya, meka
diperiukan inventarisasi aset tetap secara periodik. Disamping Hu inventarisasi
Jjuga diperiukan untuk mengetahui kondisi aset tetap vang sebenarnya,

Peraturan pemerintabh no§ tahun 2006 tentang Pengelolsan Barang Milik
Negarafdaerah dipersyaratkan agar pengguna barang melakukan inventarisasi
atas barang milik negara sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahua. Khusus
untuk konstruksi dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan setiap tahun. Hasil
inventarisasi tersebut harus disampaikan kepada pengelola batang paling lambat
tiga bulan sesudah selesai inventarisast.

Aturan tersebut sangat sulit terpenuhi oleh kementfrian 7 lembaga sebapai
pengguna barang dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia,
Untuk tingkat pemerintah pusat, kegiatan invenfarisasi tersebut dilaksanakan
pada tahun 2001, melalul penugasan Departemen Keuangan kepada Badun
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan inventarisasi aset
tetap pemerintah pusat.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat sudah berjalan
tetapi ada beberapa kendala yaitu ada beberapa laporan pengadaan tidak sesuai
jadwal dikarenakan terhambatnya pencairan anggaran, sumber daya manusia
yang paham pengelolaan inventarisasi terbatas, adanya ketidak tepatan wakiu
skedul penyampaian  hasil inventarisasi sehingga berpengaroh terhadap
pelaporan. Untuk satker di dacrah menpalami kesulitan ideatifikasi hasii

inventaris barang yang dilakukan BPKP, sehingga pelaporannya belum akurat.
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Seat ini semua aset telap pemerintah pusat tidak ada yang diasuransikan.
Kebijakan untuk melakukan asuransi belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara.

Untuk aset tetap pemerintah yang dibawah penguasaan pegawai/pejabat
pemerintah, pelaksanzan asuransi atas aset tetap tersebut diserahkan kepada
pegawai / pejabat vang bersangkutan. Pada Direktorat Jenderal Mamdikdasmen
untuk satker pusat  belum mengasuransikan aset telapnya, karena masih
melakukan pendataan jumlah aset tetap sebenarmya vang menjadi fanggung
jawabnya, sedang untuk satker di daerab permasalahannva sama dengan satker

pusat.

4.2.9 Pe.-ilaian Resiko Aset Tetap Pada Direkiorat Jenderal Mandikdasmei

Penilaien resiko aset lelap merupakan bagian dari manajemen resiko. Secara
lengkap manajemen resiko dapat difakukan dengan menempub prosedur-
prosedur berikut ini : Pertama, menilai alay menaksir resiko. Hal ind mestinys
disadsri sejak pengadaan schingga dapat dizmbil langkab.langkah pengendalian
yang sesuai dengan karakteristik resiko. Kedua, penetapan tindakan pengelolaan
resiko. Jika dari hasil langkah pertama dapat ditakgir karakteristik resiko, maka
selanjutnya pemerintah dapat menetapkan langkah pengelolaan dengan alternatif
sebagai berikut : Menolak, menggeser, dan mengekila.

Sampai saat ini pengelolaan atau manajemen resiko masih merupakan praktik
umun. Hal ial terutama  disebabkan sampal dengan sast ini struktur
pengendaiian intern yang antara lain terbentuk oleh pengeiolaan resiko belum

dikembangkan. Dalam ULl no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
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memang sudah disyaratkan ggar tiap instansi mensrapkan pengendalian intern
yang mencakup pengelolaan resiko belum selesai disusun. Penilaian resiko aset
tetap meliputi pengkajion kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap,
Menurut haslt audit BPKP atas pemandaatan aset tetap penerintah tahun 2004
khususnya gedung dan bangunan, serfa tanah kementrian flembaga diperoleh
data sebagal berikut

a. Kerugian

Menurut hasil audit BPKP tshun 2004, terdapat kerugisa atas pengelolasn

gedung dan bangunan kementriandlembaga. Kerugian yvang dimaksud mencakup
kerugian hilangnya penertmaan negara bukan pajak (PNBP) darl sewa atas
gedung dan tansh pemerintah, karena hilangnya gedung/bangunan dan tanah
pemerintah karena bukti kepemi.ikan yang tidak jelas/ada. Data tentang
kerugian/kemungkinan kerugian negara akibat kehilangan azet tetap pemerintah
berupa tanah, gedung dan banguean .

b. Pemborosan
Pemborosan alau penggunasn aset ietap pemerintah feriadi karena adanya
pengadaan aset tetap pemeriniah sementara aset tetap tersebut tidak digunakan,
Menurut hasil audit BPKP atas pemanfaatan gedung / kantor dan tanah
pemerintah |

c. Penyalahgunaan
Penyalahgunaan aset tetap pemerintah merupakan penyimpangan pemanfaatan
aset pemerintah baik oleh instansi pemerintah maupun pihak lain,
Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat ada aset tanah milik

Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dikuasai oleh pihak ke tiga  {karvawan
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Depdiknas

dan magyarakat) Tanah dan bangunan milik Difjen Mandikdasmen

seluas 4.380 M2 vangberalgrmat di J. Sriwiaya IV No.l RT.GO3/RW003

Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dikuasai pihak

ketiga (dhi. para pensiunan karvawan Depdiknas) sejak tahun 1962 sampai

dengan sekarang. Selain itu ada lagh aset tetapDitjen Mandikdasmen Depdiknas

senilai Rp 462.429.350 dikuvasai/digunakan oleh pihak ketiga Berdasackan hasil

inventarisasi BMN vang dilaksanakan olch BPKP, diketabui terdapat aset tetap

Ditien Mandikdasmen Depdiknas yang dikuasai/digunakan oleh Pihak Ketiga

{tidak sesuai tupoksinya) vaitu sebagal berikut

Tabei 4,15
No Sonis BMN Nama Satker Jumish Safuan Nilai (Rp)
] Gedung dan Direktorat Pembinaan 30 Unit 138,145 850
Bangunan Sekolab Menengah
Kejuruan
2 Peralatan dan Dirgktorat Pembinaan 4 Buah 214,268,500
mestn SMA
Direktorat Pernbinaan 5 Buah 10.015.000
Sekolah Menengah
Portama
Jumiah 39 462 429,350

Sampai dengan pemeriksaan tanggal 24 Okiober 2007, belum ada tindak lanjut dard

masing-masing satker alas aset yang dikussai/digunakan oleh pihak ketiga tersebut,

Sedangkan untuk satker di daerah belum ada laporan.
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4.3 Upaya-upayn yang di lakukan pada Direkioral Jenderal Mandikdasmen dulom
pelaksanaan ghuntabilitus dan fransparansi Akantabilitas Peagelolaan Asel

Tetap Fada Direkiorat Jendera! Mandikdasmen

Sistemn pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap pemerintah adalsh secara
berjeniang, adapun jenjang pertanggungjawaban pengelolasn aset te:zép sebagal
berikut :

Gambar 416

Gambar Jenjang Pertanggungjawabaa Pengelola Aset Tetap

Kementrian/
Lembaga

Na

Efnit Eselon §
17
Unit Eselon i

i}

Satuan Kerja

Departemen
Keuangan

Pertanggungiawaban pengelolaan aset tetap dimulai daii satpan kerja kepada
eselon L Unit eselon ¥ terschut  2kas  menggabungkan  seluruh
pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap untuk semua satuon kerja yang
berads dalam Hsgkungan kerjanya dan menyampaikannya ke unit eselon terkait.
Selanjutnya setiap unit eselon I menyampalkan pertanggungiawaban

pengelolaan aset telap uniuk semua satuan kerja yang ada di )ingkungan
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»

kerjanya kepada menteri/pimpinan lembaga melalui sekretaris jenderal/sekretaris
utama. Selanjutnya menteri/pimpinan lembaga menyampaikan
pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap kepada menteri keuangan melalui
Direktur lenderal Kekayaan Negara jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara akan menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik
negara kepada presiden. Disamping itu, pada akhir tahun bergsamaan dengan
penyusunan dan penyampaien laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
pemerintah akan menyusun neraca yang berisikan aset, utang dan ekuitas dana
pemerintah.
Gambar 4.16

Gambar Alur Pertanggungjawaban Dana Dekoussntrasi
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Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di daerah
susdah menjalankan sistem pertanggungjawaban berjenjang dari satker di sub

dinas dengan koordinator PUM PPD, laporan pertanggungiawaban bisa
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langsung ke eselon | untuk SAK ke bagian kewangan dan SEMAK-BMN ke
bagian wnum,

4.3.1 Penyelenggaraan Sistem Akuwntausi Aset Tetap pada 2}51‘&'&19(&: Jenderal

Mandikdasmen
Ul No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 30 mengamanatkan agar
Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pelaksansan APBN
kepada DPR berupa laporan keuasngan yang telsh diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keusngan selambatdambatnya 6 (enam) bulan scicleh tshun
anggarang berakhir. Laporan keuangan yapg dimaksud setidak-tidaknya terdiri
dari laporan realisasi APBN, Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.
Untuk meaghasilkan- laporan Keuangan distas, Deparfernen Kouangan ielah
mengembangkan system akuntansl pemeriniah pusat (SAPP). SAPP terdint dart
dua sub system, yaitu :
1. Sistern Akuntansi Pusat (SiAP)
Z. Sistem Akuntnast Instansi (SAQ)

SIAP adalah scrangkaian prosedur manual maupun yang terkompulerisast mulat
darl pengumpulan data pencststan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi Kevangan Pemerintah Pusat. SiAP dibagi atas
system akuntansi umum (SAL)) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
(SAKUN). SAU merupakan system akuntansi yang akan menghasilkan laporan
realisast angparan dan noraca uatuk tingkat pemerintah pusat. SAKUN
merupakan system akuntansi ysng akan menghasilkan laporan arus kas

pemerintah pusat,
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SAT adalah serangkaian proses manual maupun yvang terkomputerisasi mulai dari
pergumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan  operasi keuangan pada  kementrian [/ lembaga
Kementriandembaga wajib menvelengpoarakan SATL untuk menghasiikan laporan
keuangan. SAI terdir] darl sistem skentansi keusngan vang menghasitkan
laporan — laporan realisasi anggaran tingkat kementrian / lembaga dan sistem
akuntansi barang milik negara (SABMN), yang akan menghasitkan neraca
kementrian/lcmbaga. SABMN ini akan membukukan aset telap pemerintah.
Aset tetap pemerintah tersebut akan dilaporkan de neraca dan Japoran barang
milik negara, SABMN nerupakan sus sistem darl sistern akuntansi instansi vang
diselenggarakan dengen tujuan menghasilkan jawaban atas pelaksanasn APBN
serta alaf manajemen,

Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar pesyusunan neraca
kemsntrian / lembaga. SABMN juga menghasilkan informast-informasi untuk
memenuhi kebutuban pedanggungjawaban pengelola barang mitik negara dan
kebutuhan-kebuluhan  manajerial  kemestrian/lcmbaga  lainnya. Pengertian
termasuk barang-barang bersgarah (heritage assets). Pelaksanaan SABMN cleb
kesatuan kerja pemerinish mengandung beberapa prinsip yaity

|. Ketaatan, yaitu skontansi Barang Milik Negara diiai_wkaa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Apanila prinsip skuntansi bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, maka yang dilkuti adalab persturan

perundang-undangan
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2. Konsistensi, yaitu akuntansi Barang Milik Negara dilaksanakan secara
berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Kemampubandingan, yaitu akuntasi Barang Milik Negara menggunakan
kiasifikasi standart sehinggz menghasifkanlaporan  yang  dapat
dibandingkan antar periode akuntanst

4, Materialitas, yaite akuntansi Barang Milik Negara dilaksanakan dengan
tertib dan diatur sehingga seluruh informasi yang mempengarubi
keputusan dapat diungkapakan

5. Obyektif, yaiu skuntansi Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan
keadaan sebenarnya

6. Kelengkapan, yattu skuntansi Barang Milik Negara mencakup seluruh
transaksi Barang Milik Negara yang teriadi.

Pada Direktorat Jenderai Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di dacrah
vang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem Akuntansi Asst Tetap
sesuai aturan yang berlake seperti yang tercantum dalam bagan berikut

Gambar 4.17
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Keterangan gambar

Unit Sistem Akuntansi Kevangan (SAK) dan Unit Sistem Akuntansi Barang (SABMN)
yang ada di daerah melsporkan dengan dasar data dari subdin pendidikan dasar dan
subdin pendidikan menengah kepada SKPD yang nantinya bisa dilaporkan langsung ke

UAKPA eselon 1, Tetapi sebelumnya dilaporkan pula ke UAKPA-W,

4.3.2 Pembentukan Organisasi Pelaksana Akuntansi Baratig Milik Negara

Untuk melaksanakan akuntansi Barang Milik Negera, kemertiar/lembaga

membentuk unit akuniansi Barang Mitik Negara sebagal berikut :

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAFPRB} '
UAPB merupaken unit gkuntansi Barang Milik Negara yang pada tngkat
kementrign negara/lembaga  {pengguna  barang). Penanggung jawab  umit
akurdansi fersebut adalah menteri/pimpinan lembaga

b. Unit Akuntansi Pembantu Penguassa Barang (UAPPH-E!L)
UJAPPB-El merupakan unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat esefon
|, Penanggung fawab unit akuntansi tersebut adalah pejabat esslon |

c. LUnit Akuntansi Pembantu penguasa Barang sebagai UAPPB.W
UAPPPB-W merupgkan unit skuatansi Barang Milik Negara pada tingkat
kantor wilayah atau unit kerja lainnyas yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
Penanggungiawab UAPPB-W dekonsentrasi adalah gubemur sedangkan untuk
UJAPP-W tugas pembantuan adaish Bupati atau Walikofa

4. Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
UAKPB merupakan unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat satuan

kerja {kuasa pengguna barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau
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menggunakan Barang Milik Negara serta menguasal anggaran sesual dengan
ketentuian  yang  berlaku, Penanggungjawab UAKPB  adalah  kepala
kantovikepala satuan kerja, Untok UKPB dekonsentrasi / Tugas Pombanteas
penanpgungjawabnya adalah kepala satuan kedga peringkat dacrah (SKPD) unit
organisasi pelaksana akuntansi barang milik negara adalah secara berfeniang
dapat dilihat di bagian sebagat berikut ;

Gumbar 4.18

Jeajang Unit Organisasi Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negara

{ UAPB
l ( k. L 4
UAPPB-E] J UAPPB-E ! UAPPB-E] ]-—

h 4 k4 -»

[ UAPPE-W ] UAPPR-W [ UAPPB-W ]

k3 F ¥ b b4

[ UAKPB } { UAKPB ‘ UAKPB ] UAKPB } [ UAKPB J

Pada Dircktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di
daersh vang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem Organisast
Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negara scsual peraturan ysng ada di bawah

koordinast PUM PPD { Pergncanaan dan Pengendalian Dikdasmen )
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(ambar 4.19
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unit unit Unit
Sigtim Akuntansi \ 355!}? Pengelolaan
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i

4.3.3  Pembuatan Prosedur akuwionsi Barang Milik Negara pada Divekivraf
Jenderal Manditdasmen
£.3.3.1 Penpktasifthasiun Jenis Transaksi dan Dokemen Sumber

Seczr umum akuntans barang milik kekayasn negara terdiri daci empat jenis

yait

1. SBaido awal
Salde awal merupakan saldo awal barang milik negara pada awal tahun
anggaran beyjalan atau awal fzhun dimulal woplementasi SABMN. Saldo
awal terschut merapakan akumulasi seluruh perolehan Barang Milik Negara
Jari tshun-tahun sebelumnyg,

2. Perolehan Barang Milik Negara
Perolchan Barang Milik Negara merupakan perfambahan Barang Milik

MNegara secara kuantitas, Termasuk dalam pengertian perolehan Barang

e
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Milik Negara pembelian, hibsh {masuk), rampasan, penyelesaian konstroksi,
pembatalan penghapusan aset, reklasifikasi aset yang mengakibatkan
bertambahnya 2set tertentu. Dokumen sumber untuk perolehan aset adalah
berita acara serah terima Barang Milik Negara, bukti kepemilikan, surat
perintah membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), faktur
pembelian, kaitansi dan dokumen lain yang sah.

3. Perubahan Barang Milik Negara
Perubahan Barang Milik Negara merupakan penambahan atau pengurangan
kuantitas/nitai barang milik negara yang menggunakan satuan lainnya
dimana penambahan atau pengurangan fersebut tidak mengakibatkan
keschuruhan barang milik negara bertambah/hilang. Termasuk dalam
pengeritan perubahan adalah pengurangan kuantitas/mifai Barang Milik
Negara dimana pengurangan tersebut tidak akan menyebabkan kescluruban
Barang Miik Negsra hilang. Pengembangan barang milik negars vang
dikapitalisasi schingga mengsakibatkan pemindahbukuan dari buku inventaris
ckstrakomtabe! menjadi dicatat di  buku inventaris intrakemptabel,
periibahan kondisi Barang Milik Negara dan kondisi pencatatan atas nilai /
kuantitas Barang milik Negara yang telah dicatat dan telah dilaporkan
sebelumnya,
Dokumen sumber uitiuk perubahan Barang Milik Negara adalah berita acara
serah terima Barang Milik MNegara, buktt kepemilikan Surat Perintab
Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), fakiur pembelian,
kuitansi, surat keputusan penghapusan dan dokumen lsin yang sah.

4. Penghapusan Barang Milik Negara
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Penghapusan merupakan transasi untuk menghapuskan Barang Milik Negara
dari pembukuzn berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan ofeh instansi
vang benvenang, termasuk dalam transaksi ini adlaah transfer keluar, hibah
{keluar), reklarifikasi keluar dan koreksi pencatatan vang mengubah catatan
Barang Milik Negara vang lelah dilaporkan sebelumnya.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen uniuk satker pusat bersama satker
di daerah vang mengelols dana dekonsentrasi telah menjalankan Sistem

yang mengatur Jenis Transaksi dan Dokemen Sumber Barang Milik Negara.

4.3.3.2 Peluksanaan Fenghkodean Barang Mifik Negara

Barang Milik Nepara menpgunakan sistem pengkodena balk untuk  Gujuan

manajemen aset maupun untuk hujuan akuntanst. Pengkodean Barang Milik Negara

tersebut terdirt dari jenis kode, yattu :

a. Kode Lokasi
Kode lokasi adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi unit
pertanggungiawaban akuntanst Barang Milik Negara, Kode ind terdiri dari 15
angka vang memuat kode UAPB, UAPPR-El, UAPPB-W dan UAKPB. Kixle
UAPB mengacu kepada kode bagian angggaian kemontilan negaraflembaga.
Kode UAPPB-E1 mengacy kepada kode anggaran unit eselon satu bersangkutan
, kode UAPPB-W mengacu kepada kode wilaysh anggaran. Kode UAKPB
mengacu kepada kode satwan kerja yang ada pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ({HPA)

b. Kode Barang
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Barang Milik Negara diberl kode barang vang terdiri dari golongan bidang,
kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok. Pengelompokkan kode barang
diatas berhubunpan dengan sistem akuntansi Barang Milik Negara pada masing-
masing jenjang organisasi akuntansi Barang Milik Negara. Pada tingkat
UAKPB, aset tetap dikiarifikasikan ke dalam sub sub kelompok. Pada tingkat
UKPB-W aset tetap diklarifikestkan ke dalamsub kelompok. Pada tingkat
UAPPB-E1 dan UAPB diklarifikasikan ke dalam kelompok,
¢. Kode Registrasi

Kode registrasi merupakan ianda mengenal Barang Milik Negara. Kode
registrast merupakan gabungan kode lokasi dan kode barang. Kode lokasi sama
dengan kode lokasi di angka a ditambah dengan empat angka uniuk tahun
perolehan aset fetap. Kode bamang sama dengan kode barang di angka b
ditambeh enam angka untuk nomor urut pendattaran.

Pada Direktorat Jendera!l Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di
daerah  yang mengelofa dana  dekonsentrasi  telah menjalankan  Sistem

Pengkodean Barang Milik Negara

4.3.3.3 Prosedur Akumiqusi
Proses akuntansi pada sistem akuntansi Barang Milik Negara adalah secara
berjenjang dimulai dari unit akuntansi vang terbawah sampal dengan unit akuntansi
yang tertinggi. Adapun prosedur akuntansi sistern akuntansi Barang Milk Negara
adalah sebagai berikut

a. Unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LLAKPA}
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Ditingkat JAKPA proses akuntansi vang dilaksanakan terdini darl dua proses
akuntanst yvaitu schagat berikut ¢
Al. Proses Bulanan dan Semesteran

Proses bularan dan semesteran di JAKPA adalah sebagai berikut

Membukukan data transaksi asst tetap ke dalam buku inventaris

intrakomiptabel, buku inventories ekstrakomptabel, buku barang
bersejarah berdasarkan dokumen sumber.
- Membuat atau memutehirkan kartu inventories bameag (KIB), daftar
inventories ruangan {(DIR) dan dafiar inventaris fainnya {(DIL)
»  Membuat laporan Barang Milik Negara semesteran
- Menyampaikan daia transaksi aset tetap ke unit akuntansi keuangan
- Menyampsikan [ap.ran Barang Milik Negara beseria arsip data
komputer {ADK di UAPP-W/APPB-E]
- Mengarsipkan laporan Barang Milik Negara
AZ, Proses akhir periode akuntansi
Proses akhir periode akeatansi dif UAKPE adalah sebagai berikut ¢
- maelakukan pengecekan ulang atas kondisi aset tetap yang berada di
ruangan
- mencatat perubaban kondisi asef tetap vang ielah disyabkan oleh
penanggungjawaban ruangan ke dalam sistemn akuntensi Barang Milik
Negara
- Membuat laporan kondisi barang {(L.XB)

- Meminta pengesahan penanggungjawab UAKPB dan LXB
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Membuat laporan Barang Milik Negara tahunan berdasarkan saldo BI
intrakomptable, Bi ekstrakomptable dan buku barnag bersejarah
Meminta persetujuan penanggungiawab UAKPB atas laporan Barang
Milik negara

Menyampaikan laporan Barang Milik Negara tahunan dan LKB beserta
ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPR-E! untuk UAKPB pusat selambat-
lambatsyas 15 (lirna belas) hari setelah berakhirnya Ghun anggaran.
Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantussn selain mengirimkan
laporan  Barang Milik Negara heserta ADK ke UAPPB-El pada
kementrian negars / lembaga yvang mengalokasikan dana dekonsentrast /
tugas pembantuan,

Mengarsipkan BI intrakompiable, Bl eksirakomplable, Buke Barang
Bersejarah, salinan LKB, dan salinan laporsng Barang Milik secaia tertib

Melakukan proses back up data tutup tahunan

B. Prosedur akuntansi tingkat unit Akuntansi Pembaniu Pengguna Barang

Wilayah {UAPPB-W)

Ditingkat UAPPB-W proses akuntansi yang dilaksanakan terdivt dari dus proses

akuntanst yaitu sebagal bertkut :

B1i. Proges Semesteran

-

-

menerima ADK dan Laporan Barang Mifik Negara can UAKPB
menggabungkan ADK/Laporan Barang Milik Negara yang diterima dari
UAKPB ke dalam BI intrakomptable dan buku barang berscjarsh

UAPPB.W
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-

membuat laporan Barang Milik Negara semesteran

melakukan rekonsiliasi internal laporan Barang Milik Negara dengan
laporan Keuangan bersama UAPPA-W dan melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan

menyampatkan laporan Barmang Milik Negars beserla ADK ke
UAPPR.EL dan ke kantor beseria ADK ke UAPPB.E] dan ke kantor
wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KANWIL DITIEN PBN)
di wilavah masing-masing, selambat-lambatoya 20 (dua pulub) harl
setelah berakhimys semester bersangkutan. UAPPB-W Dekonsentrast /
Tugas Pembaniuan menyampaikan laporan Barang Milik Negara ke
UAPPB-El, kementrian negara/lembaga yang mengalokasikan dana
Dekonsentrasl/Tugas Pembantuan tanpa ADK

mengarsipkan salinan laporan Barang Milik Negara secara tertib

B2. Proses Akhir Periode Akuntansi

1

membuat dan meminta pengesahan penanggeng jawab UAPPB-W atas
LKS

memuat laporan Barang Milik Negara tahunan

melakukan rekonsiliasi internal Bamang Milik Negara dengan laporan
Barang Milik Megara dengan laporan Keuangan bersama UAFPA-W dan
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalzhan

menyampaikan laporan Barang Milik Negara dan LXB ke UAPPB-EI

dan ke kanwil Ditien PBN di wilayah masing-masing beserta ADK.
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CL

Sciambat-lambatnya 254 (dua puluh Hima hadd) setelah berakhirnya satu
periode akuntanst

-~ UAPPB-W Dekonsentrasiftugas pembantuse aenyampaikan Laporan
Barang Milik Negara ke {JAPPB-E! pada kementrian NegaralLembaga
yang mengalokasiken Dana Deokonsentrasi / Tugas Pembatuan tanpa
ADK

- Mengarsipkan Bi intrakomptable, Buku Barang Berseiarah, Salinan L.KB

- Melakukan back up data dan tutup tahunan

. Prosedur Akuntansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon

{(LAPPB-EI).

31 tingkat UAPB proses skuntansi yang dilaksanakan terdirl dari dua proses
akuntans: yaitu sebagai berikui:

Proses semesteran

menerima ADK dan laporan Barang Milik Negars dari UAPPBR-EI
menggabungkan ADK/laporan Barang Milik Negara dan diterima dari UAPPB-
El ke dalam BI intrakomptable, BI ekstrakomptable, dan buku barang
bersejarah UAPB

membuat laporan Barang Milik Negara semesteran dan meminta pengesahan
penangpung jawal UAP atas laporan Barang Milik Negara semesteran
melakukan rekonsiliasi internal Barang Milik Negra dengan faporan keuangan

bersamallAPA dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan
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menyampaikan laporan Barang Millk Negara beseria ADK ke mentri kevangan
ci. Ditien PBN paling lambat 33 {tiga puluh lima) hari setclab berakbimya
semesier yang bersangkutan

mengarsipkan laporan Barang Milik Negara secars tertib

(CZ. Proses akhir periode akuntansi

mencetak LBK, Bl intrakomptabie dan laporan Barang Milik Negara tahunan
meminta pengesahan pepanggungjewab UAPB atas laporan Barang Milik
Negara

menyampaikan laporan Barang Milik Negara beserta ADK kementrian keugngan
cq. Divekiur Jonderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 40 (empat pulsh) barn
setelah beraki.imya anggaran

melakukan pemintakhiran data laporan Barang Milik Negara dengan Ditien PBN
cq. Direktorat Pengelolasn BM/KN setiap akhir tahun anggaran dan melakukan
koreksi apabila diternukan kesalshan

melakukan rekonsiliast internal laporan Barang Milik Negara yang telah
dimutahirkan beserta ADK ke Departemen Keuangan cq. Dircktur Jenderal
Perbendaharaan paling lambat 38 {Jima puluh) hari sctelah berakhiraya tahun
anggaran

mengarsipkan salinan, LKB, BI intrakomptable dan laporan keungan BMN
secara tertib dan teratur

melakukan proses back up data dan tutup tahun

4.3.4  Keluwran Sistem Akunronsi BMN Puoda Direkiorat Jenderal Mandikdasmen
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Dokumen atau faporan yang dihasilkan oleh system akuntansi BMN adalal sebagat

bariikut

4.

Tingkat UAKPB
Buku inventaris {Bl) intrakomptabel
BI ekstrakomptabel
Buky Barang Berseiarah
Kartu Inventaris {KIB) barang tanah
KiB bangunan gedung
KIB alat angkutan bermotor
KIB alat persenjataan
Daftar Inventaris Lainnya (DIL)
Daftar Inventaris ruangan {DIR)
L.aporan Barang Milik Neggra semesleran
Laporan Barang MIEk Negara Tabunan
Laporan kOndisi Barang (LKB)

Tingkat UAPPB-W / UAPPB-L1 7 UAPB

Adapun laporan / dokumen yang dihasilkan oleh system aluntansi barang milik

Negara tingkat UAPPB-W J UAPPB ~ El / UAPB adalah sebagai berikut

BI intrakomptabel

BI skstrakomptabel

Buku Barang Bersgjarah
Laporan BMN semesteran

Laporan BMN tahunan
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Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat bersama satker di

daerah

yang mengelola dana dekonsentrasi telah menjalankan Prosedur Akuntanst seperti yang

tercanturn  dalam Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Sistem Akuntansi

Barang Milik Negara (SABMN)

(iambar 4.20
Laporan Barang
Semester |
et
Uit Orgearisasi Terimss Prases o Kairns G
Y or—— Dy ™
UAKPB - @ 08 Ui 200
} 2 Hari
TIRPEs T St 11 %4 20%0
2 Hari
UAPPBEY | ¥ il 2000 Fhiawy T2 XA7L20KD
l 3 Haows
UABD 15 34 200 5 Fan 33 %k A
! 1 b
Ca |21 3E N
_ fian PEN
™Y, Lagwx ae: dapat bogsung disarpakan dacd LAKPA ke LIAPPAE] seoud B
PermersEes: No, SRS 06/2005
Laporan Barang
Semester i
3 = i Progas clar Wakts
mhm Craanzast Ferirna Rekonsiliasi il .. e -
!ﬂt}
UAKPE . . 16 5 2OM1
¥ § Hexi
TR 15 Ja SR 4 & T 38 Tan s0x 1
3 Heri
UAPPBEL {20 Jaf) XTI Bifary 75 Torr T
2 ari
EJAPE 20 Zan 2o € Feart 0 ok XKy
! 1 Hari
o 08 ey 50T
fhrjer: PBN '

) Laporan depet Brgns onsmpakan ool WAKPA ke UAPPA-TL sesusd
Ferrner-i4ee: Ma, SOPME.08/2008
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Laporan Barang:

Tahunan
Uit Crganisasi Terima E’m@ K¥im %":flﬁ””fg‘lm
LT3
) IAKPB . - 15 3oy 20X1
Jv S i
ARDE- 20 Jen 20X 1 5 Han 5 %an 2041
j, % piars
CAFPBEL | 2SN 5 Hod U5 rab 5T
l, 2 Hori
15 Hari
LapE 0aFsb 20ks | | Tememk | 19 Fob 201
B
4 -
"erveL: og 20 Feb 244
Dirier) PBiY

*%73. Laporan dapat langsung duampakan daei UAKPA ke UAPPAE) seous
ParenerrKeo No. SPMK B/ 2005

Kesemua langkah dan proses diatas adalah upaya-upayz yang di lakukan pada
Direktorat  Jenderal Mandikdasmen dalam  pelakssnaan  akuntabifitas  dan

transparansi Pengelolaan Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen

4.4 Hambotan-hambuiar: yang dinlami pengeloln aset pada Direkiorai Jewderal

Mandikdasnen dalam pelaksanaan akuntabifitas dan transparansi

4.4.1  Permasalalur Dana Dehonscutrasi
Selain besar jumiahnys dana dekonsentrast juga banyak permasalahan. Data
pelaporan yang ada di Direktoral Jenderal Mandikdasmen sering ada
permasalahan sehingga mempengaruhi ketepatan dan keakuratan data, Adapun
permasalannya adalah :
= adanya keengganan dari pemerintsh pusat untuk menyerahkan kewenangan

berikut pembiayaannya kepada daerah;
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peran Depariemen Keuangan sebagai katup akhir penentuan keputusan
pengalokasian  penggunaan  pengeluaran  negara,  terutama  pengeluaran
pembangunan dan dana perimbangan belum maksimal;

hamplr tidak adanyz departemen/Lembaga yang melakukan penyesuaian tugas
pokok dan fungsi dengan perubahan bidang kewenangan pasca desentralisasi,
yang kemudian berfurut-turut menyebabkan tidak adanya penyesuaian struktur
organisasi, struktur kepegawaian, dan pada akhirnya tidak ada perubahan daiam
jenis dan ruang lingkup kegiatan serta alokasi anggaran kegiatan;

rendahnya pemahaman para penyelenggara dekonsentrasi;

ketidskseimbangan antara lumlah dan bobol urusan pemerintabhan yang waiib
ditangani  dan  menjadl tanggung jawab Kabupaten/kota dalam  rangka
{eseniralisasi, dengan besar pembiayaan vang diterima oleh kabupatenkota
melahi dana periinbangan; serta

keterlambatan pemerinteh pusat dalam mengeluarkan peraturan perundangan

lanjutan yang mendukung pencapaian cfektifitas penyelenggaraan dekonsentrasi.

Adanya belania sosial ysng ssmgat besar menimbuikan pertanyaan bagi

pemeriksa, mengenai kesesudian {ugas pokok dan fungst Digjen Mandikdasmen.

4.4.2 Kelemahan Akuntansi dan Pertanggungiawaban

*

Tanggung jawab kementerian terthadap penggunaan anggaran belum cukup
tegas;

Laporan kevangan hanya meliputi realisasi anggaran don penyajiannya sangat
lambat.

Fungsi pemeriksaan yang Kurang efektif dan tumpang tindik
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4.4.3

Konsekwensi dari adanya belanja sosial yang menjadi aset teiap, akan
berpengaruh terhadap realisasi belanja modal yang sebenarnya, dan int menjadi
temuan permeriksa, dan permasalaban ini bila tidak cepat ditangani akan menjadi
skumulasi permasalehan yang berpengaruh kepada opini Laporan Kenangan

Departemen dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Permasalahan Manajemen Satker Pusal

1. Dalam proses penyusunan pelaporan tersebut mengalami hambatan dan

kendala, diantazanya

« Sebapian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten di
bidangnya dimanfaatkan oleh Satkersstker yang lain  untuk membantu
pekerjaan mereka

» Keterbatasan sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi
umumnya dan skuntansi pemeriniahan pada khususnya

* Analisa dalam memahbam! ovipui terhadap pekerisan yang telah dihasitkan

belum optimal

2. Permasalahan lainnya antara lain -

» Masalah  sentralisasi penerbitan  SPM  diluar  satker Mandikdasmen

mengakibatkan terlambatnya proses infut data.

» Masih terdapat kesalshan pembebanan maupun kode mata anggaran pada

SPM yang tidak sesuai dengan DIPA.
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« Masih ada realisasi anggaran melebthi pagu vasg mengakibatkan saldo
negatif. Hal ini akibat dart proses perubahan DIPA tidak melaporakan ke

Sekretariat,

s Belum berjalan koordinast setiap satker dalam melaksanakan revisi DIPA
dengan Database SAI Direktorat Jenderal, hal ini mengakibatkan kesulitan

pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN.

» Data yang ditampilkan delam neraca adalah data yang dihasitken clsh ADK
SABMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat perbedaaan yang cukup
signifikan dengan data vang diperoleh dari BPKP .

s Data aktiva telap vang berasal darl BPKP memiliki nilai yang cukup tinggi
bila dibandingkan dengan data yang disertai dengan ADK, hal ini karena:
terdapat akiiva tetap yang perin disesuaikan karena terjadi reorganisasi di

tingkat Eselon 1 (pemisahan Mandikdasmen dengan PMPTK}

4.5 Ketagtan terkadap peratwran perundangan  daolam mengeloln  aset puadg
Dircktorat Jenderal Mandikdasmen nntuk mewnwjndkon akuniabilitas dan

transparansi

4.5.1 Keterkaitan Kebijakan Akuntensi Asel Tetap berdasorkan  keputusan

peraturan pemerinteh pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen

Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan agar beatuk dan isi laporan perlanggungjawaban pelaksanaan

APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
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yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya undang-undang No.
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan
standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, presiden Rl telah
menetapkan keputusan presiden RI Ne, 24 tahun 2004 tentang Komite Standar
Akontang] Pemerintahan (KSAP) tanggal 5 okitober 2005 dan terakhir diubah
dengan keputusan presiden RI no. 2 talm 2005 tentang Perubahan atas
Keputusan no. 84 tahun 2004 tentang Komite Stander Akuntanst Pemerintah
KSAP tersebut felah menyusun satu draff kerangka konseptual akuntansi
pemerintzhan dan sebelas draft standar akuntansi pemerintahan melaiui dua
proses vang berlaku emum dan penyusunan standar akuntansi, Selanjvtnya draft
tersebut ditetapkan oleh presiden RI menjadi Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) tertanggal 13 Juni 2605, SAF menganut basis akuntansi "cash toward
accrual”,

Kewajibars Unit Akustansi Kewangan di lingkungan Departemien
Pendidikan Masional {Permendiknas 31/2006) adalah memproses dokumen
samber  untuk  menghasilkan  Japoran  keuangan, Pengiriman  dan/atau
penggabungan laporan keuangan; Penyusunan laporan keuangan, Rekonsiliasi
atas laporan keuamgan. Direktorat Jenderal Mandikdasmen telah menjalankan

sesuai peraturan.

Kesesuatan Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap dengun SAP pada Direktorat

Jenderal Mandifdasmen
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Menurat PSAP no. 07 paragraf 16, sset fetap merupakan aset berwujud
vang mempunyal masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan
datam kegiatan pemerintaban atau dimanfaatkan oleh masyarsiat umum, Aset
tetap pemerintah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi
juga dalam aktivitas operasi enfitas pemerintah, Klasifikasi aset tetap pemeriniah
sebagai berikut ;

- tansh

- peralaian dan mesin

- gedung dan bangunan

- jalan, irigasi, dan faringan

~  asetletap kzinaya

-  konstruksi dalam pengeriaan

Tanah dikelompokkan sebagal aset tetap adalah tanak yang diperoleh
dengan maksud untule dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan
dalam kondiss siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakop seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh  dengan maksud untuk dipakal dalam  kegiatan operasional
pemerintahian dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan yang
dilaporksn dalam nerace pemerintahan antara lain bangunan gedung, monumen,
bangunan menara, rambu-rambu dan tugu Gtk kontrol.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kengdarean biermotor,
clektronik dan inventaris kantor dan peralatan Iainnya yang nilainya significan

dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan, dan datam kondisi siap pakai.
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Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang
dibangun pemerintah serta dievaluasi oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
digunakan, Jalan, trigasi, dan jeringan yang dilaporkan dalam neraca mencakup
jalan, jembatan, bengunan air, instalasi, jaringan. Tidsk termasuk dalam
kelompok jalan, irigasi dan jaringan adalah tanah vang diperoleh untuk
pembangunan jalan irigasi dan jaringan tersebut. Tanah tersebut dimasukkan
dalam kelompok tanah,

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke datam kelompok tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta
palan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya yang dilaporkan di neraca
mencakup antara lin koleksi perpustakaan / buku dan barang bercorak seni /
budaya konstrukst delam pengeriaan merupakan aset telap yang sedang dalam
proses pembangunan. Konsriuksi dalam pengerjaan mencskup gedung dan
bangunan peralatan dan mesin, jalan irigasi, dan jaringan yang belum selesai
dibangun ssmpai pada tangga) pelaporan.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk saticer pusat dan satker di
daerah yang mengelola dana dekonsentrasi telah menetapkan Definisi dan
Klasifikasi Aset Tetap dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan { SAP)
Kesesuaian Pengakuan Aser Tetap menteri kenangan RI No. /KM 122081
dart SAP pada Direktorat Jenderad Mandikdosmen

Suztu aset dapat diakui sebagai aset tetap pemerintah jika aset torsebut

memenubi kriterda sebagai berikut
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- asef tersehut berwjud
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
~  blaya perolehan dapat diukur dengan andal
- Tidak dimasukkaen untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksad untuk digunakan

Pengakuan aset tetap akan sangat andal jika aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atan pada saat peaguasaannya berpindah
apabila terdapat bukti bahwa telab terjadi perpindahan hak kepemilikan dan /
penguasaan secara hukum. Biasanya hak tersebut dapat dibuktikan dengan
dokumen resmi misalmya sertifikat tanah dan bukti kendarazn bermotor,
Apabila perolehan aset fetap tersebut belom didokung dengan bukti formal
dikarenakan masih adanya suatu proses administras. yang harus dipanubi,
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat buktl bahwa penguasaan
aset tetap tersebut telah berpindah tangan. Bukti tersebut dapat berupa bukt
telah terjadi pembayaran atas asct tetap kepada pemilik sebelumnya/supplier,
Pengakuan aset tetap erat kaltaneys dengan pencatatan aset tersebut di
neraca. Akan tetapi standar akuntansi uetuk menctapkan batasan belanja
vang akan diakui schagai aset telap. Sedangkan di lingkungan pemerinteh
pusat, misainya tefah ditelaphan kebijakan akuntanst yvang menetapkan asel
tetap dicatat de neraca jika aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal
nilai kapitalisasi yang mengacu kepada keputusan menteri keuangan RI No.
O1/KM.12/2001 tanggal 18 mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KM
dalam sistern akuniansi pemerintehen, Pengerdian nilal satuan minimum

kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan
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4.5.4

nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.

Dalam keputusan tersebut nilai minimum satuan kapitalisasi aset tetap

ditetapkan sebagai berikut

- Pengeluaran untuk nilai per satuan peralatan dan musim, alat olabraga
ditetapkan sebasar Rp. 300.000 atau [ebih

- Pengeluaran wuntuk gedung dan bangunan ditetapkan sebesar Rp.

10.000.000 atau lebik,

Nilai satuan minimum asel kapitalisasi aset tetap tidak berlaku terhadap
pengeluaran untuk tanah, jelan, jaringan dan iripasi, aset telsp lamnya berupa
koieksi perpustakaan, bercorak kesenian.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di
daerab yang mengelola dana dekonsentrasi telab sesvai dengan keputusan
menters kevangan RI No. 01/KM12/2001 tanggal 18 mei 2001 tentang Pedoman
Kapitalisast BM/KM dalam sigtern skuntansi pemerintahan dan sesual dengan

Standar Akuntansi Pemerintshan { SAP)

Kesesuaian  Penilaian Aset Tetap dengan peraturan pemerintoh pada
Direkitorat Jenderal Marndikdasnten

Aset teiap pemsrintah dinilai berdasarkan hargs percichan. Apabila
harga perolchan aset ietap dengen menggunakan harga perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tefap didasarkan pada nilai wejar pada saat
perolehsn,

Untuk aset tetap pemerindsh yang diperoleh dengan swakelolz maka nilai

perolehan aset tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
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Biaya tidak langsung termasuk biava perencanaan dan  pengawasan,
periengkapan, tenaga fHstrik, sewa peralatan dan semwua biaya yang terjadi
berkenaan dengan pembangonan aset tetap tersebut.

Untuk kepentingan penyusunan neraca awal entifas pemerintah, biaya
perolehan aset {etap vang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal
tersebut disusun, Untuk periode selanjutnya setelah ianggal neraca awal, atas
peroichan aset tetap bary, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau wajar
bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetep ferdiri dart harga belinys atau
konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan
sccara langsung dan mombasva asct tersebut ke kondisi yang membuai aset
tersebut siap untuk digunakan.

Tanzh diakul pertams kali sebesar biayz perolchan. Biaya perolaban
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan ansh. Biya vang
dikeluarkan datam rangke memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan dan bizya latanya yang dikeluarkan samps? tenah tersebut siap
digunakan. Nilai tansh juga meliputi nilai bangunan tua vang terietak pada tanah
vang dibeis itke bangunan tua yang dimaksudkan untuk dimusnahkan,

Biaya peroichan peralatan dan  mesin  menggambarkan  jumilah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperolch peralatan dan masin
tersebut sampai siap. Biava vang termasuk dalam kKompouen peraiatan dan
mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya
lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan

mesin siap untuk digunakan,
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Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai.
Biaya tersebut meliputi harga pembelian atau blaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolchan tersebut meliputi biaya
percichan atauy blaya konstruksi atau biaya laio-loain yang dikeluarkan untuk
mempersiapkan jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya seperti buku perpustskaan, bendz
senifbercorak  budaya meliputi seluruh  biaya yang dikeluarkan  untuk
memperoleh aset tersebut sarpai aset iersebut siap digunakan.

Biaya-biaya l#in yang bersifat administrasi maupun biaya uwmum yang
tidak dapat dikaitkan langsung dengan aset tetap tidak dapat dimasukkan schagai
kompenen aset tetap. Demikian juga biaya permulsan maupun biaya yang
dikeluarkan pada saat swal pra-produksi tidak merupakan bagian biays sualy
aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membewa aset ke kondisi kerjanya.

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker (i
dagrah yang mengelolz dana dekonsentrasi telah sesuai dalam penggunaan dasar
penilai berdasarkan harga perolehan, Apabila harga perolehan aset tetap dengan
menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai asct tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset fetap pemerintah
vang diperoleh dengan swakelola maks nilai perolehan aset tersebut meliputi
biaya jangsung untuk tenaga kerja, bahan bake. Biaya tidak langsung termasuk

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan
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dan semua bizya yang terjadi berkemaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut,

Kesuaian Penpusutan Aset Tetap denpan SAP pada Direkiorat Jenderal
Mandikdasmert

Menurut pernyataan standar akuntansi pemorintahan nomor 7, aset tetap
disajikan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan .
Penyusutan dalam hal ini tidak diartikan sebagai sumber dana peaggantian
melainkan hanya sebagai petunjuk penerimaan nilai aset tetap. Dalam hal iai,
penyusutan aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuat
dengan masa manfaat. Metode penyusutan vang digunakan bharus dapat
menggambarkan manfest ekonomi atay kemungkinan jasa yang akan mengalir
ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk n.asing-masing periode diskui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dan difnvestasikan dalam aset tetap.

Masa manfaat aset tetap vang dapat disusutkan harus ditinjau secars
periadik. Jika terdapat perbedasn yang besar estimasi sehelunmnya, penyusutan
perinde sekarang dan vang akan dstang harus dilskukan penyesuaian. Metode
penyusuian aset tetap pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan metode
sebagai berikut

«  metode garis lurus (stralight line method)
- metode salde meausun ([declining method)
- metode unit produksi {117 production method)

Fada Direktorar Jenderal Mandikdasmen untuk satker pusat dan satker di
daerah yang mengelola dana dekonsentrasi belum memasukkan penyusutan

karena pada saat ini baru fokus terhadap pendataan jumlah aset yang sebenamya.
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4.5.5.1 Kesesuaian Revatuasi Aset Tetap dengan peraturan pemerintah  pada

Direktorat Tenderal Maudikdasmen

Di dalam PSAP nomor 07, paragraf 58, disebutkan babwa penifatan kembali

agset telap atau revaiuasi pada umumnya fidak diperkenanken karena standsr

akuntans! pemerintah menganut penilaian asset tetap berdasarkan biaya perolahan.

Penyimpangan dari ketentuzn ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan

pemerintah yang borlaku secara nasional. Disamgping disajikan dif neraca, informast

fain yang lerkait dengan aset tetap perly diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan, Hal-hal yang periu diungkapkan adalzh :

£,

g

Dasar penilaisn yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount} untuk masing-masing aset tetap

Rekonsiiiasi jumizh pada awal dan akhir periode vang menusjukkan
penambahan, pelaporan, akusmnuiasi peyusutan dan perubahan nifai

Informast penyusutan yang meliputs nilat penyusutan, metode penyusutan yang,
digunakan, masa manfaat/taniil penyusutsn vang digunakan, nilai tercatat bruto
dan skumulasi penyusuten pada awal dan akhir periode.

Eksistensi dan batasan milik atas assel ietap

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi asset tetap

Jumiah pengeluaran untuk konstruks: dalam pengerjaan

Tumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika entitas melakukan kembali atas aset tetap (revaluasi), maka hal-hal berikut ini harus

dlungkap juga:

b.

Dasar peraturan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap
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c. Tanggal efektif penilaian kembali

d. Jika ada, nama penilai independen yang melakokan penilaian kembali

¢. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen unfuk satker pusat dan satker di daerah

yvang mengelola dana dekonsentrasi belum melakukan Revaluasi Aset Tetap karena

pada saat il bary fokus terhadap pendataan jumlah asef yang sehenamya.

£.5.5.2 Tindak lanjat Peraturan Mesteri Pendidikan Nasional Nomer 16 talun 2058

Untuk memperiepas pelaksanaan Perataran Menteri Kevangan Nomor 171

tahun 2007 di Departemen Pendidikan Nasional.

[} Penegasan mengenal pembagian wewenang dan tanggung jawab unit-unit di

Depdiknas dalam pelaksanaan Permenkeu 171, 2007, antara faim:

4.

b.

Mengenai Jaringan Komunikasi sistem

Mengenai Perangkat Keras dan Lunak,

Mengena pelaksanaan pelaporan begjenjang.

Mengenai Jadwal pelaksanaan pelaporan berjenjang dan rekonsitiast dafa
antar subsistem.

Mengenai reward and punishment terkait pelaksanaan Pernienkeu 171,

2007,

2} Menuju menyusun strategi menuju opini BPK Wajar Tanps Pengecualian

pada lahun 2009

4.5.53.3 Jaringan Pelaporan Kenaugan Berboasis $S47

Bagian Keuangan dan Umum Setditjen Mandikdasmen telah menjalankan

aplikakasi SAI dimana di dalamaya  terdiri dart Sistemn Akuntansi Keuangan
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{(SAK} dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Saat ini
sistem tersebut sudah berjalan, tetapi akan lebih dioptimatkan. Dengan adanya
Permandiknas di atas Tim psagembangan Sistem Akuntansi Bagian Keuangan
Setditien Mandikdasmen akan :
Menata kembali sistem dan prosedur kerja, univk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan
internul check, dan memperbaiki perlindungan terhadap aset,
Mengaplikasikan TIK untuk meningkatican efektivitas dan efisiensi sistem dan
prosedur kerja
Menginventarisasi barang milik negara (BMN) sesuai sistem akuntansi instansi
(AN,
Meningkatkan efekiivitas dan efesiensi sistemn dan prosedur pembukuan das
pelaporan kevangan sesual SAL

Sementara itu sarana pendokung yang sudah ada adalah,
*  Depdiknas telah memiliki Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasioaal}
*  Jardiknas telah “siap pakai”

® Jardiknas harus dimanfagtkan untuk  meningkatkan efisiensi kineria

manajemen Pendidikan Nasional (governarnce}
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Gambar 4.22

Skema Link Intranet Jardiknas
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Keterangan gambar :

Saat ini Jardiknas sudah mempunyai jaringan di seluruh Indonesia, semua dinas
pendidikan propinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG), Balai Bahasa dan universitas di seluruh
Indonesia sudah terkoneksi. Saat ini kemampuan Jardiknas belum di optimalkan,

karena baru sebagal komunikasi @mail dan telpon .
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Gambar 4.23

Sistern Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
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Keterangan gambar :
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Dengan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi, skema Flo cart diatas
bisa dijalankan secera optimal antara UAPPA- W, UAPPA-EL, Kanwil DIPBN,

dan KPPN schingga data yang dihasiikan lebih akurat,

Aplikasi S8AI

Aptikasi SPM, aplikasi vang digunakan antuk mengajukan pembayaran kepada

KPPN. Guiput berupa SPM.

Aplikasi SAI/SAKPA, aplikasi untuk pelaksanaan Sistemt Akuntanst Keuvangan
(SAK} satker. Qutputnya berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran

{LRA). baik realisasi penerimaan maupun penednzsan.

Aplikast SABMN, merupakan aplikast vang digunakan untuk pencataton dan
nelaporan asset vang dikuasat satker dalam rangka pelaksanaan askuntansi akftiva
tetap. Output berupa Laporan Barang Milik Negara, Laporan Kondisi Barang,

dan Laporan Posisi BMN dalam Neraca,
Departemen Keuangan telah menerbitkan aplikasi-aplikasi SAL

Aplikasi-aplikas]  ini memfasilitasi  pekerjaan  pelaporan  kewangan dan
menyediakan seluruh output yang diminta oleh Departemen Keuangan dalam

manajernen keuangan negara

Aplikasi-aplikasi  SAI memungkinkan pengirtman  data  online, namun

pemanfaatannya belum maksimal.
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Saat int Bagkeu MDPM melaksanakan mekanisme pelaporan dengan
menginsiruksikan UAKPA Pusat & Daerah untuk mengirimkan laporan berupa

file daia output Aplikasi

Aplikasi Web SAT

Merupakan media informasi dan komunikasi antara UAPPA-El dengan
UAKPA Pusat & Dagrah

Menampilkan data penyerapan total angparan semua  satker UAKPA Pusat &
Dasrah

Data diinput hasil pengolahan data aplikasi SAI yang dikirim dari daerah secara
manual ke apiikasi Web SAl

Aplikasi Web SAI dapat diakses oleh semua stakeholder yang telah memiliki
hak akses 4§ Dirien MPDM.

Merupakan media informasi dan komunikasi antara UAPPA-ED desgan
UAKPA Pusat & Daerah

Menampiikan data penyerapan 1otal anggaran semua satker UAKPA Pusat &
Dageah

Data diinput hasil pengolahan dats aplikasi BAT vang dikirim dari daerah secara
manual ke aplikasi Web SAl

Aplikasi Web SA!l dapat diakses oleh semua stakeholder yang telah memiliki
hak akses di Dirjen MPDM.

Aplikasi Web SAI {versi 1}
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Gamilbar 4,24

:

Aplikasi Web SAI (versi 1)

Keterangan gambar:

Dengan memanfaatkan faringan Jardikngs yvang sudah terkoneksi di selurub
Indonesia, semua faporan Keuangan, dan barang milik negara, bisa di kirim
secara cepat dan tepat. Sistem inf masih mempergunakan aplikasi dari
Departemen Keuangan, SAIL maupun SIMAK-BMN. laringan pelaporan ini
menyedizkan/memfasilifasi kendarasn pengiriman data vang cepat dan tepat.
Jadi tidak mengubah aplikasi Departemen Keuangan. Sistem kerja jaringan ini
dengan cara semug komputer di seluroh dinas pendidikan yang di gunakan untuk
mengeriakan SAI dipasang alat Rowsfer Boord yang fungsinya sebagal alat
pengivim data, dan apabila di daerah ada masalah, dari komputer pusat bisa

langsung koneksi ke daerah untuk mengambil data,
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Keuntungan Jaringan Pelaporan SAI

Pengembangan Jaringan Pelaporan SAI memiliki keuntungan sebagai berikut :

1.

Pelaporan melalui komputer mengurangi keharusan pelaporan manual sehingga
meningkatkan efisiensi kerja.

Jaringan pelaporan memanfaatkan aplikasi SAI/SAKP yang telah dikembangkan
oleh Departemen Keuangan sehingga memudahkan koordinasi, dan meminimalisasi
biaya pengembangan aplikasi.

Telah tersedianya Jardiknas sehingga memudahkan koordinasi pelaporan antar
instansi di bawah Dirjen MPDM.

Pelaporan dapat dilaksanakan efisien dan tepat waktu,

Eksekutif dapat mengakses informasi dan laporan langsung melalui Jardiknas
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BABY

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analiss  tferhadap praktek-praktek yang berlska di Digen
Mandikdasmen, dapat disimpulkan:
5.1.1 Manajemen aset tetap peda Direktorat Jenderal Muandikdasmen datam
pelaksanaan akuntabilites dan Transparansi
Arah menuju akuntabilitas dan transparansi sudah mulai dilaksanakan
walaupun masih belum optimal. Kondist yang ada di Direktorat Jenderal
Mandikdasmen adalah sebagal berikut :

1. Realisasi belonga Dircktorat Jenderal Mandikdasmen vang sidab tersusun
secara rinci, Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrast menugul jenis
kegiatannya, Healisssi Belanja dan Pengembalian Dana Dekonsentrast
yang disasun mepurut satuan kega, Kondist o Aset Tetap Direktorat
Jendersl Mandikdasmen yang terlaporkan, Aset Tetap Pada  Direkiorat
Jenderal  Mangjemen  Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun
menurot daftar aset tetap , Aset  Tetap Pada Direktorat  Jenderal
Manajemen  Pendidikan Dasar dan Menengah yang diserahkan kepada
Direktorat Jenderal PMPTK telah tercatat dengan rapi, Aset Tetap Pada
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang
berada di propinsi yvang sudah dirinci berdasarkan jenis aset. Adanya
belanja sosial yang sapgat besar dibanding dengen belanja lsinnya,

menimbulkan pertanyaan kesessuaian antara program dengan fupoksi,
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2. Di dalam menjalankan Manajemen Aset, Direktorat Jenderal Mandikdasmen

5.1.2

melakukan optimalisasi, Kinerja Aset Tetap, Cara pemeliharaan aset tetap,
Proteksi / Perlindungan Aset Tetap, Kebijakan terhadap Aset Tetap di dalam
Perencanaan Pengadaan Barang, Pemanfaatan, Pengamanan dan
Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Sudah
di bentuk organisasi Pengendali Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal
Mandikdasmen: Pengelola Barang Milik Negara, Pengguna Barang, Kuasa
pengguna barang, Pencatatan Aset Telap Pada Direkiorat Jenderal
Mandikdasmen yang sesuai standar, Inventarisasi Secara Periodik
Pengelolaan Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Asuransi
Aset Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Penilaian Resiko Aset
Tetap Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen : Kerugian, Pemborosan,
Penyalahgunaan
Dari uraian pada bab IV bahwa manajemen aset di Direktorat Jenderal
Mandikdasmen sudah berjalan tetapi masih harus ditingkatkan efisiensi,
efektifitas, yang pada akhirnya menghasilkan sesualu yang ekonomis.
Upaya-upaya yang di lakukan pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen
dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi

Arah menuju akuntabilitas dan transparansi sudah mulai dilaksanakan

walaupun masih belum optimal. Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat

Jenderal Mandikdasmen adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Aset Tetap, Pembentukan Organisasi

Pelaksana Akuntansi Barang Milik Negara, Pembuatan Prosedur akuntansi
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5.1.3

Barang Milik Negara, Pengklasifikasian Jenis Transaksi dan Dokemen
Sumber : Saldo awal, Perolehan Barang Milik Negara, Perubahan Barang
Milik Negara, Penghapusan Barang Milik Negara,

Pelaksanaan Pengkodean Barang Milik Negara: Kode Lokasi, Kode

Barang, Kode Registrasi, Prosedur Akuntansi,

. Keluaran Sistem Akuntansi BMN Pada Direktorat Jenderal
Mandikdasmen: Tingkat UAKPB, Tingkat UAPPB-W / UAPPB-EI1 /
UAPB,

Artinya Direktorat Jenderal Mandikdasmen telah melakukan upaya-upaya

yang menujun pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi

Hambatan-hambatan yang dialami pengelola aset pada Direktorat
Jenderal Mandikdasmen dalam pelaksanaan  akuntabilitas dan

iransparansi
- Permasalahan Dana Dekonsentrasi,
- Kelecmahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban,

- Permasalahan Manajemen Satker Pusat Pada setiap level pembuat

kebijakan,
- Kurangnya koordinasi antara pemberi dan penerima dana dekonsentrasi
sehingga keperuntukkannya sering tidak sesuai dengan undang-undang,

- Manajemen aset hasil dana dekonsentrasi belum berjalan secara baik
dikarenakan sumber daya manusia pengelola belum mengusai sistem dan

prosedur yang berlaku,
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5.1.4

-  Kurangnya komitmen dari pejabat pembuat  keputusan  terhadap
permasalahan tahun-tahun sebelumnya vang masih muncul di tahun

berikutnya,

« Kurangnya perangkat keras dan perangkat Lunak vang mendukung

berjalannya sistem SIMAK-BMN,

- Peralatan/Jaringan komunikasi belum optimal,

- Kurangnya sumberdaya manusia yang mempunyai keahlian di bidang
akuntanst,

-  Adanya Rekrutmen tenaga skunian yang tidak diimbangi dengan retensi

dan balas jasa yang sesuai dengan keshlian,

Manakah peraturan perundangan (elal ditketi  dalam mengelala aset
pada Direkipras Jesnderal Mundikdasmen untnk mewnjudkan akaniabilitas
dan trausparansi

Banyak scieli peraturan yang ferkait dengan pengelolaan aset dan

perwujudan akuntabilitas dan fransparansi, tetapi belum dapat sepenuhnya

dilaksanakan karenz masih ada penyempurnaan-penyempuraan aturan
tersebut.

1. Keterkaitan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dengan peraturan
pemerintah pada Direktoral Jenderal Mandikdasmen, Kesesuaian
Definisi dan Klagifikasi Aset Tetap dengan 5AP, Kesesuaian
Pengakuan Aset Tetap menteri keuangan RI No. 0I/KM.12/2001 dan

SAP, Kesesuatan Penilatan Aset Tetap dengan peraturan pemerintah,
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Kesuaian Penyusutan Aset Tetap dengan SAP, Kesesuaian Revaluasi

Aset Tetap dengan peraturan pemerintah,

2. Tindak laniut Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 hun

2008 dengon Pengembangan Jaringan Pelaporan Keuasngan Berbasis SAL

5.2 Saran

1.

Direktorat Jenderal Mandikdasamen Sebagai direktorat terbesar di dalam
pengelolaan anggarannya harus sebagal pioner untuk setiap perubahan
menuin kebaikan, Ketika Pomeriniah Indonesia telah mompunyai Standar
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.
24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (8AP) dan SAP
tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan
yang terdint dag laporan realisasi anggeran, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporvan keunangan, Dircktorat Jenderal Mandikdasmen harus Pro
Aktif memiatankan Standar tersebut.

Untuk menghasilkan laporan kevangan, khususnya neraca dan laporan BMN
vang agurat, lengkap, dapat dibardinglkan dan tepat waktu, Pemerintah periu
menerapkan  kebijakan-kebijokan yang diatur dalam SAP. Kebijakan-
kebijakan akuntansi tersebut meliputi definisi dan klasifikasi, pengakuan,
penilaian, penyusutan, revaluasi, penvajian dan pengungkapan aset tetap.
Disamping itu, pemeirntab juga perlu mengembangkan dan melaksankaan
Sistern  Akuntansi Barang Milikx Negara (SABMN)Y SIMAK-BMN.
Eebijskan akuntansi pemenntah dan pelaksanaan SABMN dibarapkan dapat
menunjang pembuatan neraca dan laporan BMN yang berguna untuk

pertanggungjawaban sekaligus untuk manajemen asst tetap yang meliputi
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pemlaian kinerja aset fetap, pemeliharaan aset tetap, perlindungan aset tetap

(kebijakan-kebijakan dalam perlindungan aset tetap, organisasi pengendali

aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset telap, inventarisasi,

secara peniodik dan asuransi aset tetap), dan penilaian resiko aset tetap

(kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap) bisa lebih akorat,

. Lntok tujuan manajemen aset tetap, SIMAK-BMN dapat meningkatkan

perlindungan aset tetap terutama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan

perencanzan dan pengadsan aset tetap sehingga mendorong organisasi

pengendali aset fetap dalam elaksanakan kewsjibannya, menciptakan

catatan-catatan aset ietep wang akurat dan mendorong  peningkatan

akuntabilitas aset tetap.

Enam bidang yang perlu mendapat perhatian untuk dapat membuat sistem

keusngan pemerintah lebih tansparsn dan akumiabel, yang merupskan

prasyarat utama untuk memiju opini Wajar Tanpa Peagecualian.

{1} Sistem Pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk
kesesuaiannya dengan sistem yang diterankan oleh Menteri Keuangan,

(2} Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang meniamin sinkronisasi dan
intregasi dafa kenangan,

{3) Inverdarisasi Aset dan Hutang,

(43 Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta
pertanggungiawaban anggaran;

(8) Quality Assurance atas LKPP oleh Pengawas Inters;

{6} Sumber Daya Manusia, yaitu penetapan status bendahara sebagai jabatan

fungsional.
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Oleh karen itu kepada Dirjen Mandikdasmen sebaiknya segera mengambil
langkah nyata dalam melaksanakan 6 langkah tersebut.

Langkah untuk membanpun sistemn keuangan daerah yang frangparan dan

akuntabel,yaiu;

a. Pemerintab pusat dan dacrah menandatangani management representative
letter dalam setiap pemeriksaan BPX Rl untuk menunjukkan komitmen dan
tanggungjawabnya terbadap upaya perbalkan sistern kevangan  pusat dan
daerah;

b. Pemerintah pusat dan daerah mepentukan kapan mencapai opini WIP
dengan menyumum action plan vang memuat apa vang hanss dilakukan, aspek
atau bidang apa vang periu diperbaiki, bagaimana caranys, siapa yang
melakokannya dan Kapan atau jadwal keglatannya;

¢. Depdagn, Depkey, dan Departemen teknis berkeordingsi unfuk menvusun
suatu desain yang jelag dalarmn melaksanakan paket tiga UU Kevangas
Negara Tahun 20%}3«2004 dalam katannya dengan otonomi daerah uniuk
meniadakan serangkaian peraturan yang tidak jelas, multi tafsir, ramit, tidak
stabil dan sering berubah;

d. Pemerintah daerah menggueakan universitas setempat dap BPKP untuk
memperbaiki sistemn kenangan daerah dan aplikasi komputernya, serta
meningkatkan SDM melalul

pelatiban akuntansi kevangan daerah, dan pemyediaan fenaga pembukuan

yang trampil;
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e, DPR dan DPRD membentuk panitia akuntsbilitas publik untuk mendorong
pemerintah  pusat dan daerah dan menindaklanjull temuan BPK RI untuk
perbaikasn sistern pengendalian intern dan percepatan pembangunan sistem
keuangan pusat dan daerah termasuk penyusunan peraturan  daerah terkait,
Buruknya tranparansi dan askuntabilitas kenangan daerah meningkatkan
peluang kebocoran dan menghambat kineria pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada rakyatnya.

5. Dalam rangka meningkatkan pertanggungiawaban dan manzjemen aset tetap
pemerintah. Departemen Keuangan sebagal Bendabara Umum Negara perlu
membuat target vang progresif mengenai pelaksansan SABMN sehingga
selurah kementerian/lembaga dapat menerapkan SABMMN. Pemerintah perko
menctapkan batas waktu pelaksanaan SABMN di kementerian/lembaga.
Departemen Keoangan perdy  mendukung penyesiaan  anggaran  untuk
peningkatan SDM. Kamentrianflembaga menyediakan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan,

Departernen Keuangan barus membuat langksh-iangkah yaitu ¢
- Melakukan penyesuaian terhadap SABMN, mendorong komite SAP,
Untuk mengeluarkan aturan-aturan teknis terkait dengan akuntansi
aset tetap dan melakekan sosialisas: kebdijakan-kebijakan akuntansi
aset tetap kepada penyesuaian output SABMN
Adanya Komitmen pihak vang terkait terhadap
o Pentingnyva peningkatan komitmen pimipinan untuk penyelenggaraan

akuntansi dan pelaporan keuangan melalui (1) penstapan pejabat akuntansi,
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(2) penyediaan fasilitas/alat kerja yang cukup, (3) pemberian pelatihan yang
lebih intensif dan ekstensif, dan (4) pengalokasian dana yang cukup.
Memperkuat peran koordinasi dari Instansi provinst vg ditunjuk sby
UAKPA/B atau schagai Sub UAPPAW/R.

Moemastikan peran Itien schagal mitra akuntabilitasnya din penyelenggaraan
SAL

Mengalokasikan anggaran pada satker setara dgn akuntabilitasnya.
Mengmformasikan sccara brausparan semua rekening yvang dikelola yang

belum terintegrasikan pada Laporan Keuvangan

. Pembuatan laringan Pelaporan Keuangan baik SAK maupun SIMAK-BMN
Yang leritegrasi antara pusat dan daersh dengan menggunakan teknogi
informasi, dimana data dari dacrah ke pusat hanya dalam hitungan detik bisa
sampai, dan apabila satker di daerah mengalami kesulitan dari pusat bisa
fangsung akses ke komputer di dagrah.

. Untuk permasalan Belanjp/Bantuan Sosial dengan Belanja Modal &
Direktorat Jenderal Mandikdasmen harus mengacu ke tupokst dan melihat
kembail ke peratoean perundang-undangan yang mengatur, vaitu PSAP
Nomor 02, Paragraf 37 dan 38, mengenal belanja modal dan belanja sosial.
Buletin Teknis PSAP, dan Bagan Akun Standar, agar tidek menjadi temuan
pemeriksa. Boieh menggunakan cara yang lebih praktis, tetapi tidak boleh

meninggalkan peraturan yang ada.
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5.3 Keterbatasan
Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa
dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah :
1. Sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.
2. Seringkali pubernur tidak mengetahui pengadaan fisik yang
bersangkutan.
3. Aset tetap dari kegiatan berbentuk fisik tcrsebut tidak tercatat baik
di pemda maupun di instansi pusat.
4. Jumlah aset tetap tersebut signifikan (trilyunan)

Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Yang akan
berpengaruh pula kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dana dekonsentrasi menjadi salah satu penyebabnya dikarenakan adanya selisih
antara pelaporan realisasi anggaran di departemen dengan realisasi anggaran dalam
APBN . Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya
sudah tidak sesuai dengan undang-undang dan permasalahan ini sulit untuk diambil
jalan kelvarnya. Tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaan aset tersebut
tidak menggunakan manajemen aset yang benar.

Kondisi aset di departemen/lembaga di negara int kususnya Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah belum dilakukan penilaian
oleh lembaga penilai independen, tidak didukung bukti kepemilikan atau status

hukum tidak jelas, tidak diselenggarakan pencatatan yang memadai, dan belum
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dilaknkan inventarisasi atas aktiva tetap. Sehingga yang terjadi tidak bisa
diidentifikasi :
{. Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat
Jenderal Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah,
2. Se¢jauh  manakah upaya-upaya vyang dilakukan dalam  mewuiudan
transparansi dan akuntabilitas,
3. Sejauh manakeh hambatan yang dialami didalam mengelola aset,
4. Sejauh manakah peraturan perundangan lelab ditkutl dalam mengelola asel

tetap.
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LAMPIRAN

Quisioner Pengeloia SIMAK-BMN

1.
2.

Siapa pojabat pengelola BMN?

Pengguna BMIN 7

Pemanfaatan BMN ?

4. 5ewWa

b. Pinjam pakai

¢. Keriasama pemanifaatan

4. Bangun Guna Serah & Bangun Serah Guna

fagaimana penghapusan BMN 7

apakah dengan berdasarkan keputusan BMN oleh pejabat yang berwenang ?
Apa Scbab-sehab penghapusan ?

a, Penphapusan dari Dafiar Barang Pengguna pade Pengpuna

Barang/Kuasa Pengguna Barang

b Penghapusan dari Daftar BMN pada pengelola Barang

5. Pemindahtangacan BMN, bagaimana tala caranys ?

6, Penilaian BRMN

2. Apakah sudah sesuai dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan 7

b. Dalam penilaian BMN unnil: tanah/bangunan zakah dilakukan penilaian yang

ditetapkan oleh pengelola barang ?

. Bagaimana untuk barang selain tanalh/bangunan 7

d. Yang paling rendah dalam penilaian apakah menggunakan NJOP ?

7. Apakah sudah dilaksanakan Inventarisasi dan Sertifikasi ?

Sebuab ~ sehabnya :
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Tidak dicatatan nilai barang

Salzh pencatatan pada pembukuan

Hibah, terhadap BMN yang tidak memiliki nilai.
Terjadinya hibah Karena

- Barang berlebih

« Tidak dimanfaatkan di tempatnya

Mapaismen Aset Mandikdasmen

b, Kinerja Aset Tetap

Apukah sudah digunekan uriuk maksimal melavani masyarakal

Sesusi LAKIP (inpres no. 7 tahun 1959)

Apakah pernanfastannva sesuat tipoksi 7

2. Pemeliharaan Aset Tetap

Apukah sudah berjalan 7

Berjalan sesvai tu pok si & kebulubannya

Seperti apakah ?

dalam PP §/2006 pengpuna barang harus membuat Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPRB) sudahkah 7

Daftar hasil pemelihargan, sudahkah ?

Uintuk melakukan evaluasi efisiensi pemeliharaan.

Proteksi / Perlindungan, sudah ada belum ?
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Kebijakan yang ada seperti apa ?

Perencanaan pengadaan barang seperti apa?
apakah memperhatikan ketersediaan BMN ?
. Pemanfaatannya, sudahkah sesuai tupoksi 7
. Pengamanan dan pemelihargarmya ?

- Administeast

- fisik

- hukum

. Penghapusan dan pemindahtangansnnya, Bagaimana prosedur tats

carapya 7

. Penatausahaan

Persbukuan ?

+

- Inventarisasi ?

- Pelaporan ? semester dan

- Pencalatannys sudahkah menmiryt 7
a. Penggolonpan
b, Kodefikasi

. Pelaporaninya sudeh bejenjang bulan 7

a, Kuass pengguna barang sudah menyusen laporan barang
semestersut dan tahunan blom 7

b. Pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan

tahunan apakah disampaikan kepada pengelola barang 7

3. Organisasj pengendall aset tetap
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Kuasa penggﬁna barang (barang umum) mempunyai wewenang apa?
a. Mengajukan kebutuhan dan anggam BMN di kantor
b. Memohon penetapan staius untuk penguasaan dan penggunaan BMN
yang dari APBN 7
¢. Menggunakan BMN vang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan tu pok st kepada pengguna barang ?
d. Melakukan pengawasan dan pengendalian 7
e, Meiakukan pencatatan inventarisasi 7
f. Mmyampéikan laporan barang semesteran dan tahunan laporan
pengguna barang ?
g Kendala inventarisasi :
o Tidak terdapat laporan keuangan Karena sistem pengadaannya
yang dipengarubi ganggaran
o SDM pengelola BMN minimal 3 orang
a. COperaior
b. Adminisicator
¢. verifikator

h. Tidak tepat waktu penyampaian laporan 7 schedule fidak sesual

Pemecahannya :

1.

2.

Diberi anggaran bagi pengelola
Adsnya pelatiban SDM
Operasional systern yang sederhana

Serng ganti tenaga
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